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DENGAN KENDARAAN UMUM

MENTERI PERHUBUNGAN,

bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang
Angkutan Jalan telah diatur ketentuan mengenai penyelenggaraar
angkutan orang di jalan deiigan kendaraan umum yang telah diatur
lebih Janjut dengan keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 84
Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan
Dengan Kendaraan Umum;

bahwa dengan adanya perkembangan kebutuhan, ketentuan mengenai
penyelenggaraan angkutan di jalan dengan kendaraan umum dalam
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 84 Tahun 1999 perl.
disempurnakan;

bahwa sehubungan dengan huruf b, perlu ditetapkan Keputusar
Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang d:
Jalan Dengan Kendaraan Umum;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dau
Angkutan Jalan (Lembaran Negzara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3480);

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Prakte'c
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negaia
Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daeraa
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3839);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaren
Negara Nomor 3528);



Menetapkan :

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan

Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 03,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);

. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3952);

Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja
Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan
Presiden Nomor 45 Tahun 2002;

. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.24 Tahun 2001 tentané

Organisasi Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 91
Tahun 2002;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DI JALAN DENGAN
KENDARAAN UMUM.

BAB [
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain
dengan menggunakan kendaraan;

2. Jaringan transportasi jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yarg
dihubungkan oleh ruang lalu lintas schingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan
untuk keperiuan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;

3. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk
dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak

langsung;

4, Trayek adalah lintasan kendaraan uraum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan
mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan
jadwal tetap maupun tidak berjadwal;
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:Iar.ingfm trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuai:
Jjaringan pelayanan angkutan orang;

Angkutap L'mtas Batas Negara acdalah angkutan dari safu kota ke kota lain yang
melewati lintas batas negara dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat
dalam trayek;

AngkuFan Antar Kota Antar Propinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yan;g
melalui antar daerah Kabupaten / Kota yang melalui lebih dari satu daerah Propinsi
dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek;

Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota lain
yang melalui antar daerah Kabupaten / Kota dalam satu daerah Propinsi dengan
menggunakan mobil bus umum yang terikdat dalam trayek;

Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah
Kota atau wilayah ibukota Kabupaten atau dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta
dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat
dalam trayek;

Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu
daerah Kabupaten yang tidak termasuk dalam trayek kota yang berada pada wilayzh
ibukota Kabupaten dengan mempergunakan mobil bus umum atau mobil penumpang
umum yang terikat dalam trayek;

Angkutan Perbatasan adalah angkutan kota atau angkutan perdesaan yang memasuki
wilayah kecamatan yang berbatasan langsung pada Kabupaten atau kota lainnya baik
yang melalui satu Propinsi maupun lebih dari satu Propinsi;

Angkutan Khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, yag
melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, permukiman, dan
simpul yang berbeda;

Angkutan Taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum
yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan
dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas;

Angkutan Sewa adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum
yang melayani angkutan dari pintu ke pintu, dengan atau tanpa pengemudi, dalem
wilayah operasi yang tidak terbatas;

Angkutan Pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil bus umum yang
dilengkapi dengan tanda-tanda khusus untuk keperluan pariwisata atau keperluan luin
diluar pelayanan angkutan dalam trayek, seperti untuk keperluan keluarga dan sosial
lainnya;

Angkutan Lingkungan adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang
umum yang dioperasikan dalam wilayah operasi terbatas pada kawasan tertentu;



17. Bus Besar, adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas lebih dari 28 dengan ukuran
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dan- jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempai duduk pengemudi dengan
panjang kendaraan lebil dari 9 meter,

Bus ._Sedang, adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 16 s/d 28 dengan ukuran
dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi
dengan panjang kendaraan lebih dari 6,5 sampai dengan 9 meter; :

!Bus Kecil, adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 s/d 16 dengan ukuran dan
Jaray antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan
panjang kendaraan 4 — 6,5 meter;

. Mobil Penumpang, adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-

banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik
dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk Kkeperluan memuat dan
menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan
kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi;

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat;

Dinas Propinsi adalah instansi di tingkat Propinsi yang bertanggung jawab di bidang
penyelenggaraan angkutan orang di jalan;

Dinas Kota/Kabupaten adalah instansi di tingkat Kota/Kabupaten yang bertanggung
jawab di bidang penyelenggaraan angkutan orang di jalan.
BAB II
PERENCANAAN ¥XEBUTUHAN ANGKUTAN

Pasal 2

Kegiatan perencanaan kebutuhan angkutan meliputi :

po o

penetapan jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan,;
penetapan wilayah operasi taksi;
penetapan kebutuhan kendaraan tidax dalam trayek;
komposisi pelayanan angkutan.
Bagian Pertama
Penetapan Jaringan Trayek dan Kebutuhan Kendaraan

Pasal '3

Penetapan jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakuken
berdasarkan jaringan transportasi jalan dengan mempertimbangkan :
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bangkitan dan tarikan perjalanan pada daerah asal dan tujuan;

jenis pelayanan angkutan;

¢. hirarki kelas jalan yang sama dan/atau yang lebih tinggi sesuai ketentuan kelas jalan
yang berlaku,

d. tipe terminal yang sesuai dengan jenis pelayanannya dan simpul transportasi lainnya,
yang meliputi bandar udara, pelabuhan dan stasiun kereta api;

e :il;gl;.at pelayanan jalan yang berupa perbandingan antara kapasitas jalan dan volume

alu lintas.

ol

Pasal 4
Kriteria penetapan jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi ;

a. titik asal dan tujuan merupakan titik terjauh;
b. berawal dan berakhir pada tipe terminal yang sesuai dengan jenis pelayanannya;
¢. lintasan yang dilalui tetap dan sesuai dengan kelas jalan,

Pasal 5

Tahapan kegiatan yang dilaksanakan untuk penetapan jaringan trayek dan kebutuhan
kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, sekurang-kurangnya meliputi :

a. melakukan penelitian asal dan tujuan perjalanan orang menurut zona jenis pelayanan
angkutan; 2

b. menentukan variabel yang berpengaruh terhadap bangkitan dan tarikan perjalanan;

menghitung bangkitan dan tarikan perjalanan untuk kondisi sekarang dan tahuu

perencanaan;

menentukan model perhitungan distribusi perjalanan;

menghitung distribusi perjalanan untuk kondisi sekarang dan tahun perencanaan;

menentukan model perhitungan pembebanan perjalanan / jalan-jalan yang dilalui;

menghitung pembebanan perjalanan untuk kondisi sekarang dan tahun perencanaan;

mengkonversi jumlah perjalanan orang menjadi jumlah Kkendaraan, dengan

mempertimbangkan :

o
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1) jumlah frekwensi;
2) faktor muatan 70%;
3) kapasitas kendaraan yang akan melayani.

Pasal 6

(1) Untuk menjaga keseimbangan peliyanan angkutan, mengantisipasi pertumbuhar
jumlah penduduk dan perkembangan wilayah, dilakukan evaluasi kebutuhau
penambahan kendaraan pada tiap-tiap trayek.

(2) Evaluasi kebutuhan penambahan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (I}
merupakan kegiatan untuk menentukan jumlah kendaraan pada trayek yang terbuku
atau tertutup untuk penambahan kendaraan pada setiap trayek.



(3) Evaluasi kebutuhan penambahan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
dilakukan dengan mempertimbangkan:

Jjumlah perjalanan pergi-pulang per hari rata-rata dan tertinggi;
Jjumlah rara-rata tempat duduk kendaraan;

laporan realisasi faktor muatan;

faktor muatan 70 %;

tersedianya fasilitas terminal yang sesuai;

tingkat pelayanan jalan.

meae op

Pasal 7

Penetapan jaringan trayek, kebutuhan kendaraan dan evaluasi kebutuhan penambahan
kendaraan untuk pelayanan angkutan dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6, dilakukan oleh :

a. Menteri Perhubungan atau pejabat yang ditunjuk, untuk jaringan trayek lintas batas
negara sesuai dengan perjanjian antar negara;

b. Direktur Jenderal, untuk jaringan trayek yang melalui lebih dari satu daerah propinsi;

c. Gubernur, unwk jaringan trayek yang melalui antar daerah Kabupaten/kota dalam
satu daerah propinsi;

d. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk jaringan trayek yang seluruhnya

berada dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Bupati, untuk jaringan trayek yang seluruhnya berada dalam daerah kabupaten;

Walikota, untuk jaringan trayek yang seluruhnya berada dalam daerah Kota.

o

Bagian Kedua
Penetapan Wilayah Operasi Taksi

Pasal 8

(1) Wilayah operasi angkutan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b.
ditetapkan dengan mempertimbangkan :

a. kebutuhan jasa angkutan taksi;
b. perkembangan daerah kota atau perkotaan;
c. tersedianya prasarana jalan yang memadai.

(2) Wilayah operasi angkutan taksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapka
oleh : :

a. Bupati/Walikota, untuk wilayah operasi taksi yang seluruhnya berada dalam
Daerah Kabupaten/Kora yang belum ada penetapan wilayah operasi dari Gubernur
atau Direktur Jenderal;

b. Gubernur, untuk wilayah operasi taksi yang melampaui lebih dari 1 (satu) daeral
Kabupaten/kota dalam satu Propinsi yang merupakan satu kesatuan wilayah
perkotaan yang belum ada penetapan wilayah operasi dari Direktur Jenderal;
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¢. Direktur Jenderal, untuk wilaysh operasi taksi yang melampaui daerah Kota /
Kabupaten lebih dari satu Propinsi.

Bagian Ketiga
Penetapan Kebutuhan Kendaraan Tidak Dalam Trayek
Pasal 9

Penetapan kebutuhan kendaraan tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf ¢, sekurang-kurangnya meliputi :

penelitian mengenai potensi bangkitan perjalanan;

penentuan variabel yang berpengaruh terhadap bangkitan perjalanan;

penentuan model perhitungan bangkitan perjalanan;

penghitungan bangkitan perjalanan untuk kondisi sekarang dan tahun perencanaan;
pengkonversian jumiah perjalanan orang menjadi jumlah kendaraan, dengan
mempertimbangkan :

caoose

1) tingkat penggunaan kendaraan sekurang-kurangnya 60%;
2) kapasitas kendaraan yang akan melayani.

Pasal 10

(1) Untuk menjaga keseimbangan pelayanan angkutan dan mengantisipasi pertumbuhan
jumlah penduduk dan perkembangan wilayah, dilakukan evaluasi kebutuhan
penambahan kendaraan tidak dalam trayek.

(2) Evaluasi kebutuhan penambahan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
merupakan kegiatan untuk menentukan jumlah kendaraan pada wilayah operasi yang
terbuka atau tertutup untuk penambahan kendaraan tidak dalam trayek.

(3) Evaluasi kebutuhan penambahan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
dilakukan terhadap tingkat penggunaan kendaraan sekurang-kurangnya 60%,

Pasal 11

Penetapan kebutuhan kendaraan dan evaluasi untuk pelayanan angkutan tidak dalam
trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, dilakukan oleh :

a. Direktur Jenderal, untuk angkutan taksi yang melayani lebih dari satu Propinsi yang
merupakan satu kesatuan wilayah perkotaan (masing-masing Kabupaten/kota) dan
angkutan pariwisata;

b. Gubernur, untuk angkutan taksi yang melayani lebih dari satu daerah Kota ,
Kabupaten dalam satu Propinsi yarg merupakan satu kesatuan wilayah perkotaan
untuk masing-masing Kabupaten/kota dan angkutan sewa sesuai domisili perusahaan; -



c. Bupati, untuk angkutan taksi yang melayani wilayah ibukota Kabupaten yang
kebutuhan kendaraannya belum ditetapkan oleh Gubernur atau Direktur Jenderal dan
angkutan lingkungan dalam wilayah Kabupaten;

d. Walikota, untuk angkutan taksi yang melayani wilayah Kota yang Kebutuhan
kendaraannya belum ditetapkan olen Gubernur atau Direktur Jenderal dan angkutan
lingkungan dalam wilayah Kota.

Pasal 12
Penetapan kebutuhan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, diumumkan
kepada masyarakat melalui media massa.
Bagian Keempat
Komposisi Pelayanan Angkutan
Pasal 13

(1) Pemohon yang mengajukan permohonan izin baru atau penambahan kendaraan
diberikan kesempatan untuk melayani sebanyak-banyaknya 50% dari kapasitas
permintaan penumpang pada setiap trayek.

(2) Dalam hal sisa kapasitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak ada pemohon
lain yang mengajukan permohonan izin, sekurang-kurangnya dalam waktu 3 (tiga\
bulan dapat diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah melayani.

Pasal 14
Dalam penetapan perencanaan kebutuhan angkutan, pejabat yang berwenang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 11 mempertimbangkan masukan dari
perguruan tinggi dan organisasi kemasyarakatan terkait.

Pasal 15 —

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan kebutuhan angkutan diatur dengan
Keputusan Direktur Jenderal.



BAB Ul
ANGKUTAN DALAM TRAYEK
Bagian Pertama
Jenis Angkuvan
Pasal 16
Angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek, terdiri dari :
Angkutan Lintas Batas Negara;
Angkutan Antar Kota Antar Propinsi;
Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi;
Angkutan Kota;
Angkutan Perdesaan;

Angkutan Perbatasan;
Angkutan Khusus.

mmo oo o

Bagian Kedua
Angkutan L.intas Batas Negara
Pasal 17

(1) Pelayanan angkutan lintas batas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf
a, dilaksanakan dalam jaringan trayek lintas batas negara.

(2) Pelayanan angkutan lintas batas ncgara diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai
berikut :

a. mempunyai jadwal tetap, sebagaimana tercantum dalam jam perjalanan pada kartu
pengawasan mobil bus yang dioperasikan;

b. pelayanan angkutan yang dilakukan bersifat pelayanan cepat, yaitu pelayanan
angkutan dengan pembatasan jumlah terminal yang wajib disinggahi selama
perjalanan; .

c. dilayani hanya oleh mobil bus besar atau mobil bus sedaug dengan pelayanan non
ekonomi, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian antar negara;

d. terminal yang merupakan terminal asal pemberangkatan, persinggahan dan tujuan
angkutan orang adalah terminal tipe A, atau simpul transportasi lainnya berupa
bandar udara, pelabuhan, stasiun kereta api dan pusat kegiatan;

€. prasarana jalan yang dilalui dalam pelayanan angkutan lintas batas negara
sebagaimana tercantum dalam izin trayek yang telah ditetapkan.

(3) Kendaraan yang digunakan untuk angkutan lintas batas negara harus dilengkapi
dengan :



a. nama perusahaan dan nomor urut kendaraan yang dicantumkan pada sisi kiri,
hanan, dan belakang kendaraan;

b. papan trayek yang memuat asal dan tujuan serta kota vang dilalui dengan dasar
putih tulisan hitam yang ditempatkan di bagian depan dan belakang kendaraan:

¢. jenis trayek yang dilayani ditulis secara jelas dengan huruf balok, melekat pada
badan kendaraan sebelah kiri dan kanan dengan tulisan "ANGKUTAN LINTAS
BATAS NEGARA'",;

d. jati diri pengemudi yang diternpatkan pada dashboard, yang dikeluarkan oleh
masing-masing perusahaan angkutan;

e. fasilitas bagasi sesuai kebutuhan;
f. tulisan standar pelayanan;
g. daftar tarif vang berlaku,

(4) Selain dilengkapi dengan kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3),
kendaraan angkutan lintas batas negara dapat dilengkapi dengan :

a. kotak obat lengkap dengan isinya;

b. alat pemantau unjuk kerja pengemudi, yang sekurang-kurangnya dapat merekam
kecepatan kendaraan dan perilaku pengemudi dalam mengoperasikan
kendaraannya.

(5) Ukuran, bentuk tulisan, dan identitas kendaraan angkutan lintas batas negara
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), sebagaimana tercantum dalam Contoh 1
Lampiran I Keputusan ini.

Bagian Ketiga
Angkutan Antar Kota Antar Propinsi
Pasal 18

(1) Pelayanan angkutan antar kota antar propinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
huruf b, dilaksanakan dalam jaringan trayek antar kota antar propinsi.

(2) Pelayanan angkutan antar kota antar propinsi diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai
berikut :

a. mempunyai jadwal tetap, sebagaimana tercantum dalam jam perjalanan pada kartu
pengawasan mobil bus yang dioperasikan;

b. pelayanan angkutan yang dilakukan bersifat pelayanan cepat, yaitu pelayanan
anglkutan dengan pembatasan jumlah terminal yang wajib disinggahi selama
perjalanan;

c. dilayani dengan mobil bus besar dan/atau mobil bus sedang, baik untuk pelayanan
ekonomi maupun pelayanan non ekonomi;



d. terminal yang merupakan terminal asal pemberangkatan, persinggahan dan tujuan
angkutan orang adalah terminal tipe A;

e. prasarana jalan yang dilalui dalar pelayanan angkutan antar kota antar propinsi
sebagaimana tercantum dalam izin trayek yang telah ditetapkan,

(3) Kendaraan yang digunakan untuk angkutan antar kota antar propinsi harus dilengkapi
dengan :

a. nama perusahaan dan nomor urut kendaraan yang dicantumkan pada sisi kiri,
kanan, dan belakang kendaraan;

b. papan trayck yang memuat asal dan tujuan serta kota yang dilalui dengan dasar
putih tulisan hitam yang ditempatkan di bagian depan dan belakang kendaraan;

c. jenis trayek yang dilayani yang ditulis secara jelas dengan huruf balok, melekat
pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan dengan tulisan "ANGKUTAN
ANTAR KOTA ANTAR PROPINSI";

d. jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard, yang dikeluarkan oleh
masing-masing perusahaan angkutan;

e. fasilitas bagasi sesuai kebutuhan;
f. tulisan standar pelayanan;
g. daftar tarif yang berlaku.

(4) Selain dilengkapi dengan kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3),
kendaraan angkutan antar kota antar propinsi dapat dilengkapi dengan :

a. kotak obat lengkap dengan isinya:

b. alat pemantau unjuk kerja pengernudi, yang sekurang-kurangnya dapat merekam
kecepatan kendaraan dan perilaku  pengemudi dalam mengoperasikan
kendaraannya.

(5) Ukuran, bentuk tulisan, dan identitas kendaraan angkutan antar kota antar propinsi
sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), sebagaimana tercantum dalam Contoh 2
Lampiran I Keputusan ini.

Bagian Empat
Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi
Pasal 19

(1) Pelayanan angkutan antar kota dalam propinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
huruf ¢, dilaksanakan dalam jaringan (rayek antar kota dalam propinsi.

(2) Pelayanan angkutan antar kota dalam propinsi diselenggarakan dengan ciri-ciri
sebagai berikut :

a. mempunyai jadwal tetap, sebagaimana tercantum dalam jam perjalanan pada kartu

pengawasan mobil bus yang dioperasikan;
11



b. pelayanan angkutan yang dilakukan bersifat pelayanan cepat atau lambat ;

¢. dilayani dengan mobil bus beser atau mobil bus sedang, baik untuk pelayanan
ekonomi maupun pelayanan non ekonomi;

d. tersedianya terminal penumpang sekurang-kurangnya tipe B, pada awal
pemberangkatan, persinggahan, dan terminal tujuan;

¢. prasarana jalan yang dilalui dalam pelayanan angkutan antar kota dalam propinsi
sebagaimana tercantum dalam izir trayek yang telah ditetapkan.

(3) Kendaraaii yang digunakan untuk angkutan antar kota dalam propinsi harus

dilengkapi dengan :

a. nama perusahaan dan nomor urut kendaraan yang dicantumkan pada sisi Kiri,
kanan, dan belakang kendaraan;

b. papan trayek yang memuat asal dan tujuan serta kota yang dilalui dengan dasar
putih tulisan hitamn yang ditempatkan di bagian depan dan belakang kendaraan;

c. jenis trayek yang dilayani ditulis secara jelas dengan huruf balok, melekat pada
badan kendaraan sebelah kiri dan kanan dengan tulisan "ANGKUTAN ANTAR

KOTA DALAM PROPINSI";

d. jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard, yang dikeluarkan oleh
masing-masing perusahaan angkutan;

e. fasilitas bagasi sesuai kebutuhan;

f. tulisan standar pelayanan;

g. daftar tarif yang berlaku.

(4) Selain dilengkapi dengan kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3),
kendaraan angkutan antar kota antar propinsi dapat dilengkapi dengan :

a. kotak obat lengkap dengan isinya;

b. alat pemantau unjuk kerja pengemudi, yang sekurang-kurangnya dapat merekam
kecepatan kendaraan dan perilaku pengemudi dalam mengoperasikan
kendaraannya.

(5) Ukuran, bentuk tulisan, dan identitas kendaraan angkutan antar kota dalam propinsi
sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), sebagaimana tercantum dalam Contoh 3
Lampiraa I Keputusan ini.

Bagian Kelima
Angkutan Kota
Pasal 20

(1) Pelayanan angkutan kota scbagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d,
dilaksanakan dalam jaringan trayek kota, yaitu trayek yang seluruhnya berada dalam
satu daerah Kota atau wilayah ibukota Kabupaten atau trayek yang berada dalam

Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.
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(2) Pelayanan angkutan kota dapat diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut :
a. trayek utama :

1) mempunyai jadwal tetap, sebagaimana tercantum dalam jam perjalanan pada
kartu pengawasan kendaraan yang dioperasikan;

2) melayani angkutan antar kawasan utama, antara kawasan utama dan
pendukung dengan ciri melakukan perjalanan ulang-alik secara tetap;

3) pelayanan angkutan secara terus menerus serta berhenti pada tempat-tempat
untuk menaikkan dan menurunkan penumpang yang telah ditetapkan untuk
angkutan kota.

b. trayek cabang :

1) berfungsi sebagai trayek penunjang terhadap trayek utama;

2) mempunyai jadwal tetap sebagaimana tercantum dalam jam perjalanan pada
kartu pengawasan kendaraan yang dioperasikan;

3) melayani angkutan pada kawasan pendukung dan antara kawasan pendukung
dan perrmukiman;

4) pelayanan angkutan secara terus menerus serta berhenti pada tempat-tempat
untuk menaikkan dan menur:inkan penumpang yang telah ditetapkan untuk
angkutan kota.

c. trayek ranting :

1) tidak mempunyai jadwal tetap;
2) pelayanan angkutan secara terus menerus serta berhenti pada tempat-tempat
untuk menaikkan dan menurunkan punumpang yang telah ditetapkan untuk

angkutan kota;
3) melayani angkutan dalam kawasan permukiman;

d. trayek langsung :

1) mempunyai jadwal tetap sebagaimana tercantum dalam jam perjalanan pada
kartu pengawasan kendaraan yang dioperasikan;

2) pelayanan angkutan secara terus menerus serta berhenti pada tempat-tempat
untuk menaikkan dan menurunkan penumpang yang telah ditetapkan untuk
angkutan kota,

3) melayani angkutan antara kawasan utama dengan kawasan pendukung dan
kawisan permukiman.

(3) Untuk kota yang berpenduduk di atas 500.000 jiwa, trayek utama dan trayek langsung
dilayani dengan bus besar, trayek cabang dengan bus sedang, dan trayek ranting
dengan bus kecil dan/atau mobil penumpang umum.



(4) Untuk kota yang berpenduduk antarz 100.000 — 500.000 Jiwa, trayek utama dilayani
dengan bus sedang, trayek cabang dengan bus kecil, dan trayck ranting dengan mobil
penumnparsg umum, X

(5) Untuk kota yang berpenduduk kurang dari 100.000 jiwa, trayek utama dilayani
dengan bus kecil dan/atau mobil penumpang umum dan trayek cabang dilayani
dengan mobi! penumpang.

(6) Kendaraan yang digunakan untuk angkutan kota harus dilengkapi dengan:

4. nama perusahaan dan nomor urut kendaraan yang dicantumkan pada sisi Kiri,
kanan, dan belakang kendaraan;

b. papan trayek yang memuat asal dan tujuan serta lintasan yang dilalui dengan dasar
putih tulisan hitam yang ditempatkan di bagian depan dan belakang kendaraan;

¢. Jjenis wayek yang dilayani ditulis secara jelas dengan huruf balok, melekat pada
badan kendaraan sebelah kiri dan kanan dengan “ANGKUTAN KOTA?”;

d. jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard, yang dikeluarkan oleh
masing-masing perusahaan angkutan;

€. tulisan standar pelayanan;
f. dafiar tarif yang berlaku.

(7) Pada mobil bus yang melayani trayek kota dapat dipasang papan reklame, yang
pemasangannya tidak boleh mengganggu identitas kendaraan dan harus sesuai dengan

peraturan perundangan yang berlaku.

(8) Ukuran, bentuk tulisan, dan identitas kendaraan angkutan kota sebagaimana dimaksud
dalam ayat (3), sebagaimana tercantum dalam Contoh 4 Lampiran I Keputusan ini.

-

Bagian Keenam
Angkutan Perdesaan
Pasal 21

(1) Pelayanan angkutan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e,
dilaksanakan dalam jaringan trayek yang berada dalam satu daerah Kabupaten yang

menghubungkan :

a. kawasan perdesaan dengan kawasan perdesaan;
b. kawasan ibu kota kabupaten dengan kawasan perdesaan.

(2) Pelayanan angkutan perdesaan diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut :

a. mempunyai jadwal tetap dan/atau tidak berjadwal;
b. jadwal tetap diberlakukan apabila permintaan angkutan cukup tinggi;

c. pelayanan angkutan bersifat lambat, berhenti pada setiap terminal, dengan waktu

menunggu relatif cukup lama;
14



d.

€.

terminal yang merupakan terminal asal pemberangkatan dan tujuan sekurang-
kurangnya terminal tipe C;

dilayani dengan mobil bus kecil atau mobil penumpang umum.

(3) Kendaraan yang digunakan untuk angkutan perdesaan harus dilengkapi dengan

a.

d.
e
f.

nama perusahaan dan nomor urut kendaraan yang dicantumkan pada sisi kiri,
kanan, dan belakang kendaraan;

papan trayek yang memuat asal dan tujuan serta lintasan vang dilalui dengan dasar
putih tulisan hitam yang ditempatkan di bagian depan dan belakang kendaraan;

jenis trayek yang dilayani ditulis secara jelas dengan huruf balok, melekat pada
badan kendaraan sebelah kiri dan kanan dengan tulisan “ANGKUTAN
PERDESAAN?”;

Jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard;
fasilitas bagasi sesuai kebutuhan;,
daftar tarif yang berlaku.

(4) Ukuran, bentuk tulisan, dan identitas kendaraan angkutan perdesaan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (3), sebagaimana tercantum dalam Contoh 5 Lampiran |
Keputusan ini.

Bagian Ketujuh
Angkutan Perbatasan

Pasal 22

(1) Pelayanan angkutan perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f,
dilaksanakar dalam trayek yang menghubungkan :

a.

b.

c.
d.

antara Kota dengan Kecamatan yang berbatasan langsung pada wilayah
kabupaten;

antara Kabupaten dengan kecamatan yang berbatasan langsung pada wilayah
Kota; .

antara Kota dengan Kecamatan yang berbatasan langsung pada wilayah Kota lain;
antara Kabupaten dengan kecamatan yang berbatasan langsung pada wilayah
kabupaten luin.

(2) Pelayanan angkutan perbatasan diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut ;

a.
b.

o

=

mempunyai jadwal tetap atau tidak berjadwal;
belum terlayani trayek AKAP atau trayek AKDP;
dilayani dengan mobil bus atau mobil penumpang umum;

berhenti pada tempat-tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang yang
telah ditetapkan untuk angkutan perbatasan.

(3) Kendaraan yang digunakan untuk angkutan perbatasan harus dilengkapi dengan :
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a. nama perusahaan dan nomor urut kendaraan yang dicantumkan pada sisi kiri,
kanan, dan belak:mg kcnda.rar.m;

b. papan m‘lyek yang memuat asal dan tujuan serta lintasan yang dilalui dengan dasar
putih tulisan hitam yang ditempatkan di bagian depan dan belakang kendaraarn:;

¢. jenis trayek yang dilayani ditulis secara jelas dengan huruf balok, melekat pada
badan kendaraan sebelah kiri dan kanan dengan tulisan “ANGKUTAN
PERBATASAN?”;

d. jati .diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard, yang dikeluarkan oleh
masing-masing perusahaan angkutan.

4) L{kuran, bentuk tulisan, dan identitas kendaraan angkutan perdesaan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (3), sebagaimana tercantum dalam Contoh 6 Lampiran I
Keputusan ini.

Bagian Kedelapan
Angkutan Khusus

Pasal 23

(1) Angkutan khusus dalam trayek sehagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g,
terdiri dari :

a. Angkutan Antar Jemput;
b. Angkutan Karyawan;

¢. Angkutan Permukiman;

d. Angkutan Pemadu Moda.

(2) Angkutan khusus dalam trayek sebagaimana dimaksud dalum ayat (1) merupakan
pelayanan pelengkap terhadap pelayanan angkutan antar kota antar propinsi, angkutan
antar kota dalan propinsi dan angkutan kota.

Paragraf'|
Angkutan Antar Jemput
Pasal 24

(1) Pelayanan angkutan antar jemput sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1)
huruf a, dilaksanakan dalam trayek dengan asal dan tujuan perjalanan tetap atau
sebaliknya.

(2) Pelayanan angkutan antar jemput diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut :
a. tidak berjadwal dan tidak boleh singgah di terminal,

b. menggunakan mobil bus kecil dan/atau mobil penumpang umum;

¢. menggunakan plat tanda nomor warna dasar kuning dengan tulisan hitam;



d. pelayanan dari pintu ke pintu dengan jarak maksimum 500 km;
e. tidak menaikkan penumpang di perjalanan:

f. tidak mengenakan tarif yang berpotensi / dapat mengganggu pelayanan angkutan
dalam trayck pada lintasan yang sama;

g. kendaraan yang dioperasikan tidak melebihi 20% dari jumlah kendaraan dalam
trayek tetap dengan asal dan tujuan perjalanan yang sama.

(3) Kendaraan  yang digunakan untuk angkutan antar jemput harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut :

a. dilengkapi fasilitas pendingin udara yang berfungsi dengan baik;
b. umur kendaraan maksimum 5 tahun;
tidak mencantumkan papan trayei: pada kendaraan yang dioperasikan;

dilengkapi tanda khusus berupa stiker dengan tulisan “ANGKUTAN ANTAR
JEMPUT?” yang ditempatkan pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan;

& @

e. dilengkapi logo dan nama perusshaan yang ditempatkan pada pintu depan bagian
tengah sebelah kiri dan kanan;

f. dilengkapi tanda jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashbord kendaraan
yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan.

(4) Bentuk dan ukuran stiker angkutan antar jemput sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf
¢ sebagainiana tercantum dalam Contoh 7 Lampiran I Keputusan ini.

Paragraf 2
Angkutan Karyawan
Pasal 25

(1) Pelayanan angkutan karyawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf
b, dilaksanakan dalam trayek yang melayani dari dan ke satu tujuan sentra kerja
dengan beberapa titik asal penumpang.

(2) Pelayanan angkutan karyawan diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut :

khusus mengangkut karyawan;

berjadwal dan tidak boleh singgah di terminal;

menggunakan mobil bus;

menggunakan plat tanda nomor warna dasar kuning dengan tulisan hitam;
pembayaran dilakukan secara langsung atau tidak langsung oleh karyawan;
tidak menaikkan penumpang umum.

me a0 o

(3) Kendaraan yang digunakan untuk angkutan karyawan harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut :



a. dilengkapi tanda khusus berupa stiker dengan tulisan “ANGKUTAN
KARYAWAN?” yang ditempatkan pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan;

b. dilengkapi logo dan nama perusahaan yang ditempatkan pada pintu depan bagian
tengah sebelah kiri dan kanan;

¢. dilengkapi tanda jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashbord kendaraan.
yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan.

4) B‘enmk dan ukuran stiker angkutan karyawan sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a
diatas, sebagaimana tercantum dalam Contoh 8 Lampiran I Keputusan ini.

Paragraf 3
Angkutan Permukiman

Pasal 26

(1) Pelayanan angkutan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1)
huruf ¢, dilaksanakan dalam trayck yang melayani dari dan ke satu kawasan
permukiman dengan beberapa titik tujuan penumpang.

(2) Pelayanan angkutan permukiman disclenggarakan dengan ciri-ciri sebagal berikut ;

khusus mengangkut penumpang kawasan permukiman;

berjadwal dan tidak boleh singgah di terminal;

menggunakan mobil bus besar dan/atau bus sedang;

menggunakan plat tanda nomor warna dasar kuning dengan tulisan hitam;
tidak menaikkan penumpang dalam perjalanan.
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(3) Kendaraan  yang digunakan untuk angkutan permukiman harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut :

a. dilengkapi tanda khusus berupa stiker dengan tulisan “ANGKUTAN
PERMUKIMAN?” yang ditempatkan pada badan kendaraan sebelah kiri dan
kanan;

b. dilengkapi logo dan nama perusahaan yang ditempatkan pada pintu depan bagian
tengah sebelah kiri dan kanan;

c. dilengkapi tanda jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashbord kendaraan,
yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan.

(4) Bentuk dan ukuran stiker angkutan permukiman sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf
a, sebagaimana tercantum dalam Contoh 9 Lampiran I Keputusan ini.



Paragraf 4
Angkut:in Pemadu Moda
Pasal 27

(1 Pela.y_anan angkutan pemadu moda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1)
huruf d, Flilaksanaka.n untuk melayani penumpang dari dan/atau ke terminal, stasiun
kereta api, pelabuhan dan bandar udara kecuali dari terminal ke terminal.

(2) Pelayanan angkutan pemadu moda diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut :

a. khusus mengangkut perpindahan penumpang dari satu meda ke moda lain;

b. berjadwal; |
¢. menggunakan mobil bus dan /atau mobil penumpang;

d. menggunakan plat tanda nomor warna dasar kuning dengan tulisan hitam.

(3) Kendaraan yang digunakan untuk angkutan pemadu moda harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut :
mencantumkan papan trayek pada kendaraan yang dioperasikan;

b. dilengkapi tanda khusus berupa stiker dengan tulisan sesu~i jenis pelayanan yang
tercantém pada izin trayek, yang ditempatkan pada badan kendaraan sebelah kiri
dan kanan;

c. dilengkapi logo dan nama perusahaan yang ditempatkan pada pintu depan bagian
tengah sebelah kiri dan kanan;

d. dilengkapi tanda jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashbord kendaraan, -
yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan;

e. dilengkapi fasilitas bagasi sesuai kebutuhan.
©)] Bentﬁk tulisan dan ukuran stiker angkutan pemadu moda sebagaimana dimaksud ayat
(3) huruf a diatas, sebagaimana tercantum dalam Contoh 10 Lampiran I Keputusan
ini.
BAB 1V
ANGKUTAN TIDAK DALAM TRAYEK
Bagian Pertama
Jenis Angkutan
Pasal 28

Angkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek, terdiri dari :

a. Angkutan Taksi;



b. Angkutan Sewa;
¢. Angkutan Pariwisata;
d.  Anghutan Lingkungan,

Ragian Kedua
Angkutan Taksi

, Pasal 29

(1) Pelayanan angkutan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, merupakan
pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas meliputi
daerah kota atau perkotaan.

(2) Pelayanan angkutan taksi diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut :

a,
b.

C.

d.

tidak berjadwal;

dilayani dengan mobil penumpang umum jenis sedan atau station wagon dan van
yang memiliki konstruksi seperti sedan, sesuai standar teknis yang ditetapkan oleh
Direktur Jenderal;

tarif angkutan berdasarkan argometer;

pelayanan dari pintu ke pintu.

(3) Kendaraan yang digunakan untuk angkutan taksi harus dilengkapi dengan :

a.

tulisan "TAKSI" yang ditempatken di atas atap bagian luar kendaraan dan harus
menyala dengan warna putih atsu kuning apabila dalam keadaan kosong dan
padam apabila argometer dihidupkan;

dilengkapi dengan alat pendingin udara;

logo dan nama perusahaan yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah,
dengan susunan sebelah atas adalah logo perusahaan dan sebelah bawah adalah
nama perusahaan;

lampu bahaya berwarna kuning yang ditempatkan di samping kanan tanda taksi:

tanda jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard kendaraan, yang
dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan taksi;

radio komunikasi yang berfungsi sebagai alat berkomunikasi antara pengemud:
dengan pusat pengendali operasi dan/atau sebaliknya,

keterangan tentang biaya awal, kilometer, waktu dan biaya tambahan yang
ditempatkan pada sisi bagian dalam pintu belakang;

nomor urut kendaraan dari setiap perusahaan angkutan yang ditempatkan pada
bagian depan, belakang, kanan atau kiri kendaraan dan bagian dalam kendaraan;

argometer yang disegel oleh instansi yang berwenang dan dapat berfungsi dengar
baik serta ditera ulang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Selain dilengkapi dengan kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pada
kendaraan taksi dapat dipasang papan reklame, dengan persyaratan sebagai berikut:
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a. papan reklame dipasang membujur di atas atap kendaraan dan tidak mengganggu
identitas kendaraan;

b. tinggi papan reklame berukuran tinggi maksimum 350 milimeter dan panjang ke
belakang maksimum 500 milimeter dan tebal maksimum bagian belakang 100
milimeter.

(5) Khusus untuk pelayanan dari dan ke tempat tertentu yang memerlukan tingka.
pelayanan tinggi, badan otorita / badan pengelola dapat mengusulkan persyaratar:
tambahan untuk peningkatan kualitas pelayanan kepada Direktur Jenderal.

(6) Benwk tulisan, ukuran dan identitas kendaraan angkutan taksi sebagaimana dimaksud
dalam ayat (3) dan (4), sebagaimana tercantum dalam Contoh 1 Lampiran 11
Keputusan ini. '

Bagian Ketiga
Angkutan Sewa
Pasal 30

(1) Pelayanan angkutan sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, merupakan
pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi yang tidak terbatas.

(2) Pelayanan angkutan sewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakai,
dengan ciri-ciri sebagai berikut :

a. pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi yang tidak dibatas.
oleh wilayah administratif;

b. dilayani dengan mobil penumpang umum;

c. tarif angkutan ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dengan
penyedia jasa;

d. tidak berjadwal.

(3) Mobil penumpang umum yang dioperasikan untuk angkutan sewa harus memenuh.
persyaratan sebagai berikut :

a. dilengkapi tanda nomor kendaraan dengan warna dasar plat hitam dengan tulisan
putih dan diberi kode khusus;

b. dilengkapi dokumen perjalanan yang sah, oerupa surat tanda nomor kendaraan,
bulu uji dan kartu pengawasan.
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Bagian Keempat
Angkutan Pariwisata
Pasal 31

(1) Pelayanan angkutan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf ¢,
merupakan pelayanan angkutan dari dan ke daerah-daerah wisata yang tidak dibatasi
oleh wilayah administratif, atau untuk keperluan lain diluar pelayanan angkutan
dalam trayek, antara lain untuk keper/uan keluarga dan sosial.

(2) Pelayanan angkutan pariwisata diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut :

mengangkut wisatawan atau romtongan;

pelayanan angkutan dari dan ke daerah tujuan wisata atau tempat lainnya;
dilayani dengan mobil bus;

tidak masuk terminal.
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(3) Mobil bus yang dioperasikan untuk keperluan pariwisata atau keperluan lain diluar
pelayanan angkutan dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. dilengkapi label dan sticker yang bertuliskan "PARIWISATA" yang dilekatkan
secara permanen pada kaca depan kiri dan kaca belakang kanan mobil bus;

b. dilengkapi logo perusahaan, nama perusahaan dan nomor urut kendaraan yang
dilekatkan secara permanen pada dinding kiri dan kanan mobil bus;

c. dilengkapi wlisan "ANGKUTAN PARIWISATA" yang dilekatkan secara
permarnen pada dinding kiri dan kanan mobil bus,

(4) Bentuk tulisan, ukuran dan identitas tanda khusus angkutan pariwisata sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Contoh 2
Lampiran I1 Keputusan ini.

Bagian Kelima
Angkuten Lingkungan
Pasal 32

(1) Penyelenggaraan angkutan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf
d, dilaksanakan dengan menggunakan mobil penumpang umum dengan wilayah
operasi terbatas pada kawasan permukiman.

(2) Pelayanan angkutan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut :

a. pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah permukiman yang
ditetapkan masing-masing daerah; *
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3)

(4)

b. dilayani dengan mobil penumpang beroda empat atau beroda tiga, untuk yang

beroda tiga dengan kapasitas tempat duduk tidak lebih dari 4 orang;

c. tarif ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dengan penyedia

kendaraan;

d. tidak berjadwal.

Setiap. mobil penumpang yang dioperasikan untuk angkutan lingkungan
sebagairnana dimaksud dalam ayat (1) harus dilengkapi dengan tulisan
"ANGKUTAN LINGKUNGAN" yang dilekatkan secara permanen pada dmdmg
kiri dan kanan kendaraan, serta nama kawasan permukiman yang dilayani.

Bentuk da.q ukuran tulisan angkutan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), sebagaimana tercantum dalam Contoh 3 Lampiran II Keputusan ini.

BABV
PERIZINAN ANGKUTAN UMUM
Bagian Pertama
Jenis Perizinan

Pasal 33

Perizinan angkutan umum terdiri dari :

a.

izin usaha angkutan;

b. izin trayek atau izin operasi.

Bagian Kedua
Izin Usaha Angkutan

Pasal 34

Penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan umum dapat dilakukan oleh :

o op

Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
badan usaha milik swasta nasional;

koperasi;

perorangan warga negara Indonesia.

Pasal 35

(1) Untuk melakukan usaha angkutan wajib memiliki izin usaha angkutan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 33 huruf a.



(2) Izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat digunakan untuk
mengusahalkan :

a. angkutan orang dalam trayek;
b. angkutan orang tidak dalam trayck.

Pasal 36
Untuk memperoleh izin usaha angkutan, wajib memenuhi persyaratan :

memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

b. memiliki akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha, akte
pendirian koperasi bagi pemohon yang berbentuk koperasi, tanda jati diri bagi
pemohon perorangan;

memiliki surat keterangan domisili perusahaan;
d. memiliki surat izin tempat usaha (SITU);

€. pernyataan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai 5 (lima) kendaraan bermotor
untuk pemohon yang berdomisili di pulau Jawa, Sumatera dan Bali:

f. pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan.
Pasal 37

(1) Permohonan izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, diajukan
kepada :

a. Bupati atau Walikota sesuai domisili perusahaan, baik untuk kantor pusat maupun

kantor cabang;
b. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk pemohon yang berdomisili di

Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
(2) lzin usahe ungkutan diberikan oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Pasal 38

(1) Pemberian atzu penolakan izin usaha angkutan, diberikan oleh pejabat pemberi izin
selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah
permohonan diterima secara lengkap.

(2) Penolakan atas permohonan izin usaiia angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.

Pasal 39
Pengusaha angkutan umum yang telah mendapatkan izin usaha angkutan , diwajibkan :

a. memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin usaha angkutan;
b. melakukan kegiatan usaha angkutan selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam)

bulan, sejak diterbitkan izin usaha angkutan; y



c. melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada pejabat pemberi izin usaha angkutan;
d. mclaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan peruszhaan atau domisili perusahaan.

Pasal 40

Bentuk permohonan izin usaha angkutan, izin usaha angkutan, pembekuan izin usaha
angkutan, pencabutan izin usaha angkutan, formulir laporan usaha angkutan dan
penolakan izin usaha angkutan, sebagaimana tercantum dalam Contoh 1 sampai dengan
Contoh 6 Lampiran III Keputusan ini.

Pasal 41

Perusahaan angkutan umum dapat mengembangkan usaha dan/atau membuka cabang di
Kota / Kabupaten lain dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. menggunakan nomor kendaraan sesuai domisili cabang tersebut;

b. melaporkan dan mendaftarkan perusahaan pada Pemerintah Daerah Kota / Kabupaten
sesuai domisili cabang / perusahaan yang bersangkutan;

¢. menunjuk penanggung jawab cabang perusahaan yang mewakili perusahaan.

Bagian Ketiga
Izin Trayek
Pasal 42

(1) Untuk melakukan kegiatan angkutan dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16, wajib memiliki izin trayek.

(2) Izin trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan satu kesatuan dokumen
yang terdiri dari :

a. surat keputusan izin trayek, yang sekurang-kurangnya memuat :

1) nomor surat keputusan;

2) nama perusahaan;

3) nomor induk perusahaan;

4) nama pimpinan perusahaan/ penanggung jawab;
5) alamat perusahaan/ penanggung jawab;

6) masa berlaku izin;

b. surat keputusan pelaksanaan izin trayek, yang sekurang-kurangnya memuat :

1) nomor surat keputusan;

2) nama perusahaan;

3) kode trayek yang dilayani;

4) jumlah kendaraan yang diizinkan;
5) jumlah perjalanan per hari;

6) sifat pelayanan;

7) masa berlaku izin;



c. lampiran surat keputusan berupa daftar kendaraan, yang sekurang-kurangnya
mernuat :

1) nomor surat keputusan;
2) nama perusahaan;

3) nomor induk kendaraan;
4) tanda nomor kendaraan;
5) nomor uji;

6) merk pabrik;

7) tahun pembuatan;

8) daya angkut (orang);

9) kode trayek yang dilayani;
10) kode pelayanan;

d. kartu pengawasan kendaraan, ya:ig sekurang-kurangnya memuat :

1) nomor surat keputusan;
2) nomor induk kendaraan;
3) nama perusahaan;

4) masa berlaku izin;

5) trayek yang dilayani;

6) tanda nomor kendaraan;
7) nomor uji;

8) daya angkut orang;

9) daya angkut bagasi;

10) kode trayek yang dilayani;
11) jenis dan sifat pelayanan;
12) jadwal perjalanan;

€. surat pernyataan kesanggupan untuk mentaati kewajiban sebagai pemegang izin
trayek, yang ditandatangani pemohon dan diketahui pejabat pemberi izin.

Pasal 43

Untuk mempecsoleh izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, pemohot
menyampaikan permohonan kepada pejabat pemberi izin.

Pasal 44

(1) Pejabat pemberi izin wajib memberikan jawaban persetujuan atau penolakan terhadap
permohonan yang diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) har.
kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

(2) Dalam hal permohonan ditolak, pemberi izin memberikan jawaban secara tertulis
dengan disertai alasan penolakan.
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Pasa' 45

(1) Untuk memperoleh izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, pemohon
wajib memenuhi :

a. persyaratan administratif;
b. persyaratan teknis.

(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi :

memiliki surat izin usaha angkutan;

b. menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh
kewajiban sebagai pemegang izin trayek;

¢. memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan yang dibuktikan
dengan fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sesuai domisili
perusahaan dan fotokopi Buku Uji;

d. menguasai fasilitas penyimpanan / pool Kendaraan bermotor yang dibuktikan
dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai pemilikan
atau penguasaan;

e. memiliki atau bekerjasarna dengax pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas
pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendaraannya untuk
tetap dalam kondisi laik jalan;

f. surat keterangan kondisi usaha, seperti permodalan dan sumber daya manusia;
g. surat keterangan komitmen usaha, seperti jenis pelayanan yang akan dilaksanakan
dan standar pelayanan yang diterapkan;

h. surat pertimbangan dari Gubernur atau Bupati/Walikota, dalam hal ini Dinas
Propinsi atau Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi lalu lintas dan angkutan
jalan.

(3) Persyaratan reknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi :

a. pada trayek yang dimohon masin memungkinkan untuk penambahan jumlah
kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tentang hasil penetapan
kebutuhan kendaraan;

b. prioritas diberikan bagi perusahaan angkutan yang mampu memberikan pelayanan
angkutan yang terbaik.

(4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), pemohon izin
trayek pemadu moda wajib melakukan kerjasama dengan otorita / badan pengelola,
seperti bandara, stasiun kereta api, dan pelabuhan, untuk pelayanan angkutan pemadu
moda dari dan ke kawasan yang mempunyai otorita / badan pengelola.
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Pasal 46

Permohonan izin trayek, dapat berupa :

a. izin bagi pemohon baruy;
b. pembaharuan masa berlaku izin;
perubahan izin, terdiri dari :

C.

1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)

penambahan trayek atau penambahan kendaraan atau penambahan frekwensi:
pengurangan trayek, atau pengurangan kendaraan, atau pengurangan frekwensi;
perubahan jam perjalanan;

perubahan trayek (dalam hal terjadi perubahan rute, perpanjangan rute atau
perpendekan rute);

penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak;

pengalihan kepemilikan perusahaan;

penggantian kendaraan meliputi peremajaan kendaraan, perubahan identitas
kendaraan dan tukar lokasi operasi kendaraan.

Pasal 47

(1) Permohoran izin bagi pemohon baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 hurufa,
diajukan kepada pejabat pemberi izin dilengkapi dengan:

a. persyaratan administratif dan tekais sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (2) dan

ayat (3);

pertimbangan dari Gubernur, dalam hal ini Dinas Propinsi menurut asal dan tujuan .
trayek vang diminta, untuk trayei antar kota antar propinsi, trayek antar propinsi
untuk pelayanan antar jemput, karyawan, permukiman, dan pemadu moda, yang
meliputi

1) jumlah perusahaan, jumlah bus dan jumlah rit yang beroperasi melayani trayek
yang dimohon;

2) data faktor muatan pada trayek yang bersangkutan;

3) pengaruh terhadap jenis pelayanan lainnya;

4) Kkapasitas terminal yang disinggahi;

5) rencana jadwal perjalanan;

6) kelas jalan yang dilalui;

7) fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor atau pool;

8) fasilitas perneliharaan atau perawatan kendaraan;

pertimbangan dari Walikota / Bupati, dalam hal ini Dinas Kota / Kabupaten
masing-masing menurut asal dan tujuan trayek yang diminta, untuk trayek antar
kota dalam propinsi, trayek dalam propinsi untuk pelayanan antar jemput,
karvawan, permukiman, dan pemadu moda, yang meliputi :

1) jumlah perusahaan, jumlah bus dan jumlah rit yang beroperasi melayani trayek
yang dimohon;

2) data faktor muatan pada trayek yang bersangkutan;

3) pengaruh terhadap jenis pelayanan lainnya;
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4) kapasitas terminal yang disinggahi;

5) rencana jadwal perjalanan;

6) kelas jalan yang dilalui;

7) fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor atau pool;
8) fasilitas pemeliharaan atau perawatan kendaraan;

khusus untuk pemohon izin trayek pelayanan angkutan pemadu moda dari dan ke
kawasan yang mempunyai badan otorita / badan pengelola, selain persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, wajib melakukan
kerjasarna dengan badan otorita / badan pengelola, seperti bandara, stasiun kereta
api, dan pelabuhan, '

(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemberi izin
melakukan analisis persyaratan administratif dan teknis.

(3) Apabila permohonan yang diajukan pemohon dapat diterima pejabat pemberi izin,
pemberi izin memberikan izin trayek, berupa :

epe o

surat keputusan izin trayek;

surat keputusan pelaksanaan izin trayek;

lampiran surat keputusan izin trayek berupa daftar kendaraan;

kartu pengawasan kendaraan;

surat pernyataan kesanggupan untuk mentaati seluruh kewajiban sebagai
pemegang izin trayek, yang ditandatangani pemohon dan diketahui pejabat
pemberi izin.

Pasal 48

(1) Permohonan pembaharuan masa berlaku izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46
huruf'b, diajukan kepada pejabat pemberi izin, dilengkapi dengan :

a.

persyaratan administratif dan teknis sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (2) dan
ayat (3);

pertimbangan dari Gubernur, dalam hal ini Dinas Propinsi sesuai domisili
perusahaan, untuk trayek antar kota antar propinsi, trayek antar propinsi untuk
pelayanan antar jemput, karyawan, permukiman, dan pemadu moda, yang
meliput

1) jumlah perusahaan, jumlah bus dan jumlah rit yang beroperasi melayani trayek
yang dimiohon;

2) data faktor muatan pada trayek yang bersangkutan;

3) pengarub terhadap jenis pelayznan lainnya;

4) Kkapasitas terminal yang disinggahi;

5) rencana jadwal perjalanan;

6) kelas jalan yang dilalui;

7) fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor atau pool;

8) fasilitas pemeliharaan atau perawatan kendaraan,
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¢. pertimbangan dari Walikota / Bupati, dalam hal ini Dinas Kota / Kabupaten
sesuai domisili perusahaan, uniuk trayek antar kota dalam propinsi, trayek dalam
propinst untuk pelayanan anter jemput, karyawan, permukiman dan pemadu
moda, yang meliputi :

1) jumlah perusahaan, jumlah bus dan jumlah rit yang beroperasi melayani trayek
yang dimohon; !

2) data faktor muatan pada travek yang bersangkutan;

3) pengaruh terhadap jenis pelayanan lainnya;

4) kapasitas terminal yang disinggahi;

5) rencana jadwal perjalanan;

6) kelas jalan yang dilalui;

7) fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor atau pool;

8) fasilitas pemeliharaan atau perawatan kendaraan;

(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemberi izin
melakukan analisis persyaratan administratif dan teknis,

(3) Apabila permohonan yang diajukan pemohon dapat diterima pejabat pemberi 1zin,
pemberi izin memberikan izin trayel, berupa :

surat keputusan izin trayek;

surat keputusan pelaksanaan izin trayek;

lampiran surat keputusan izin trayek berupa daftar kendaraan;

kartu pengawasan kendaraan;

surat pernyataan kesanggupan untuk mentaati seluruh kewajiban sebagai
pemegang izin trayek, yang ditandatangani pemohon dan diketahui pejabat
pemberi izin.

e RAc o

Pasal 49

(1) Permohonan penambahan trayek atau penambahan kendaraan atau penambahan
frekwensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf ¢ butir 1), diajukan kepada
pejabat pemberi izin dilengkapi dengan :

a. persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) kecuaii
huruf b, huruf f dan huruf g dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalani
Pasal 45 ayat (3);

b. pertinbangan dari Gubernur, dalam hal ini Dinas Propinsi menurut asal daa
tujuan trayek yang dilakukan penambahan, untuk trayek antar kota antar propinsi,
trayek antar propinsi untuk pelayanan antar jemput, karyawan, permukiman, dan
pemadu moda, yang meliputi :

1) jumnlah perusahaan, jumlah bus dan jum'ah rit yang beroperasi melayani trayek
yang dimohon;

2) data faktor muatan pada trayek yang bersangkutan;

3) pengaruh terhadap jenis pelayanan lainnya;

4) kapasitas terminal yang disiizggahi;

5) rencana jadwal perjalanan;



6) kelas jalan yang dilalui;
7) fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor atau pool;
8) fasilitas pemeliharaan atau perawatan kendaraan;

¢. pertimbangan dari Bupati/Walikota dalam hal ini Dinas Kabupaten/Kota
menurut asal dan tujuan trayek yang dilakukan penambahan, untuk trayek antar
kota dalam propinsi, trayek dalam propinsi untuk pelayanan antar jemput,
karyawan, permukiman dan pem=2du moda, yang meliputi :

1) jumlah perusahaan, jumlah bus dan jumlah rit yang beroperasi melayani trayek
yang dimnohon;

2) data faktor muatan pada trayek yang bersangkutan;

3) pengaruah terhadap jenis pelayanan lainnya;

4) kapasitas terminal yang disinggahi;

5) rencana jadwal perjalanan;

6) kelas jalan yang dilalui;

7) fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor atau pool;

8) fasilitas pemeliharaan atau perawatan kendaraan;

d. khusus untuk pemohon izin trayek pelayanan angkutan pemadu moda dari dan ke
kawasan yang mempunyai badan otorita / badan pengelola, selain persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, wajib melakukan
kerjasama dengan badan otorita / badan pengelola, seperti bandara, stasiun kereta
api, atau pelabuhan.

(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemberi iziu
melakukan analisis persyaratan administratif dan persyaratan teknis.

(3) Apabila permohonan yang diajukan pemohon dapat diterima pejabat pemberi izin,
pemberi izin memberikan izin trayek, berupa :

a. surat keputusan pelaksanaan izin trayek;
b. lampiran surat keputusan izin trayek berupa daftar kendaraan;
c. kartu pengawasan kendaraan tambahan.

Pasal 50

(1) Permohonan pengurangan trayek, atau pengurangan kendaraan, atau pengurangan
frekwensi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf ¢ butir 2), diajukan kepada
pejabat pemberi izin dilengkapi dengan :

a. persyaratan administratif sebagaiinana dimaksud Pasal 45 ayat (2) hurufa;
b. dokumen izin trayek yang dimiliki.

(2) Apabila permohonan yang diajukan diterima pejabat pemberi izin, pejabat pemberi
izin memberikan izin trayek, berupa :

a. surat keputusan pelaksanaan izin wayek;
b. lampiran surat keputusan izin trayck berupa daftar kendaraan.
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Pasal 51

(1) Fermohonan perubahan jam perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 hurufc
butir 3), diajukan kepada pejabat pemberi izin dilengkapi dengan :

a. pertimbangan dari Walikota / Bupati, dalam hal ini Dinas Kota / Kabupaten
sesual lokasi terminal perubahan jam, untuk trayek antar kota antar propinsi,
trayek antar kota dalam propixsi, trayek antar propinsi untuk pelayanan antar
Jemput, karyawan, permukiman dan pemadu moda, dan trayek dalam propinsi
untuk pelayanan antar jemput, karyawan, permukiman dan pemadu moda, yang
meliputi :

1) jumlah perusahaan, jumlah bus dan jumlah rit yang beroperasi melayani trayek
yang dimohon;

2) data faktor muatan pada trayek yang bersangkutan;

3) pengaruh terhadap jenis pelayanan lainnya;

4) kapasitas terminal yang ada:

5) rencana jadwal perjalanan;

b. kartu pengawasan yang akan dilukukan perubahan jam perjalanannya.

(2) Apabila permohonan yang diajukan diterima pejabat pemberi izin, pemberi izin
memberikan izin trayek yang berupa kartu pengawasan yang mengalami perubahan
jam. '

Pasal 52

(1) Permohonan perubahan trayek (dalam hal terjadi perubahan rute, perpanjangan rutc
atau perpendekan rute) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf ¢ butir 4),
diajukan liepada pejabat pemberi izin dengan dilengkapi :

a. pertimbangan dari Gubernur, dalam hal ini Dinas Propinsi menurut lokasi
perubahan rute, untuk trayek antar kota antar propingi, trayek antar propinsi untuk
pelayanan antar jemput, karyawan, permukiman, dan pemadu moda, yang
meliputi :

1) jumlah perusahaan, jumlah bus dan jumlah rit yang beroperasi melayani trayek
yang dimohon;

2) data faktor muatan pada trayck yang bersangkutan;

3) pengaruh terhadap jenis pelayanan lainnya;

4) kapasitas terminal yang disinggahi;

5) rencana jadwal perjalanan;

6) kelas jalan yang dilalui;

b. pertimbangan dari Bupati / Walikota, dalam hal ini Dinas Kabupaten /Koia
menurut lokasi perubahan rute, untuk trayek antar kota dalam propinsi, trayek
dalam propinsi untuk pelayanan antar jemput, karyawan, permukiman daa
pemadu moda, yang meliputi :



1) jumlah perusahaan, jumlah bus dan jumlah rit yang beroperasi melayani trayek
yang dimohon;

2) data faktor muatan pada trayek yang bersangkutan;

3) pengaruh terhadap jenis pelayanan lainnya;

4) kapasitas terminal yang disinggahi;

3) rencana jadwal perjalanan;

6) kelas jalan yang dilalui;

¢. dokumen izin trayek yang dimiliki.

(2) Apabila permohonan yang diajukan diterima pejabat pemberi izin, pemberi izii
memberikan izin trayek, berupa :

a. surat keputusan pelaksanaan izin trayek;
b. lampiran surat keputusan izin trayek berupa daftar kendaraan;
c. kartu pengawasan kendaraan yang mengalami perubahan rute.

Pasal 53

(1) Permohonan penggantian dokumen perizina: yang hilang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 46 huruf ¢ butir §), diajukan kepada pejabat pemberi izin, dilengkapi
dengan:

a. surat keterangan hilang dari pihak Kepolisian;
b. bukti telah diumumkan terhadap dokumen yang hilang di media massa dalam
waktu 2 (dua) hari oleh pemegang izin.

(2) Apabila permohonan yang diajukan diterima pejabat pemberi izin, pemberi izin
memberikan izin trayek yang berupa dokumen perizinan yang mengalami
kehilangan.

Pasal 54

(1) Permohonan pengalihan kepemilikan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
46 huruf ¢ butir 6), diajukan kepada pejabat pemberi izin, dengan dilengkapi :

a. persyaratan administratif sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (2);

b. pertimbangan dari Bupati / Walikota, dalam hal ini Dinas Kabupaten / Kota
menurut domisili kepemilikan lama dan baru, untuk trayek antar kota antar
propinsi, trayek antar kota dalam: propinsi, trayek antar propinsi untuk pelayanan
antar jemput, karyawan, permukiman dan pemadu moda dan trayek dalari
propinsi untuk pelayanan antar jemput, Karyawan, permukiman dan pemad i
moda, vang meliputi :

1) pengecckan terhadap kebenaran dan keabsahan dokumen pengalihan
kepemilikan, seperti akte notaris dan status/bentuk pengalihan pemilikan;

2) fasilitus penyimpanan kendaraan bermotor atau pool;

3) fasilitas pemeliharaan atau perawatan kendaraan;



C.

dokumen izin trayek yang dimiliki.

(2) Apabila permohonan yang diajukan diterima pejabat pemberi izin, pemberi izin
memberikan izin trayek, berupa :

opo o

surat keputusan izin trayek;

surat keputusan pelaksanaan izin trayek;

lampiran surat keputusan izin trayek berupa daftar kendaraan;

kartu pengawasan kendaraan;

surat pernyataan kesanggupan untuk mentaati seluruh kewajiban sebagai
pemegang izin tayek, yang +itandatangani pemohon dan diketahui pejabat
pemberi izin.

Pasal 55

(1) Permohonan penggantian kendaraan meliputi peremajaan kendaraan, perubahan
identitas kendaraan dan tukar lokasi operasi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 46 huruf ¢ butir 7), diajukan kepada pejabat pemberi izin, dilengkapi dengan:

a.

b.

pertimbangan dari Bupati /Walikota, dalam hal ini Dinas Kabupaten /Kota
menurut domisili perusahaan, untuk trayek antar kota antar propinsi, trayek antar
kota dalam propinsi, trayek antar propinsi untuk pelayanan antar jemput,
karyawan, permukiman dan pemadu inoda, dan trayek dalam propinsi untuk
pelayanan antar jemput, karyawan, permukiman dan pemadu moda, yang meliputi
keterangan peruntukan kendaraar. lama;

dokumen izin trayek yang dimiliki.

(2) Apabila permohonan yang diajukan diterima pejabat pemberi izin, pemberi izin
memberikan izin trayek, berupa :

a.
b.

lampiran surat keputusan izin trayek berupa daftar kendaraan;
kartu pengawasan kendaraan yang mengalami penggantian kendaraan.

Pasal 56

(1) Pertimbangan Gubernur atau Bupati/Walikota mengenai diterima atau ditolaknya
permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b atau huruf c,
Pasal 48 ayat (1) huruf b atau huruf c, Pasal 49 ayat (1) huruf b atau huruf ¢, Pasal 5"
ayat (1) huruf a, Pasal 52 ayat (1) huruf a atau huruf b, Pasal 54 ayat (1) huruf'b, dan
Pasal 55 ayat (1) huruf a, disampaikan kepada pejabat pemberi izin selambat-
lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

(2) Bentuk pertimbangan permohonan izin trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (I)
sebagaimana tercantum dalam Contoh 7 Lampiran III Keputusan ini.
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Pasal 57
(1) Izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, diberikan oleh :
a. Direkwur Jenderal, untuk :

1) angkutan lintas batas negara;

2) angkurtan antar kota antar propinsi (AKAP);

3) angkutan antar kota antar propinsi, untuk angkutan antar jemput;
4) angkutan antar kota antar propinsi, untuk angkutan karyawan;

5) angkutan antar kota antar propinsi, untuk angkutan permukiman;
6) angkutan antar kota antar propinsi, untuk angkutan pemadu moda;

b. Gubernur, untuk :

1) angkutan antar kota dalam propinsi (AKDP);

2) angkutan antar kota dalam propinsi, untuk angkutan antar jemput;

3) angkutan antar kota dalam propinsi, untuk angkutan karyawan;

4) angkutan antar kota dalam propinsi, untuk angkutan permukiman;

5) angkutan antar kota dalam propinsi, untuk angkutan pemadu moda;

6) angkutan perbatasan yang melampaui lebih dari satu daerah Propinsi, sebagai
tugas dekonsentrasi, berdasarkan keputusan Direktur Jenderal tentang
Penetapan Kebutuhan Angkutan;

¢. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk :

1} trayek yang seluruhnya berada dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

2) trayek angkutan perbatasan yang melampaui Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
sebagai tugas dekonsentrasi, dengan memperhatikan keputusar Direktur
Jenderal tentang Penetapan K.ebutuhan Angkutan;

d. Bupati, untuk :

1) angkutan perdesaan;

2) angkutan kota dalam ibukota Kabupaten;

3) angkutan khusus dalam wilayah Kabupaten;

4) angkutan perbatasan yang melayani lebih dari satu Kabupaten / Kota dalarn
satu daerah Propinsi dengan memperhatikan keputusan Gubernur tentang
Penetapan Kebutuhan Angkutan.

e. Walikota, untuk :
1) trayek yang seluruhnya berada dalam daerah Kota;
2) trayek angkutan perbatasan yang melayani lebih dari satu Kabupaten / Kotu
dalam satu daerah Propinsi dengan memperhatikan keputusan Gubernu:

tentang Penetapan Kebutuhar Angkutan.

(2) Izin trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku untuk jangka waktu >
(lima) tahun dan dapat diperpanjang.
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(3) Bentuk permohonan izin trayek angkutan, dokumen izin trayek angkutan, surat
keterangan kondisi dan komitmen usaha, surat pemyataan kesanggupan, formulir
laporans icalisasi izin wayek angkulan dan penolakan izin trayek angkutan,
sebagaimana tercantum dalam Contoh 8 sampai dengan Contoh 13 Lampiran I1I
Keputusan ini.

Pasal 58

(1) Apabila trayek yang dimohon masih dinyatakan terbuka namun pemohon belum
melengkapi persyaratan tertentu dapat diberikan surat persetujuan.

(2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa :

a. surat pertimbangan dari Guberniur/Bupati/Walikota; dan/atau

b. kendaraan bermotor yang laik jalan yang dibuktikan dengan salinan Surat Tanda
Nomor Kendaraan Bermotor sesuai domisili perusahaan dan Buku Uji karena
masih daiam proses karoseri atau belum mendapatkan plat tanda nomor warna
kuning dengan tulisan hitam.

(3) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berisi :

a. trayek dan jumlah kendaraan yai.g disetujui;
b. persyaratan yang harus dipenuhj;
c. masa berlaku surat persetujuan.

(4) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama 6 (enam)
bulan sejak diterbitkan, dan tidak berlaku sebagai izin trayek serta dalam kurun waktu
tersebut pihak pemohon berkewajiban melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (2).

(5) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan pihak pemohon tidak dapat
merealisasikan persetujuan permohonar: yang diberikan, maka persetujuan
permohonan secara otomatis dinyatakan gugur.

(6) Bentuk surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sebagaimana
tercanium dalam Contoh 14 Lampiran III Keputusan ini.
Bagian Keempat
Izin Insidentil
Pasal 59

(1) Izin insidentil merupakan izin yang hanya diberikan kepada perusahaan angkutan
yang telah memiliki izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, untuk
menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari izin trayek yanz

dimiliki;



(2) Izin insidentil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya diberikan untug
kepentingan :

a. menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu, seperti angkutan
pada hari-hari besar keagamaan, angkutan haji, angkutan liburan sekolah dan
angkutan transmigrasi; -

b. keadaan darurat tertentu, seperti bencana alam dan lain-lain.

(3) Lzin insidertil hanya diberikan untuk satu kali perjalanan pulang pergi dan berlaku
paling lama 14 (empat belas) hari serta tidak dapat diperpanjang;

(4) Bentuk izin insidentil sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum dalam
Contoh 15 Lampiran III Keputusan ini.

Pasal 60

Ketentuan mengenai tempat menaikkan dan/atau menurunkan penumpang harus
dinyatakan dalam izin insidentil yang diberikan.

Pasai 61
Izin insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 diberikan oleh :

a. Kepala Dinas Propinsi sesuai domisili perusahaan angkutan, untuk izin insidentil yang
melayani trayck antar kota antar propinsi;

b. Kepala Dinas Kota / Kabupaten sesuai domisili perusahaan angkutan, untuk izin
insidentil yang melayani trayek antar kota dalam propinsi.

Bagian Kelima
Kewajiban Pemegang Izin Trayek
Pasal 62
Pengusaha angkutan yang telah mempe{oleh izin trayek diwajibkan untuk :

melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan perusahaar;

melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan;

melaporkan kegiatan operasional angkutan setiap bulan;

melunasi iuran wajib asuransi pertanggungan kecelakaan;

mengembalikan dokumen izin trayck setelah terjadi perubahan;

mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
mengoperasikan kendaraan dilengkapi dokumen perjalanan yang syah yang terdiri
dari kartu pengawasan, surat tanda nomor kendaraan, buku uji dan tanda uii
kendaraan bermotor;

mengangkut penumpang sesuai kapasitas yang ditetapkan;

i. mengoperasikan kendaraan sesuai izwn trayek yang dimiliki;
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mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan kendaraan sehingga tidak terjadi
kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa;

mengvpsiasikan kendaraan cadangan harus dilengkapi dengan kartu pengawasan
kendaraan yang digantikan;

mengoperasikan kendaraan dengar identitas sesuai dengan ketentuan;

setiap izin insidentil hanya dapat digunakan untuk satu kali perjalanan pulang pergi;
mematuhi jadwal waktu perjalanan dan terminal singgah sesuai yang tercantum dalam
kartu pengawasan;

mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi;

memperkerjakan pengemudi yang memenuhi persyaratan sesuai peraturar
perundangan yang berlaku dan merupakan pengemudi perusahaan bersangkutan;
menyelenggarakan peningkatan kemampuan dan keterampilan pengemudi secara
berkala minimal 1 (satu) tahun sekali oleh perusahaan;

melayani trayek sesuai izin trayek yang diberikan;

menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan;
mengoperasikan kendaraan sesuai ¢engan izin trayek yang dimiliki;

mematuhi ketentuan tarif;

meinatuhi ketentuan pelayanan angloutan.

Pasal 63

(1) Setiap perusahaan angkutan umum yang telah mendapat izin trayek dapat

menyediakan kendaraan cadangan sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari
jumlah seluruh kendaraan bermotor yang diberi izin trayek.

(2) Kendaraan cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dioperasikan

apabila kendaraan yang melayani angkutan pada trayek sesuai dengan izin yang
diberikan mengalami kerusakan atau tidak dapat melanjutkan perjalanan.

(3) Kendaraan cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dilengkapi kartu

pengawasan cadangan dan kartu pengawasan kendaraan yang memiliki izin trayek
yang digantikannya.

Bagian Ke¢nam
Izin Operasi

Pasal 64

(1) Untuk melakukan kegiatan angkutan tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 28, wajib memiliki izin operasi.

(2) Izin operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan satu kesatuan

dokumen yang terdiri dari :

a. surat keputusan izin operasi, yang sekurang-kurangnya memuat :

1) nomor surat keputusan;
2) nama perusahaan;
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3) nomor induk perusahaan;

4) nama pimpinan perusahaan/ penanggung jawab;
5) alamat perusahaan/ penanggung jawab;

6) masa berlaku izin;

b. surat keputusan pelaksanaan izin operasi, yang sekurang-kurangnya memuat :

1) nomor surat keputusan;

2) nama perusahaan;

3) jumlah kendaraan yang diizinkan;
4) masa berlaku izin;

c. lampiran surat keputusan berupa daftar kendaraan, yang sekurang-kurangnya
memuat :

1) nomor surat keputusan;

2) nama perusahaan;

3) tanda nomor kendaraan;

4) nomor uji;

5) merk pabrik;

6) tahun pembuatan;

7) daya angkut (orang);

8) ketersediaan fasilitas pendingin udara, tempat duduk yang dapat direbahkai,
dan toilet;

d. kartu pengawasan kendaraan, yang sekurang-kurangnya memuat :

1) nomor surat keputusan;

2) nomor induk kendaraan;
3) nama perusahaan;

4) masa berlaku izin;

5) tanda nomor kendaraan;
6) nomor uji;

7) daya angkut orang;

8) daya angkut bagasi,

e. surat pernyataan kesanggupan untuk mentaati kewajiban sebagai pemegang izia
operasi, yang ditandatangani pemohon dan diketahui pejabat pemberi izin.

Pasal 65

Untuk memperoleh izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, pemohon
menyampaikan permohonan kepada pejabat pemberi izin.

Pasal 60
(1) Pejabat peinberi izin wajib memberikan jawaban persetujuan atau penolakan terhada»
permohonan yang diajukan selambai-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari

kerja sejak permohonan diterima,
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(2) Dalam hal permohonan ditolak, pemberi izin memberikan jawaban secara tertulis
dengan disertai alasan penolakan.

Pasal 67

(1) Untuk memperoleh izin operasi scbagaimana dimaksud dalam Pasal 64, pemohon
wajib memenubhi :

a. persyaratan administratif}
b. persyaratan teknis.

(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi :

memiliki surat izin usaha angkutan;

b. menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh
kewajiban sebagai pemegang izin operasi;

¢. memiliki atau menguasai kendaraan kermotor yang laik jalan yang dibuktikan

dengan fotokopi Surat Tanda Nomer Kendaraan Bermotor sesuai domisili
perusahaan dan fotokopi Buku Uji;

d. menguasai fasilitas penyimpanan / pool kendaraan bermotor yang dibuktikan
dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai pemilikan
atau penguasaan;

e. memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas
pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendaraannya untuk
tetap dalam kondisi laik jalan;

f. surat keterangan kondisi usaha, seperti permodalan dan sumber daya manusia;

g. surat keterangan komitmen usaha, seperti jenis pelayanan yang akan dilaksanakan
dan standar pelayanan yang diterapkan;

h. surat pertimbangan dari Gubernur atau Bupati/Walikota, dalam hal ini Dinas
Propinsi atau Dinas Kabupaten/Kota.

(3) Persyaratan reknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi :

a. pada wilayah operasi yang dimechon masih memungkinkan untuk penambahan
jumlah kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;

b. prioritas diberikan bagi perusahaan angkutan yang mampu memberikan pelayanan
angkutan yang terbaik.

(4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), pemohon izin
operasi waiib melakukan kerjasama dengan otorita / badan pengelola, seperti bandara,
stasiun kereta api, dan pelabuhan, untuk pelayanan angkutan dari dan ke kawasan
yang mempunyai otorita / badan pengelola.
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Pasal 68
Permohonan izin operasi, dapat berupa :

a. izin bagi pemohon baru;
b. pembaharuan masa berlaku izin;
c. perubahan izin, terdiri dari :

1) penambahan kendaraan;

2) penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak;

3) perubahan kepemilikan perusahaan; ,

4) penggantian kendaraan meliputi peremajaan kendaraan dan perubahan nomor
kendaraan.

Pasal 69

(1) Permohonan izin bagi pemohon baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 hurufa,
diajukan kepada pejabat pemberi izin dilengkapi dengan:

a. persyaratan administratif dan teknis sebagaimana dimaksud Pasal 67;

b. pertimbangan dari Gubemur, dalam hal ini Dinas Propinsi untuk angkutan taksi
yang wilayah operasinya lebih dari satu daerah Propinsi dan angkutan pariwisata
sesuai domisili perusahaan pemiohon izin, yang meliputi :

1) jumlah perusahaan dan jumlah kendaraan yang beroperasi melayani wilayah
operasi yang dimohon,;

2) data faktor penggunaan kendaraan pada wilayah operasi yang bersangkutan;

3) pengaruh terhadap jenis pelayanan angkutan tidak dalam trayek lain;

4) fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor atau pooi;

5) fasilitas pemeliharaan atau pcrawatan kendaraan;

c. pertimbangan dari Bupati/Walikota, daJam hal ini Dinas Kabupaten/Kota untuk
angkutan taksi yang wilayah operasinya lebih dari satu daerah Kabupaten/Kota
dalam satu Propinsi dan angkutan sewa sesuai domisili perusahaan pemohon izin,
yang meliputi :

1) jumlah perusahaan dan jumlah kendaraan yang beroperasi melayani wilayan
operasi yang dimohon,;

2) data faktor penggunaan kendaraan pada wilayah operasi yang bersangkutan;

3) pengaruh terhadap jenis pelayanan angkutan tidak dalam trayek lain;

4) fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor atau pool;

5) fasilitas pemeliharaan atau perawatan kendaraan.

(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1), pemberi izin melakukan
analisis persyaratan administratif dan persyaratan teknis.

(3) Apabila permohonan yang diajukan pemohon diterima pejabat pemberi izin, pemberi
izin memberikan izin operasi, berupa :
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surat keputusan izin operasi;

suraf, keputusan pelaksanaan izin operasi;

lampuan surat keputusan izin operasi berupa dattar kendaraan;

kartu pengawasan kendaraan;

surat pernyataan kesanggupan untuk mentaati seluruh kewajiban sebagai
pemegang izin operasi, yang ditandatangani pemohon dan diketahui pejabat
pemberi izin.

Pasal 70

(1) Permohonan pembaharuan masa berlaku izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68
huruf'b, diajukan kepada pejabat pemberi izin dilengkapi dengan :

a.

b.

persyaratan administratif dan teknis sebagaimana dimaksud Pasal 67 ayat (2) dan
ayat (3);

pertimbangan dari Gubernur, dalam hal ini Dinas Propinsi untuk angkutan taksi
yang wilayah operasinya lebih dari satu daerah Propinsi dan angkutan pariwisata
sesuai domisili perusahaan pemohon izin, yang meliputi :

1) data faktor penggunaan kendaraan pada wilayah operasi yang bersangkutan;
2) fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor atau pool;
3) fasilitas pemeliharaan atau perawatan kendaraan;

pertimbangan dari Bupati/Walikota, dalam hal ini Dinas Kabupaten/Kota untuk
angkutan taksi yang wilayah operasinya 'svih dari satu daerah Kabupaten/Kota
dalam satu Propinsi dan angkutan sewa sesuai domisili perusahaan pemohon izin,
yang meliputi :

1) data faktor penggunaan kendaraan pada wilayah operasi yang bersangkutan;
2) fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor atau pool;
3) fasilitas pemeliharaan atau perawatan kendaraan.

(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1), pemberi izin melakukan
analisis persyaratan administratif dan persyaratan teknis.

(3) Apabila permohonan yang diajukan pemohon diterima pejabat pemberi izin, pemberi
izin memberikan izin operasi, berupa :

oao o

surat keputusan izin operasi;

surat keputusan pelaksanaan izin operasi;

lampiran surat keputusan izin operasi berupa daftar kendaraan;

kartu pengawasan kendaraan;

surat pernyataan kesanggupan untuk mentaati seluruh kewajiban sebagul
pemegang izin operasi, yang ditandatangani pemohon dan diketahui pejabat
pemberi izin.
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Pasal 71

(1) Permohonan penambahan kendarazan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf ¢
butir 1), diajukan kepada pejabat pemberi izin dilengkapi dengan : '

a.

persyaratan administratif sebagaimana dimaksud Pasal 67 ayat (2) kecuali hurufb,
huruf f'dan huruf g dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3 ;

pertimbangan dari Gubemnur, dalam hal ini Dinas Propinsi untuk angkutan taksi
yang wilayah operasinya lebih dari satu daerah Propinsi dan angkutan pariwisata
sesuai domisili perusahaan pemohon izin, yang meliputi :

1) jumlah perusahaan dan jumlah kendaraan yang beroperasi melayani wilayah
operasi yang dimohon;

2) data faktor penggunaan kendaraan pada wilayah operasi yang bersangkutan;

3) pengaruh terhadap jenis pelayanan lainnya;

4) fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor atau pool;

5) fasilitas pemeliharaan atau perawatan kendaraan.

pertimbangan dari Bupati/Walikota, dalam hal ini Dinas Kabupaten/Kota untuk
angkutan taksi yang wilayah operasinya lebih dar satu daerah Kabupaten/Kota
dalam satu Propinsi dan angkutan sewa sesuai domisili perusahaan pemohon izin,
vang meliputi :

1) jumiah perusahaan dan jumiah kendaraan yang beroperasi melayani wilayal:
operasi yang dimohon;

2) data faktor penggunaan kendaraan pada wilayah operasi yang bersangkutan;

3) pengaruh terhadap jenis pelayanan lainnya;

4) fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor atau pool;

5) fasilitas pemeliharaan atau perawatan kendaraan.

(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1), pemberi izin melakukan
analisis persyaratan administratif dan persyaratan teknis.

(3) Apabila pennohonan yang diajukan pcmohon dapat diterima pejabat pemberi 1zm,
pemberi izin memberikan izin operasi, berupa :

a.
b,
c.

surat keputusan pelaksanaan izin operasi;
lampiran surat keputusan izin operasi berupa daftar kendaraan,
kartu pengawasan kendaraan tambahan.

Pasal 72

(1) Permohonan penggantian dokumen perizinan yang hilang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 68 huruf ¢ butir 2), diajukan kepada pejabat pemberi izin dilengkapi
dengan:

a.
b.

surat keterangan hilang dari pihak Kepolisian;
bukti telah diumumkan terhadap dokumen yang hilang di media massa dalam

waktu 2 (dua) hari oleh pemegang izin.
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(2) Apabila permohcnan yang diajukan pemohon dapat diterima pejabat pemberi izin,
pembert izin memberikan izin operasi, herupa dokumen perizinan yang mengalami
kehilangan.

Pasal 73

(1) Permohonan perubahan kepemilikan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
68 huruf ¢ butir 3), diajukan kepada pejabat pemberi izin dilengkapi dengan :

a.
b.

C.

persyaratan administratif sebagaimana dimaksud Pasal 67 ayat (2);

pertimbangan dari Walikota / Bupati, dalam hal ini Dinas Kota / Kabupaten untuk
angkutan taksi yang wilayah operasinya lebih dari satu daerah Propinsi, angkutan
taksi yang wilayah operasinya lebih dari satu daerah Kabupaten/Kota dalam satu
Propinsi, angkutan sewa dan angkutan pariwisata menurut domisili kepemilikan
lama dan baru, yang meliputi :

1) pengecekan terhadap kebenaran dan keabsahan dokumen pengalihan
kepemilikan, seperti akte notaris dan status/bentuk pengalihan pemilikan;

2) fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor atau pool;

3) fasilitas pemeliharaan atau perawatan kendaraan;

dokumen izin operasi yang dimiliki.

(2) Apabila permohonan yang diajukan pemohon dapat diterima pejabat pemberi izin,
pemberi izin memberikan izin operasi, berupa :

s oe

surat keputusan izin operasi;

surat keputusan pelaksanaan izin operasi;

larnpiran surat keputusan izin operasi berupa dafiar kendaraan;

kartu pengawasan kendaraan;

surat pernyataan kesanggupan untuk mentaati seluruh kewajiban sebagai
pemegang izin operasi, yang ditandatangani pemohon dan diketahui pejabat
pemberi izin.

Pasal 74 !

(1) Permohonan penggantian kendaraan meliputi peremajaan kendaraan dan perubahan
identitas kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf ¢ butir 4), diajukan
kepada pejabat pemberi izin dilengkapi dengan:

a.
b.

C.

persyaratan administratif sebagaimana dimaksud Pasal 67 ayat (2) huruf c;

pertimbangan dari Bupati / Walikota, dalam hal ini Dinas Kabupaten / Kota
untuk angkutan taksi yang wilayah operasinya lebih dari satu daerah Propinsi,
angkutan taksi yang wilayah operasinya lebih dari satu daerah Kabupaten/Kota
dalarn satu Propinsi, angkutan sewa dan angkutan pariwisata menurut domisili
perusahaan berupa keterangan peruntukan kendaraan lama,

dokumen izin operasi yang dimiliki.
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(2) Apabila permohonan yang diajukan diterima pejabat pemberi izin, pemberi izin
memberikan izin operasi, berupa :

a. lampiran surat keputusan izin operasi berupa daftar kendaraan;
b. kartu pengawasan kendaraan yang mengalami penggantian kendaraan.

Pasal 75

(1) Pertimbangan Gubernur atau Bupati/Walikota mengenai diterima atau ditolaknya
permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b atau huruf c,
Pasal 70 ayat (1) huruf b atau hurufc, Pasal 71 ayat (1) huruf' b atau hurufc, Pasal 73
huruf b dan Pasal 74 ayat (1) huruf b, disampaikan kepada pejabat pemberi izin
selambat-larnbatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara
lengkap.

(2) Bentuk pertimbangan permohonan izin operasi sebagaimanra dimaksud dalam ayat (1)
sebagaimana rercantum dalam Contoh 16 Lampiran III Keputusan ini.

Pasal 76
(1) 1zin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, diberikan oleh :
a. Direktur Jenderal, untuk :

1) angkutan taksi yang melayani khusus untuk pelayanan ke dan dari tempat
tertentu yang memerlukan tingkat pelayanan tinggi seperti bandara, dan
wilayah operasinya lebih dar: satu daerah Propinsi;

2) angkutan pariwisata;

b. Gubernur. untuk :

1) angkutan taksi yang melayani khusus untuk pelayanan ke dan dari tempat
tertentu yang memerlukan tingkat pelayanan tinggi seperti bandara, dan
wilayah operasinya lebih dari satu daerah Kabupaten / Kota dalam satu
Propinsi;

2) angkutan sewa sesuai penetapan kebutuhan angkutan dari Direktur Jenderal
sebagai tugas dekonsentrasi;

¢. Gubernur DKI Jakarta, untuk angkutan taksi yang melayani wilayah operasi lebin
dari satu Propinsi kecuali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) sesuai
penetapan kebutuhan angkutan dari Direktur Jenderal sebagai tugas dekonsentrasf;

d. Bupati/Walikota, untuk :

1) angkutan taksi yang melayani wilayah operasi lebih dari satu Propinsi sesuai
penetapan kebutuhan angkutan dari Direktur Jenderal sebagai tugas

pembantuan;
2) angkutan taksi yang melayani wilayah operasi lebih dari satu Kabupaten/Kota
dalam satu Propinsi sesuai penetapan kebutuhan angkutan dari Gubernur;
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3) angkutan taksi yang melayani dalam Kabupaten / Kota, apabila tidak ada
penetapan kebutuhan angkutan dari Direktur Jenderal atau Gubernur;
4) augkutan lingkungan;

(2) Izin operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5
(lima) rahun dan dapat diperpanjang.

(3) Bentuk permohonan izin operasi angkutan, dokumen izin operasi angkutan, surat
keterangan kondisi dan komitmen usaha, surat pernyataan kesanggupan, formulir
laporan realisasi izin operasi angkutan dan penolakan izin operasi angkutan,
sebagaimana tercantum dalam Contoh 17 s2upai dengan Contoh 22 Lampiran III
Keputusan ini.

Pasal 77

(1) Apabila wilayah operasi yang dimohon masih dinyatakan terbuka namun pemohon
belum melengkapi persyaratan tertentu dapat diberikan surat persetujuan.

(2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa :

a. surat pertimbangan dari Gubernur; dan/atau

b. kendaraan bermotor yang laik jalan yang dibuktikan dengan salinan Surat Tanda
Nomor Kendaraan Bermotor sesuai domisili perusahaan dan Buku Uji karena
masih dalam proses karoseri atau belum mendapatkan plat tanda nomor warna
kuning dengan tulisan hitam untuk angkutan pariwisata.

(3) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berisi :

a. jumlah kendaraan yang disetujui;
b. persyaratan yang harus dipenuhi;
c. masa berlaku surat persetujuan.

(4) Surat persetujuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama
6 (enam) bulan sejak diterbitkan, dan tidak berlaku sebagai izin operasi serta dalam
kurun waktu tersebut pihak pemohon berkewajiban melengkapi persyaratan yang
ditentukan.

(5) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan pihak pemohon tidak dapai
merealisasikan persetujuan permohonan yang diberikan, maka persetujuan
permohonan secara otomatis dinyatakan gugur.

(6) Bentuk surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sebagaimana
tercantuin dalam Contoh 23 Lampiran III Keputusan ini.
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Bagian Ketujuh
Kewajiban Pemegang Izin Operasi

Pasal 78

Perusahaan angkutan taksi, sewa, pariwisata dan lingkungan yang telah mendapatkan izin
operasi diwajibkan untuk :
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melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan perusahaan;

melaporkan apabila terjadi perubzhan domisili perusahaan;

melaporkan kegiatan operasional angkutan setiap bulan;

melunasi iuran wajib asuransi perianggungan kecelakaan;

mengembalikan dokumen izin operasi setelah terjadi perubahan;

mengoperasikan kendaraan yang 1nemenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
mengoperasikan kendaraan dilengkapi dokumen perjalanan yang syah yang terdiri
dari kartu pengawasan, surat tanda nomor kendaraan, buku uji dan tanda uji
kendaraan bermotor;

mengangkut penumpang sesuai kapasitas yang ditetapkan;

mengoperasikan kendaraan sesuai izin operasi yang dimiliki;

mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan kendaraan sehingga tidak terjadi
kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa;

mengoperasikan kendaraan cadangan harus dilengkapi dengan kartu pengawasan
kendaraan yang digantikan;

mengoperasikan kendaraan dengan identitas sesuai dengan ketentuan;

. mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi;

memperkerjakan pengemudi yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan
perundangan yang berlaku dan merupakan pengemudi perusahaan bersangkutan;
menyelenggarakan peningkatan kemampuan dan keterampilan pengemudi secara
berkala minimal 1 (satu) tahun sekali oleh perusahaan;

beroperasi pada wilayah operasi sesuai dengan izin yang diberikan;

menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan;
mengoperasikan kendaraan sesuai dengan izin operasi yang dimiliki;

mematuhi ketentuan tarif;

mematuhi ketentuan pelayanan angkutan.

BAB VI
SERTIFIKASI PENGEMUDI ANGKUTAN UMUM

Pasal 79

(1) Awak kendaraan angkutan umum meliputi pengemudi dan pembantu pengemudi yang

merupakan bagian dari perusahaan sehingga kegiatan yang berhubungan dengan
tugas yang diberikan oleh perusahaan menjadi tanggung jawab pengusaha angkutan
kepada awak kendaraan umum.
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2 Pcngftmudi angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mengikuti
pelatihan keterampilan pelayanan dan keselamatan angkutan umum yang dibuktikan
Jengan Seatifikat Pengemudi Angkutan Umum.

(3) Pelatihan ketrampilan pelayanan dan keselamatan angkutan umum sebagaimana ayat
(2) di atas, sekurang-kurangnya meliputi :

peraturan lalu lintas jalan;

peraturan angkutan jalan,

pengaturan penumpang dan bagasi;

manajemen perjalanan (perencanaan rute perjalanan);
kepribadian mengemudi;

manejemen mengemudikan kendaraan;

posisi duduk yang benar;

pemeriksaan/persiapan sebelum berangkat;

dokumen perjalanan;

pertolongan pertama kecelakaan,

T FR e o

(4) Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diterbitkan oleh :
a. Direktur Jenderal, untuk pengemudi kendaraan angkutan yang melayaui -

1) angkutan lintas batas negars;

2) angkutan antar kota antar propinsi (AKAP);

3) angkutan antar kota antar propinsi, untuk angkutan pemadu moda;
4) angkutan pariwisata,

b. Gubernur dalam hal ini Dinas Propinsi, untuk pengemudi kendaraan angkutan
yang melayani :

1) angkutan antar kota dalam propinsi (AKDP);

2) angkutan antar kota antar propinsi dan antar kota dalam propinsi, untuk
angkutan antar jemput, angkutan karyawan dan angkutan permukiman;

3) angkutan antar kota dalam propinsi, untuk angkutan pemadu moda;

4) angkutan perbatasan yang melampaui lebih dari satu daerah Propinsi, sebagai
tugas dekonsentrasi, berdasarkan keputusan Direktur Jenderal tentanyg
penetapan kebutuhan angkuian;

5) angkutan taksi yang melayani khusus untuk pelayanan ke dan dari tempat
tertentu yang memerlukan tingkat pelayanan tinggi seperti bandara dan
wilayah operasinya lebih dari satu daerah Propinsi, dan yang melayani lebih
dari satu daerah Kabupaten / Kota dalam satu Propinsi, berdasarkan keputusan
Direktur Jenderal tentang penetapan kebutuhan angkutan;

6) anghutan sewa;

¢. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk pengemudi kendaraan angkutan -
yang melayani :

1) angkutan dalam trayek yang seluruhnya berada dalam wilayah Daerah Khusus
Ibukota Jakarta;
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2) angkutan perbatasan yang melampaui Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagai
tugas dekonsentrasi, dengan memperhatikan keputusan Direktur Jenderal
tenlaug penctapan kebutuhan angkutan;

3) angkutan taksi pada Daerali Khusus Ibukota Jakarta, berdasarkan keputusan
Direktur Jenderal tentang penetapan kebutuhan angkutan;

4) angkutan sewa,

d. Bupati, untuk pengemudi kendaraan angkutan yang melayani :

1) angkutan perdesaan;

2) angkutan kota dalam ibukote Kabupaten;

3) angkutan khusus dalam wilayah Kabupaten;

4) angkutan perbatasan yang melayani lebih dari satu Kabupaten / Kota dalam
satu daerah Propinsi, sebagai dengan memperhatikan keputusan Gubernur
tentang penetapan kebutuhan angkutan,

5) angkutan taksi yang melayani wilayah ibukota Kabupaten;

0) angkutan lingkungan,

e. Walikota, untuk pengemudi kendaraan angkutan yang melayani :

1) angkutan dalam trayek yang seluruhnya berada dalam daerah Kota;

2) angkutan perbatasan yang melayani lebih dari satu Kabupaten / Kota dalam
satu daerah Propinsi, sebagai tugas desentralisasi, dengan memperhatikai
keputusan Gubernur tentang penetapan kebutuhan angkutan.

3) angkutan taksi yang melayani wilayah Kota;

4) angkutan lingkungan.

(5) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), menyusun sistem informasi
pengemudi angkutan umum.

Pasal 80

Penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2), dapat
bekerjasama dengan instansi Pemerintah atau swasta yang berkompeten dalam

penyelenggaraan pelatihan.
Pasal 81

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan keteramnilan pelayanan angkutan umum diatur
dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 82

Dalam pengoperasian kendaraan untuk pelayanan angkutan umum, pengemudi kendaraan
umum yang bertugas wajib :

a. mematuhi ketentuan dibidang pelayanan dan keselamatan angkutan;
b. memakai pakaian seragam perusahaan yang dilengkapi dengan identitas perusahaarn,
yang harus dipakai pada waktu bertugas;

¢. memakai kartu pengenal pegawai yang dikeluarkan oleh perusahaan;
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d. bertingkah laku sopan dan ramabh;

tidak merokok selama dalam kendaraan;

f. ddak minum minuman yang mengandung alkohol, obat bius, narkotika maupun obat
lain;

g. mematuhi waktu kerja, waktu istirahat dan pergantian pengemudi sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

o

Pasal 83

(1) Setiap pengemudi kendaraan umum yang mengoperasikan mobil bus dan/atau mobii
penumpang harus mematuhi tata cara menaikkan dan menurunkan penumpang serta
tata cara pelayanan dan keselamatan angkutan umum.

(2) Tata cara menaikkan dan menurunkan penumpang sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), diatur sebagai berikut :

a. diterminal, sejak awal pemberangkatan, persinggahan, sampai tujuan dan tempat-
tempat lain yang ditentukan;

b. menaikkan penumpang dari pir:tu depan dan menurunkan penumpang dari pintu
belakang secara tertib dan teratur, kecuali yang tidak berpintu ganda.

(3) Dalam menaikkan dan menurunkan penumpang sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), kendaraan harus dalam keadaan berhenti penuh dan tidak mengganggu kelancaran
lalu lintas serta membahayakan penumpangnya.

BAB VII
HAK DAN KE'WAJIBAN PENUMPANG

Pasal 84
(1) Penumpang kendaraan umum berhak diberi tanda bukti atas pembayaran biaya
angkutan yang telah disepakati.

(2) Bagi penumpang yang telah diberikan tanda bukti pembayaran sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), berhak mendapatkan pelayanan sesuai dengan perjanjian
yang tercantum dalam tanda bukti pembayaran.

(3) Bagi penumpang yang telah memiliki bukti pembayaran dan/atau telah membayar
biaya angkutan, tidak dibenarkan dibebani biaya tambahan atau kewajiban lainnya di

luar kesepakatan,

(4) Penumpang berhak atas penggunaan fasilitas bagasi yang tidak dikenakan biayu
maksimal 10 kg per penumpang, kelebihan bagasi diatur sesuai perjanjian operato.
dengan penumpang.

(5) Bentuk tanda bukti pembayaran seb::gaimana dimaksud dalam ayat (1), sebagaimana
tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.
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Pasal 85

rFenumpang wajib membayar biaya angkutan sesuai yang ditentukan, dan yang tidak
membayar biayz angkutan dapat diturunkan oleh awak kendaraan pada tempat
pemberhentian terdekat.

BAB VI
TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA ANGKUTAN
Pasal 86

Pengusaha angkutan umum bertanggung jawab terhadap segala perbuatan orang yang
dipekerjakannya dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan.

Pasal &7

(1) Pengusaha angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh
penumpang karena meninggal dunia atau luka-luka yang timbul dari penyelenggaraan
pengangkutan, kecuali apabila dapat membuktikan bahwa meninggal atau lukanya
penumpang disebabkan oleh suatu kejadian yang selayaknya tidak dapat dicegah atau
dihindarinya atau karena kesalahan penumpang sendiri.

(2) Kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung berdasarkan kerugian yang
nyata-nyata dialami, atau bagian biaya atas pclayanan yang sudah dinikmati.

(3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimulai sejak diangkutnya
penumpang dan berakhir ditempat tujuan yang disepakati.

(4) Pengusaha angkutan umum tidak bertanggung jawab atas meninggal atau lukanya
penumpang yang tidak diakibatkan cleh pengoperasian angkutan.

(5) Pengusaha angkutan umum tidak bertanggung jawab terhadap kerugian atas barang
bawaan penumpang, kecuali apabila penumpang dapat membuktikan bahwa kerugiar
tersebut disebabkan karena kesalahan atau kelalaian Pengusaha angkutan umum.

Pasal 88

(1) Pengusaha angkutan umum tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita
oleh pihak ketiga yang timbul dari penyelenggaraan pengangkutan, kecuali jika pihak
ketiga dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan kesalahan Pengusaha
angkutan umuim.

(2) Hak untuk mengajukan keberatan dan permintaan ganti rugi dari pihak ketiga kepada
pengusaha angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disampaikan
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal terjadinya kerugian.

Pasal 89
(1) Pengusaha angkutan umum wajib mengasuransikan tanggungjawabnya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1).
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(2) Ketentuan scbagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan
ICvl;ul.u.-:an Duchtur Jenderal,

Pasal 90

‘Pengemudi kendaraan umum dapat menurunkan penumpang dan atau barang yang
diangkut pada tempat pemberhentian terdekat, apabila ternyata penumpang dan atav
barang yang diangkut dapat membahayakan keamanan dan keselamatan angkutan.

Pasal 91

(1) Mobil bus umum dan mobil penumpang umum harus dilengkapi dengan ruang bagas:
untuk penyimpanan barang milik penumpang.

(2) Selain ruang bagasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), barang milik penumpang

dapat disimpan di bawah tempat duduk atau di tempat yang khusus disediakan untuk
barang dengan ketentuan tidak mengganggu kenyamanan penumpang.

(3) Bagasi penumpang yang tidak dikenakan biaya maksimal sebanyak 10 kg per
penumpang, kelebihan bagasi diatur sesuai perjanjian operator dengan penumpang.

(4) Keamanan bagasi penumpang pad« ruang bagasi menjadi tanggung jawab operator,
terhadap barang di luar ruang bagasi menjadi tanggung jawab penumpang.

BAB IX
POOL. DAN AGEN
Pasal 92

(1) Pengusaha angkutan wajib menguasai fasilitas penyimpanan / pool kendaraan
bermotor.

(2) Pool sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berfungsi sebagai :

a. tempat istirahat kendaraan;
b. tempat pemeliharaan dan perbaikan kendaraan;

(3) setiap pool harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. memiliki kapasitas parkir yang memadai sekurang-kurangnya 5 (lima) bus;

b. jarak pool ke terminal terdekat cukup jauh;
¢. tidak menimbulkan kemacetan lalu lintas disekitar lokasi pool dengan

menyediakan :

1) jalan masuk-keluar (akses) pool, sekurang-kurangnya 50 meter;
2) jalan masuk-keluar (akses) pool dengan lebar sekurang-kurangnya 5 meter,
sehingga manuver kendaraan dapat dilakukan dengan mudah;
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3) fasilitas celukan masuk-keluar kendaraan, sehingga kendaraan yang akan
masuk-keluar pool mempunyai ruang dan waktu yang cukup untuk melakukan
perlambatan / percepatan;

4) lampu kelap-kelip (flashing light) warra kuning pada lokasi sebelum masuk
dag stetelah keluar pool, apabila volume kendaraan masuk-keluar pool cukup
padat.

Pasal 93

(1) Pool dapat digunakan sebagai tempat untuk menaikkan dan/atau menurunkan
penumpang.

(2) Pool yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang-kurangnya
harus dilengkapi dengan fasilitas :

a. gedung/ruang kantor;

b. ruang tunggu penumpang dan/atau pengantar/penjemput;

c. tempat untuk ruang parkir kendaraan penjemput/pengantar selama menunggu
keberangkatan/kedatangan;

d. tempat ibadah;

e. kamar kecil/toilet.

(3) Dalam pengoperasian pool sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memenuhi
persyaratan:

a. tidak ada pungutan atas penggunaan pool terhadap penumpang;
b. tidak mengganggu jadwal perjalanan bus dari terminal sesuai kartu pengawasan;
c. pool harus terdaftar di instansi pemberi izin.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pool diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal.
Pasal 94

(1) Agen berfungsi sebagai tempat pemesanan dan/atau penjualan jasa angkutan umum.

(2) Agen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan bagian dan menjadi
tanggung jawab perusahaan.

(3) Agen dapat berada di terminal, pool, dan/atau di tempat lain yang memungkinkan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai agen diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal.



BAB X

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
PERIZINAN ANGKUTAN

Pasal 95

(1) Pejabat yang berwenang menerbitkan izin usaha angkutan, izin trayek angkutan dan
izin operasi angkutan, wajib menyelenggarakan sistem informasi perizinan angkutan.

(2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan kegiatan
pengumpulan dan pengolahan data perizinan berdasarkan :

a. laporan pengusaha angkutan mengenai realisasi angkutan setiap bulan;
b. hasii pengendalian dan pengawusan;
c. hasil audit kinerja perusahaan angkutan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi diatur dengan Keputusan Direktur
Jenderal.

BAB XI
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Pasal 96

(1) Dalam rangka peningkatan kualitus pelayanan serta ketertiban dan kelancaran
angkutan di jalan, secara periodik diiakukan pengendalian dan pengawasan angkutan
jalan serta evaluasi kinerja perusahaan angkutan.

(2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh
petugas yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Pegawai Negeri Sipil sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat |
(I/b);

mempunyai pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun dibidang angkutan;
memiliki daftar prestasi penilaian pegawai baik;

berbadan sehat;

petugas berpakaian seragam dan menggunakan identitas lengkap.

saogo

(3) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan
lokasi :
a. terminal untuk angkutan dalam trayek; °
b. di tempat pariwisata untuk angkutan pariwisata;,
c. tempat-tempat tertentu yang tidak mengganggu keselamatan, ketertiban dai
kelancaran lalu lintas untuk angkutan dalam trayek dan/atau tidak dalam trayek.
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(4) Apabila dalam melakukan pengendaiian dan pengawasan ditemukan pelanggaran,
petugas pengawasan dan pengendalian sgbagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib
melaporkan hepada Penyidik Pegawal Negeri Sipil.

Pasal 97

Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) dilakukan .
secara rutin (harian) oleh Bupati/Walikota, dalam hal ini Dinas Kabupaten/Kota yang
bersangkutan. '

Pasal 98

(1) Hasil pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97
digunakan sebagai bahan evaluasi.

(2) Dalam hal hasil evaluasi pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) menunjukan kecenderungan peningkatan pelanggaran terhadap angkutan
yang izinnya diterbitkan oleh Gubernui, Dinas Propinsi dapat melakukan
pengendalian dan pengawasan secara langsung.

(3) Dalam hal hasil evaluasi pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) menunjukan kecenderungan peningkatan pelanggaran terhadap angkutan
yang izinnya diterbitkan oleh Direktur Jenderal, Direktorat Jenderal Perhubungan
Darat dapat melakukan pengendalian dan pengawasan secara langsung.

(4) Apabila terdapat indikasi pelanggaran dibidang lalu lintas dan angkutan jalan
meningkat walaupun tanpa ada laporan evaluasi dari Propinsi dan Kabupaten/Kot:,
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dapat melakukan pengendalian dan
pengawasan secara langsung.

Pasal 99
XKetentuan lebih lanjut mengenai pengendalian dan pengawasan diatur dengan Keputusan
Direktur Jenderal.
[Pasal 100
(1) Dalam hal perusahaan angkutan mengalami penurunan kualitas dan kuantitas dalam
penyediaan angkutan, maka pemberi izin dapat meninjau ulang izin trayek/operasi

yang diberikan kepada perusahaan bersangkutan dengan terlebih dahulu melakukan
evaluasi kinerja perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1).

(2) Bentuk evaluasi kinerja perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan ini.



c. lampiran surat keputusan berupa daftar kendaraan, yang sekurang-kurangnya
mernuat :

1) nomor surat keputusan;
2) nama perusahaan;

3) nomor induk kendaraan;
4) tanda nomor kendaraan;
5) nomor uji;

6) merk pabrik;

7) tahun pembuatan;

8) daya angkut (orang);

9) kode trayek yang dilayani;
10) kode pelayanan;

d. kartu pengawasan kendaraan, ya:ig sekurang-kurangnya memuat :

1) nomor surat keputusan;
2) nomor induk kendaraan;
3) nama perusahaan;

4) masa berlaku izin;

5) trayek yang dilayani;

6) tanda nomor kendaraan;
7) nomor uji;

8) daya angkut orang;

9) daya angkut bagasi;

10) kode trayek yang dilayani;
11) jenis dan sifat pelayanan;
12) jadwal perjalanan;

€. surat pernyataan kesanggupan untuk mentaati kewajiban sebagai pemegang izin
trayek, yang ditandatangani pemohon dan diketahui pejabat pemberi izin.

Pasal 43

Untuk mempecsoleh izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, pemohot
menyampaikan permohonan kepada pejabat pemberi izin.

Pasal 44

(1) Pejabat pemberi izin wajib memberikan jawaban persetujuan atau penolakan terhadap
permohonan yang diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) har.
kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

(2) Dalam hal permohonan ditolak, pemberi izin memberikan jawaban secara tertulis
dengan disertai alasan penolakan.
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Pasa' 45

(1) Untuk memperoleh izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, pemohon
wajib memenuhi :

a. persyaratan administratif;
b. persyaratan teknis.

(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi :

memiliki surat izin usaha angkutan;

b. menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh
kewajiban sebagai pemegang izin trayek;

¢. memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan yang dibuktikan
dengan fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sesuai domisili
perusahaan dan fotokopi Buku Uji;

d. menguasai fasilitas penyimpanan / pool Kendaraan bermotor yang dibuktikan
dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai pemilikan
atau penguasaan;

e. memiliki atau bekerjasarna dengax pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas
pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendaraannya untuk
tetap dalam kondisi laik jalan;

f. surat keterangan kondisi usaha, seperti permodalan dan sumber daya manusia;
g. surat keterangan komitmen usaha, seperti jenis pelayanan yang akan dilaksanakan
dan standar pelayanan yang diterapkan;

h. surat pertimbangan dari Gubernur atau Bupati/Walikota, dalam hal ini Dinas
Propinsi atau Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi lalu lintas dan angkutan
jalan.

(3) Persyaratan reknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi :

a. pada trayek yang dimohon masin memungkinkan untuk penambahan jumlah
kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tentang hasil penetapan
kebutuhan kendaraan;

b. prioritas diberikan bagi perusahaan angkutan yang mampu memberikan pelayanan
angkutan yang terbaik.

(4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), pemohon izin
trayek pemadu moda wajib melakukan kerjasama dengan otorita / badan pengelola,
seperti bandara, stasiun kereta api, dan pelabuhan, untuk pelayanan angkutan pemadu
moda dari dan ke kawasan yang mempunyai otorita / badan pengelola.
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Pasal 46

Permohonan izin trayek, dapat berupa :

a. izin bagi pemohon baruy;
b. pembaharuan masa berlaku izin;
perubahan izin, terdiri dari :

C.

1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)

penambahan trayek atau penambahan kendaraan atau penambahan frekwensi:
pengurangan trayek, atau pengurangan kendaraan, atau pengurangan frekwensi;
perubahan jam perjalanan;

perubahan trayek (dalam hal terjadi perubahan rute, perpanjangan rute atau
perpendekan rute);

penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak;

pengalihan kepemilikan perusahaan;

penggantian kendaraan meliputi peremajaan kendaraan, perubahan identitas
kendaraan dan tukar lokasi operasi kendaraan.

Pasal 47

(1) Permohoran izin bagi pemohon baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 hurufa,
diajukan kepada pejabat pemberi izin dilengkapi dengan:

a. persyaratan administratif dan tekais sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (2) dan

ayat (3);

pertimbangan dari Gubernur, dalam hal ini Dinas Propinsi menurut asal dan tujuan .
trayek vang diminta, untuk trayei antar kota antar propinsi, trayek antar propinsi
untuk pelayanan antar jemput, karyawan, permukiman, dan pemadu moda, yang
meliputi

1) jumlah perusahaan, jumlah bus dan jumlah rit yang beroperasi melayani trayek
yang dimohon;

2) data faktor muatan pada trayek yang bersangkutan;

3) pengaruh terhadap jenis pelayanan lainnya;

4) Kkapasitas terminal yang disinggahi;

5) rencana jadwal perjalanan;

6) kelas jalan yang dilalui;

7) fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor atau pool;

8) fasilitas perneliharaan atau perawatan kendaraan;

pertimbangan dari Walikota / Bupati, dalam hal ini Dinas Kota / Kabupaten
masing-masing menurut asal dan tujuan trayek yang diminta, untuk trayek antar
kota dalam propinsi, trayek dalam propinsi untuk pelayanan antar jemput,
karvawan, permukiman, dan pemadu moda, yang meliputi :

1) jumlah perusahaan, jumlah bus dan jumlah rit yang beroperasi melayani trayek
yang dimohon;

2) data faktor muatan pada trayek yang bersangkutan;

3) pengaruh terhadap jenis pelayanan lainnya;
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4) kapasitas terminal yang disinggahi;

5) rencana jadwal perjalanan;

6) kelas jalan yang dilalui;

7) fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor atau pool;
8) fasilitas pemeliharaan atau perawatan kendaraan;

khusus untuk pemohon izin trayek pelayanan angkutan pemadu moda dari dan ke
kawasan yang mempunyai badan otorita / badan pengelola, selain persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, wajib melakukan
kerjasarna dengan badan otorita / badan pengelola, seperti bandara, stasiun kereta
api, dan pelabuhan, '

(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemberi izin
melakukan analisis persyaratan administratif dan teknis.

(3) Apabila permohonan yang diajukan pemohon dapat diterima pejabat pemberi izin,
pemberi izin memberikan izin trayek, berupa :

epe o

surat keputusan izin trayek;

surat keputusan pelaksanaan izin trayek;

lampiran surat keputusan izin trayek berupa daftar kendaraan;

kartu pengawasan kendaraan;

surat pernyataan kesanggupan untuk mentaati seluruh kewajiban sebagai
pemegang izin trayek, yang ditandatangani pemohon dan diketahui pejabat
pemberi izin.

Pasal 48

(1) Permohonan pembaharuan masa berlaku izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46
huruf'b, diajukan kepada pejabat pemberi izin, dilengkapi dengan :

a.

persyaratan administratif dan teknis sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (2) dan
ayat (3);

pertimbangan dari Gubernur, dalam hal ini Dinas Propinsi sesuai domisili
perusahaan, untuk trayek antar kota antar propinsi, trayek antar propinsi untuk
pelayanan antar jemput, karyawan, permukiman, dan pemadu moda, yang
meliput

1) jumlah perusahaan, jumlah bus dan jumlah rit yang beroperasi melayani trayek
yang dimiohon;

2) data faktor muatan pada trayek yang bersangkutan;

3) pengarub terhadap jenis pelayznan lainnya;

4) Kkapasitas terminal yang disinggahi;

5) rencana jadwal perjalanan;

6) kelas jalan yang dilalui;

7) fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor atau pool;

8) fasilitas pemeliharaan atau perawatan kendaraan,
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¢. pertimbangan dari Walikota / Bupati, dalam hal ini Dinas Kota / Kabupaten
sesuai domisili perusahaan, uniuk trayek antar kota dalam propinsi, trayek dalam
propinst untuk pelayanan anter jemput, karyawan, permukiman dan pemadu
moda, yang meliputi :

1) jumlah perusahaan, jumlah bus dan jumlah rit yang beroperasi melayani trayek
yang dimohon; !

2) data faktor muatan pada travek yang bersangkutan;

3) pengaruh terhadap jenis pelayanan lainnya;

4) kapasitas terminal yang disinggahi;

5) rencana jadwal perjalanan;

6) kelas jalan yang dilalui;

7) fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor atau pool;

8) fasilitas pemeliharaan atau perawatan kendaraan;

(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemberi izin
melakukan analisis persyaratan administratif dan teknis,

(3) Apabila permohonan yang diajukan pemohon dapat diterima pejabat pemberi 1zin,
pemberi izin memberikan izin trayel, berupa :

surat keputusan izin trayek;

surat keputusan pelaksanaan izin trayek;

lampiran surat keputusan izin trayek berupa daftar kendaraan;

kartu pengawasan kendaraan;

surat pernyataan kesanggupan untuk mentaati seluruh kewajiban sebagai
pemegang izin trayek, yang ditandatangani pemohon dan diketahui pejabat
pemberi izin.

e RAc o

Pasal 49

(1) Permohonan penambahan trayek atau penambahan kendaraan atau penambahan
frekwensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf ¢ butir 1), diajukan kepada
pejabat pemberi izin dilengkapi dengan :

a. persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) kecuaii
huruf b, huruf f dan huruf g dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalani
Pasal 45 ayat (3);

b. pertinbangan dari Gubernur, dalam hal ini Dinas Propinsi menurut asal daa
tujuan trayek yang dilakukan penambahan, untuk trayek antar kota antar propinsi,
trayek antar propinsi untuk pelayanan antar jemput, karyawan, permukiman, dan
pemadu moda, yang meliputi :

1) jumnlah perusahaan, jumlah bus dan jum'ah rit yang beroperasi melayani trayek
yang dimohon;

2) data faktor muatan pada trayek yang bersangkutan;

3) pengaruh terhadap jenis pelayanan lainnya;

4) kapasitas terminal yang disiizggahi;

5) rencana jadwal perjalanan;



6) kelas jalan yang dilalui;
7) fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor atau pool;
8) fasilitas pemeliharaan atau perawatan kendaraan;

¢. pertimbangan dari Bupati/Walikota dalam hal ini Dinas Kabupaten/Kota
menurut asal dan tujuan trayek yang dilakukan penambahan, untuk trayek antar
kota dalam propinsi, trayek dalam propinsi untuk pelayanan antar jemput,
karyawan, permukiman dan pem=2du moda, yang meliputi :

1) jumlah perusahaan, jumlah bus dan jumlah rit yang beroperasi melayani trayek
yang dimnohon;

2) data faktor muatan pada trayek yang bersangkutan;

3) pengaruah terhadap jenis pelayanan lainnya;

4) kapasitas terminal yang disinggahi;

5) rencana jadwal perjalanan;

6) kelas jalan yang dilalui;

7) fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor atau pool;

8) fasilitas pemeliharaan atau perawatan kendaraan;

d. khusus untuk pemohon izin trayek pelayanan angkutan pemadu moda dari dan ke
kawasan yang mempunyai badan otorita / badan pengelola, selain persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, wajib melakukan
kerjasama dengan badan otorita / badan pengelola, seperti bandara, stasiun kereta
api, atau pelabuhan.

(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemberi iziu
melakukan analisis persyaratan administratif dan persyaratan teknis.

(3) Apabila permohonan yang diajukan pemohon dapat diterima pejabat pemberi izin,
pemberi izin memberikan izin trayek, berupa :

a. surat keputusan pelaksanaan izin trayek;
b. lampiran surat keputusan izin trayek berupa daftar kendaraan;
c. kartu pengawasan kendaraan tambahan.

Pasal 50

(1) Permohonan pengurangan trayek, atau pengurangan kendaraan, atau pengurangan
frekwensi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf ¢ butir 2), diajukan kepada
pejabat pemberi izin dilengkapi dengan :

a. persyaratan administratif sebagaiinana dimaksud Pasal 45 ayat (2) hurufa;
b. dokumen izin trayek yang dimiliki.

(2) Apabila permohonan yang diajukan diterima pejabat pemberi izin, pejabat pemberi
izin memberikan izin trayek, berupa :

a. surat keputusan pelaksanaan izin wayek;
b. lampiran surat keputusan izin trayck berupa daftar kendaraan.
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Pasal 51

(1) Fermohonan perubahan jam perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 hurufc
butir 3), diajukan kepada pejabat pemberi izin dilengkapi dengan :

a. pertimbangan dari Walikota / Bupati, dalam hal ini Dinas Kota / Kabupaten
sesual lokasi terminal perubahan jam, untuk trayek antar kota antar propinsi,
trayek antar kota dalam propixsi, trayek antar propinsi untuk pelayanan antar
Jemput, karyawan, permukiman dan pemadu moda, dan trayek dalam propinsi
untuk pelayanan antar jemput, karyawan, permukiman dan pemadu moda, yang
meliputi :

1) jumlah perusahaan, jumlah bus dan jumlah rit yang beroperasi melayani trayek
yang dimohon;

2) data faktor muatan pada trayek yang bersangkutan;

3) pengaruh terhadap jenis pelayanan lainnya;

4) kapasitas terminal yang ada:

5) rencana jadwal perjalanan;

b. kartu pengawasan yang akan dilukukan perubahan jam perjalanannya.

(2) Apabila permohonan yang diajukan diterima pejabat pemberi izin, pemberi izin
memberikan izin trayek yang berupa kartu pengawasan yang mengalami perubahan
jam. '

Pasal 52

(1) Permohonan perubahan trayek (dalam hal terjadi perubahan rute, perpanjangan rutc
atau perpendekan rute) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf ¢ butir 4),
diajukan liepada pejabat pemberi izin dengan dilengkapi :

a. pertimbangan dari Gubernur, dalam hal ini Dinas Propinsi menurut lokasi
perubahan rute, untuk trayek antar kota antar propingi, trayek antar propinsi untuk
pelayanan antar jemput, karyawan, permukiman, dan pemadu moda, yang
meliputi :

1) jumlah perusahaan, jumlah bus dan jumlah rit yang beroperasi melayani trayek
yang dimohon;

2) data faktor muatan pada trayck yang bersangkutan;

3) pengaruh terhadap jenis pelayanan lainnya;

4) kapasitas terminal yang disinggahi;

5) rencana jadwal perjalanan;

6) kelas jalan yang dilalui;

b. pertimbangan dari Bupati / Walikota, dalam hal ini Dinas Kabupaten /Koia
menurut lokasi perubahan rute, untuk trayek antar kota dalam propinsi, trayek
dalam propinsi untuk pelayanan antar jemput, karyawan, permukiman daa
pemadu moda, yang meliputi :



1) jumlah perusahaan, jumlah bus dan jumlah rit yang beroperasi melayani trayek
yang dimohon;

2) data faktor muatan pada trayek yang bersangkutan;

3) pengaruh terhadap jenis pelayanan lainnya;

4) kapasitas terminal yang disinggahi;

3) rencana jadwal perjalanan;

6) kelas jalan yang dilalui;

¢. dokumen izin trayek yang dimiliki.

(2) Apabila permohonan yang diajukan diterima pejabat pemberi izin, pemberi izii
memberikan izin trayek, berupa :

a. surat keputusan pelaksanaan izin trayek;
b. lampiran surat keputusan izin trayek berupa daftar kendaraan;
c. kartu pengawasan kendaraan yang mengalami perubahan rute.

Pasal 53

(1) Permohonan penggantian dokumen perizina: yang hilang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 46 huruf ¢ butir §), diajukan kepada pejabat pemberi izin, dilengkapi
dengan:

a. surat keterangan hilang dari pihak Kepolisian;
b. bukti telah diumumkan terhadap dokumen yang hilang di media massa dalam
waktu 2 (dua) hari oleh pemegang izin.

(2) Apabila permohonan yang diajukan diterima pejabat pemberi izin, pemberi izin
memberikan izin trayek yang berupa dokumen perizinan yang mengalami
kehilangan.

Pasal 54

(1) Permohonan pengalihan kepemilikan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
46 huruf ¢ butir 6), diajukan kepada pejabat pemberi izin, dengan dilengkapi :

a. persyaratan administratif sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (2);

b. pertimbangan dari Bupati / Walikota, dalam hal ini Dinas Kabupaten / Kota
menurut domisili kepemilikan lama dan baru, untuk trayek antar kota antar
propinsi, trayek antar kota dalam: propinsi, trayek antar propinsi untuk pelayanan
antar jemput, karyawan, permukiman dan pemadu moda dan trayek dalari
propinsi untuk pelayanan antar jemput, Karyawan, permukiman dan pemad i
moda, vang meliputi :

1) pengecckan terhadap kebenaran dan keabsahan dokumen pengalihan
kepemilikan, seperti akte notaris dan status/bentuk pengalihan pemilikan;

2) fasilitus penyimpanan kendaraan bermotor atau pool;

3) fasilitas pemeliharaan atau perawatan kendaraan;



C.

dokumen izin trayek yang dimiliki.

(2) Apabila permohonan yang diajukan diterima pejabat pemberi izin, pemberi izin
memberikan izin trayek, berupa :

opo o

surat keputusan izin trayek;

surat keputusan pelaksanaan izin trayek;

lampiran surat keputusan izin trayek berupa daftar kendaraan;

kartu pengawasan kendaraan;

surat pernyataan kesanggupan untuk mentaati seluruh kewajiban sebagai
pemegang izin tayek, yang +itandatangani pemohon dan diketahui pejabat
pemberi izin.

Pasal 55

(1) Permohonan penggantian kendaraan meliputi peremajaan kendaraan, perubahan
identitas kendaraan dan tukar lokasi operasi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 46 huruf ¢ butir 7), diajukan kepada pejabat pemberi izin, dilengkapi dengan:

a.

b.

pertimbangan dari Bupati /Walikota, dalam hal ini Dinas Kabupaten /Kota
menurut domisili perusahaan, untuk trayek antar kota antar propinsi, trayek antar
kota dalam propinsi, trayek antar propinsi untuk pelayanan antar jemput,
karyawan, permukiman dan pemadu inoda, dan trayek dalam propinsi untuk
pelayanan antar jemput, karyawan, permukiman dan pemadu moda, yang meliputi
keterangan peruntukan kendaraar. lama;

dokumen izin trayek yang dimiliki.

(2) Apabila permohonan yang diajukan diterima pejabat pemberi izin, pemberi izin
memberikan izin trayek, berupa :

a.
b.

lampiran surat keputusan izin trayek berupa daftar kendaraan;
kartu pengawasan kendaraan yang mengalami penggantian kendaraan.

Pasal 56

(1) Pertimbangan Gubernur atau Bupati/Walikota mengenai diterima atau ditolaknya
permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b atau huruf c,
Pasal 48 ayat (1) huruf b atau huruf c, Pasal 49 ayat (1) huruf b atau huruf ¢, Pasal 5"
ayat (1) huruf a, Pasal 52 ayat (1) huruf a atau huruf b, Pasal 54 ayat (1) huruf'b, dan
Pasal 55 ayat (1) huruf a, disampaikan kepada pejabat pemberi izin selambat-
lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

(2) Bentuk pertimbangan permohonan izin trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (I)
sebagaimana tercantum dalam Contoh 7 Lampiran III Keputusan ini.

24



Pasal 57
(1) Izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, diberikan oleh :
a. Direkwur Jenderal, untuk :

1) angkutan lintas batas negara;

2) angkurtan antar kota antar propinsi (AKAP);

3) angkutan antar kota antar propinsi, untuk angkutan antar jemput;
4) angkutan antar kota antar propinsi, untuk angkutan karyawan;

5) angkutan antar kota antar propinsi, untuk angkutan permukiman;
6) angkutan antar kota antar propinsi, untuk angkutan pemadu moda;

b. Gubernur, untuk :

1) angkutan antar kota dalam propinsi (AKDP);

2) angkutan antar kota dalam propinsi, untuk angkutan antar jemput;

3) angkutan antar kota dalam propinsi, untuk angkutan karyawan;

4) angkutan antar kota dalam propinsi, untuk angkutan permukiman;

5) angkutan antar kota dalam propinsi, untuk angkutan pemadu moda;

6) angkutan perbatasan yang melampaui lebih dari satu daerah Propinsi, sebagai
tugas dekonsentrasi, berdasarkan keputusan Direktur Jenderal tentang
Penetapan Kebutuhan Angkutan;

¢. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk :

1} trayek yang seluruhnya berada dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

2) trayek angkutan perbatasan yang melampaui Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
sebagai tugas dekonsentrasi, dengan memperhatikan keputusar Direktur
Jenderal tentang Penetapan K.ebutuhan Angkutan;

d. Bupati, untuk :

1) angkutan perdesaan;

2) angkutan kota dalam ibukota Kabupaten;

3) angkutan khusus dalam wilayah Kabupaten;

4) angkutan perbatasan yang melayani lebih dari satu Kabupaten / Kota dalarn
satu daerah Propinsi dengan memperhatikan keputusan Gubernur tentang
Penetapan Kebutuhan Angkutan.

e. Walikota, untuk :
1) trayek yang seluruhnya berada dalam daerah Kota;
2) trayek angkutan perbatasan yang melayani lebih dari satu Kabupaten / Kotu
dalam satu daerah Propinsi dengan memperhatikan keputusan Gubernu:

tentang Penetapan Kebutuhar Angkutan.

(2) Izin trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku untuk jangka waktu >
(lima) tahun dan dapat diperpanjang.
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(3) Bentuk permohonan izin trayek angkutan, dokumen izin trayek angkutan, surat
keterangan kondisi dan komitmen usaha, surat pemyataan kesanggupan, formulir
laporans icalisasi izin wayek angkulan dan penolakan izin trayek angkutan,
sebagaimana tercantum dalam Contoh 8 sampai dengan Contoh 13 Lampiran I1I
Keputusan ini.

Pasal 58

(1) Apabila trayek yang dimohon masih dinyatakan terbuka namun pemohon belum
melengkapi persyaratan tertentu dapat diberikan surat persetujuan.

(2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa :

a. surat pertimbangan dari Guberniur/Bupati/Walikota; dan/atau

b. kendaraan bermotor yang laik jalan yang dibuktikan dengan salinan Surat Tanda
Nomor Kendaraan Bermotor sesuai domisili perusahaan dan Buku Uji karena
masih daiam proses karoseri atau belum mendapatkan plat tanda nomor warna
kuning dengan tulisan hitam.

(3) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berisi :

a. trayek dan jumlah kendaraan yai.g disetujui;
b. persyaratan yang harus dipenuhj;
c. masa berlaku surat persetujuan.

(4) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama 6 (enam)
bulan sejak diterbitkan, dan tidak berlaku sebagai izin trayek serta dalam kurun waktu
tersebut pihak pemohon berkewajiban melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (2).

(5) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan pihak pemohon tidak dapat
merealisasikan persetujuan permohonar: yang diberikan, maka persetujuan
permohonan secara otomatis dinyatakan gugur.

(6) Bentuk surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sebagaimana
tercanium dalam Contoh 14 Lampiran III Keputusan ini.
Bagian Keempat
Izin Insidentil
Pasal 59

(1) Izin insidentil merupakan izin yang hanya diberikan kepada perusahaan angkutan
yang telah memiliki izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, untuk
menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari izin trayek yanz

dimiliki;



(2) Izin insidentil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya diberikan untug
kepentingan :

a. menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu, seperti angkutan
pada hari-hari besar keagamaan, angkutan haji, angkutan liburan sekolah dan
angkutan transmigrasi; -

b. keadaan darurat tertentu, seperti bencana alam dan lain-lain.

(3) Lzin insidertil hanya diberikan untuk satu kali perjalanan pulang pergi dan berlaku
paling lama 14 (empat belas) hari serta tidak dapat diperpanjang;

(4) Bentuk izin insidentil sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum dalam
Contoh 15 Lampiran III Keputusan ini.

Pasal 60

Ketentuan mengenai tempat menaikkan dan/atau menurunkan penumpang harus
dinyatakan dalam izin insidentil yang diberikan.

Pasai 61
Izin insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 diberikan oleh :

a. Kepala Dinas Propinsi sesuai domisili perusahaan angkutan, untuk izin insidentil yang
melayani trayck antar kota antar propinsi;

b. Kepala Dinas Kota / Kabupaten sesuai domisili perusahaan angkutan, untuk izin
insidentil yang melayani trayek antar kota dalam propinsi.

Bagian Kelima
Kewajiban Pemegang Izin Trayek
Pasal 62
Pengusaha angkutan yang telah mempe{oleh izin trayek diwajibkan untuk :

melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan perusahaar;

melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan;

melaporkan kegiatan operasional angkutan setiap bulan;

melunasi iuran wajib asuransi pertanggungan kecelakaan;

mengembalikan dokumen izin trayck setelah terjadi perubahan;

mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
mengoperasikan kendaraan dilengkapi dokumen perjalanan yang syah yang terdiri
dari kartu pengawasan, surat tanda nomor kendaraan, buku uji dan tanda uii
kendaraan bermotor;

mengangkut penumpang sesuai kapasitas yang ditetapkan;

i. mengoperasikan kendaraan sesuai izwn trayek yang dimiliki;
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mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan kendaraan sehingga tidak terjadi
kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa;

mengvpsiasikan kendaraan cadangan harus dilengkapi dengan kartu pengawasan
kendaraan yang digantikan;

mengoperasikan kendaraan dengar identitas sesuai dengan ketentuan;

setiap izin insidentil hanya dapat digunakan untuk satu kali perjalanan pulang pergi;
mematuhi jadwal waktu perjalanan dan terminal singgah sesuai yang tercantum dalam
kartu pengawasan;

mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi;

memperkerjakan pengemudi yang memenuhi persyaratan sesuai peraturar
perundangan yang berlaku dan merupakan pengemudi perusahaan bersangkutan;
menyelenggarakan peningkatan kemampuan dan keterampilan pengemudi secara
berkala minimal 1 (satu) tahun sekali oleh perusahaan;

melayani trayek sesuai izin trayek yang diberikan;

menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan;
mengoperasikan kendaraan sesuai ¢engan izin trayek yang dimiliki;

mematuhi ketentuan tarif;

meinatuhi ketentuan pelayanan angloutan.

Pasal 63

(1) Setiap perusahaan angkutan umum yang telah mendapat izin trayek dapat

menyediakan kendaraan cadangan sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari
jumlah seluruh kendaraan bermotor yang diberi izin trayek.

(2) Kendaraan cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dioperasikan

apabila kendaraan yang melayani angkutan pada trayek sesuai dengan izin yang
diberikan mengalami kerusakan atau tidak dapat melanjutkan perjalanan.

(3) Kendaraan cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dilengkapi kartu

pengawasan cadangan dan kartu pengawasan kendaraan yang memiliki izin trayek
yang digantikannya.

Bagian Ke¢nam
Izin Operasi

Pasal 64

(1) Untuk melakukan kegiatan angkutan tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 28, wajib memiliki izin operasi.

(2) Izin operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan satu kesatuan

dokumen yang terdiri dari :

a. surat keputusan izin operasi, yang sekurang-kurangnya memuat :

1) nomor surat keputusan;
2) nama perusahaan;
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3) nomor induk perusahaan;

4) nama pimpinan perusahaan/ penanggung jawab;
5) alamat perusahaan/ penanggung jawab;

6) masa berlaku izin;

b. surat keputusan pelaksanaan izin operasi, yang sekurang-kurangnya memuat :

1) nomor surat keputusan;

2) nama perusahaan;

3) jumlah kendaraan yang diizinkan;
4) masa berlaku izin;

c. lampiran surat keputusan berupa daftar kendaraan, yang sekurang-kurangnya
memuat :

1) nomor surat keputusan;

2) nama perusahaan;

3) tanda nomor kendaraan;

4) nomor uji;

5) merk pabrik;

6) tahun pembuatan;

7) daya angkut (orang);

8) ketersediaan fasilitas pendingin udara, tempat duduk yang dapat direbahkai,
dan toilet;

d. kartu pengawasan kendaraan, yang sekurang-kurangnya memuat :

1) nomor surat keputusan;

2) nomor induk kendaraan;
3) nama perusahaan;

4) masa berlaku izin;

5) tanda nomor kendaraan;
6) nomor uji;

7) daya angkut orang;

8) daya angkut bagasi,

e. surat pernyataan kesanggupan untuk mentaati kewajiban sebagai pemegang izia
operasi, yang ditandatangani pemohon dan diketahui pejabat pemberi izin.

Pasal 65

Untuk memperoleh izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, pemohon
menyampaikan permohonan kepada pejabat pemberi izin.

Pasal 60
(1) Pejabat peinberi izin wajib memberikan jawaban persetujuan atau penolakan terhada»
permohonan yang diajukan selambai-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari

kerja sejak permohonan diterima,
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(2) Dalam hal permohonan ditolak, pemberi izin memberikan jawaban secara tertulis
dengan disertai alasan penolakan.

Pasal 67

(1) Untuk memperoleh izin operasi scbagaimana dimaksud dalam Pasal 64, pemohon
wajib memenubhi :

a. persyaratan administratif}
b. persyaratan teknis.

(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi :

memiliki surat izin usaha angkutan;

b. menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh
kewajiban sebagai pemegang izin operasi;

¢. memiliki atau menguasai kendaraan kermotor yang laik jalan yang dibuktikan

dengan fotokopi Surat Tanda Nomer Kendaraan Bermotor sesuai domisili
perusahaan dan fotokopi Buku Uji;

d. menguasai fasilitas penyimpanan / pool kendaraan bermotor yang dibuktikan
dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai pemilikan
atau penguasaan;

e. memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas
pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendaraannya untuk
tetap dalam kondisi laik jalan;

f. surat keterangan kondisi usaha, seperti permodalan dan sumber daya manusia;

g. surat keterangan komitmen usaha, seperti jenis pelayanan yang akan dilaksanakan
dan standar pelayanan yang diterapkan;

h. surat pertimbangan dari Gubernur atau Bupati/Walikota, dalam hal ini Dinas
Propinsi atau Dinas Kabupaten/Kota.

(3) Persyaratan reknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi :

a. pada wilayah operasi yang dimechon masih memungkinkan untuk penambahan
jumlah kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;

b. prioritas diberikan bagi perusahaan angkutan yang mampu memberikan pelayanan
angkutan yang terbaik.

(4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), pemohon izin
operasi waiib melakukan kerjasama dengan otorita / badan pengelola, seperti bandara,
stasiun kereta api, dan pelabuhan, untuk pelayanan angkutan dari dan ke kawasan
yang mempunyai otorita / badan pengelola.
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Pasal 68
Permohonan izin operasi, dapat berupa :

a. izin bagi pemohon baru;
b. pembaharuan masa berlaku izin;
c. perubahan izin, terdiri dari :

1) penambahan kendaraan;

2) penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak;

3) perubahan kepemilikan perusahaan; ,

4) penggantian kendaraan meliputi peremajaan kendaraan dan perubahan nomor
kendaraan.

Pasal 69

(1) Permohonan izin bagi pemohon baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 hurufa,
diajukan kepada pejabat pemberi izin dilengkapi dengan:

a. persyaratan administratif dan teknis sebagaimana dimaksud Pasal 67;

b. pertimbangan dari Gubemur, dalam hal ini Dinas Propinsi untuk angkutan taksi
yang wilayah operasinya lebih dari satu daerah Propinsi dan angkutan pariwisata
sesuai domisili perusahaan pemiohon izin, yang meliputi :

1) jumlah perusahaan dan jumlah kendaraan yang beroperasi melayani wilayah
operasi yang dimohon,;

2) data faktor penggunaan kendaraan pada wilayah operasi yang bersangkutan;

3) pengaruh terhadap jenis pelayanan angkutan tidak dalam trayek lain;

4) fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor atau pooi;

5) fasilitas pemeliharaan atau pcrawatan kendaraan;

c. pertimbangan dari Bupati/Walikota, daJam hal ini Dinas Kabupaten/Kota untuk
angkutan taksi yang wilayah operasinya lebih dari satu daerah Kabupaten/Kota
dalam satu Propinsi dan angkutan sewa sesuai domisili perusahaan pemohon izin,
yang meliputi :

1) jumlah perusahaan dan jumlah kendaraan yang beroperasi melayani wilayan
operasi yang dimohon,;

2) data faktor penggunaan kendaraan pada wilayah operasi yang bersangkutan;

3) pengaruh terhadap jenis pelayanan angkutan tidak dalam trayek lain;

4) fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor atau pool;

5) fasilitas pemeliharaan atau perawatan kendaraan.

(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1), pemberi izin melakukan
analisis persyaratan administratif dan persyaratan teknis.

(3) Apabila permohonan yang diajukan pemohon diterima pejabat pemberi izin, pemberi
izin memberikan izin operasi, berupa :
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surat keputusan izin operasi;

suraf, keputusan pelaksanaan izin operasi;

lampuan surat keputusan izin operasi berupa dattar kendaraan;

kartu pengawasan kendaraan;

surat pernyataan kesanggupan untuk mentaati seluruh kewajiban sebagai
pemegang izin operasi, yang ditandatangani pemohon dan diketahui pejabat
pemberi izin.

Pasal 70

(1) Permohonan pembaharuan masa berlaku izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68
huruf'b, diajukan kepada pejabat pemberi izin dilengkapi dengan :

a.

b.

persyaratan administratif dan teknis sebagaimana dimaksud Pasal 67 ayat (2) dan
ayat (3);

pertimbangan dari Gubernur, dalam hal ini Dinas Propinsi untuk angkutan taksi
yang wilayah operasinya lebih dari satu daerah Propinsi dan angkutan pariwisata
sesuai domisili perusahaan pemohon izin, yang meliputi :

1) data faktor penggunaan kendaraan pada wilayah operasi yang bersangkutan;
2) fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor atau pool;
3) fasilitas pemeliharaan atau perawatan kendaraan;

pertimbangan dari Bupati/Walikota, dalam hal ini Dinas Kabupaten/Kota untuk
angkutan taksi yang wilayah operasinya 'svih dari satu daerah Kabupaten/Kota
dalam satu Propinsi dan angkutan sewa sesuai domisili perusahaan pemohon izin,
yang meliputi :

1) data faktor penggunaan kendaraan pada wilayah operasi yang bersangkutan;
2) fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor atau pool;
3) fasilitas pemeliharaan atau perawatan kendaraan.

(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1), pemberi izin melakukan
analisis persyaratan administratif dan persyaratan teknis.

(3) Apabila permohonan yang diajukan pemohon diterima pejabat pemberi izin, pemberi
izin memberikan izin operasi, berupa :

oao o

surat keputusan izin operasi;

surat keputusan pelaksanaan izin operasi;

lampiran surat keputusan izin operasi berupa daftar kendaraan;

kartu pengawasan kendaraan;

surat pernyataan kesanggupan untuk mentaati seluruh kewajiban sebagul
pemegang izin operasi, yang ditandatangani pemohon dan diketahui pejabat
pemberi izin.
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Pasal 71

(1) Permohonan penambahan kendarazan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf ¢
butir 1), diajukan kepada pejabat pemberi izin dilengkapi dengan : '

a.

persyaratan administratif sebagaimana dimaksud Pasal 67 ayat (2) kecuali hurufb,
huruf f'dan huruf g dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3 ;

pertimbangan dari Gubemnur, dalam hal ini Dinas Propinsi untuk angkutan taksi
yang wilayah operasinya lebih dari satu daerah Propinsi dan angkutan pariwisata
sesuai domisili perusahaan pemohon izin, yang meliputi :

1) jumlah perusahaan dan jumlah kendaraan yang beroperasi melayani wilayah
operasi yang dimohon;

2) data faktor penggunaan kendaraan pada wilayah operasi yang bersangkutan;

3) pengaruh terhadap jenis pelayanan lainnya;

4) fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor atau pool;

5) fasilitas pemeliharaan atau perawatan kendaraan.

pertimbangan dari Bupati/Walikota, dalam hal ini Dinas Kabupaten/Kota untuk
angkutan taksi yang wilayah operasinya lebih dar satu daerah Kabupaten/Kota
dalam satu Propinsi dan angkutan sewa sesuai domisili perusahaan pemohon izin,
vang meliputi :

1) jumiah perusahaan dan jumiah kendaraan yang beroperasi melayani wilayal:
operasi yang dimohon;

2) data faktor penggunaan kendaraan pada wilayah operasi yang bersangkutan;

3) pengaruh terhadap jenis pelayanan lainnya;

4) fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor atau pool;

5) fasilitas pemeliharaan atau perawatan kendaraan.

(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1), pemberi izin melakukan
analisis persyaratan administratif dan persyaratan teknis.

(3) Apabila pennohonan yang diajukan pcmohon dapat diterima pejabat pemberi 1zm,
pemberi izin memberikan izin operasi, berupa :

a.
b,
c.

surat keputusan pelaksanaan izin operasi;
lampiran surat keputusan izin operasi berupa daftar kendaraan,
kartu pengawasan kendaraan tambahan.

Pasal 72

(1) Permohonan penggantian dokumen perizinan yang hilang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 68 huruf ¢ butir 2), diajukan kepada pejabat pemberi izin dilengkapi
dengan:

a.
b.

surat keterangan hilang dari pihak Kepolisian;
bukti telah diumumkan terhadap dokumen yang hilang di media massa dalam

waktu 2 (dua) hari oleh pemegang izin.
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(2) Apabila permohcnan yang diajukan pemohon dapat diterima pejabat pemberi izin,
pembert izin memberikan izin operasi, herupa dokumen perizinan yang mengalami
kehilangan.

Pasal 73

(1) Permohonan perubahan kepemilikan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
68 huruf ¢ butir 3), diajukan kepada pejabat pemberi izin dilengkapi dengan :

a.
b.

C.

persyaratan administratif sebagaimana dimaksud Pasal 67 ayat (2);

pertimbangan dari Walikota / Bupati, dalam hal ini Dinas Kota / Kabupaten untuk
angkutan taksi yang wilayah operasinya lebih dari satu daerah Propinsi, angkutan
taksi yang wilayah operasinya lebih dari satu daerah Kabupaten/Kota dalam satu
Propinsi, angkutan sewa dan angkutan pariwisata menurut domisili kepemilikan
lama dan baru, yang meliputi :

1) pengecekan terhadap kebenaran dan keabsahan dokumen pengalihan
kepemilikan, seperti akte notaris dan status/bentuk pengalihan pemilikan;

2) fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor atau pool;

3) fasilitas pemeliharaan atau perawatan kendaraan;

dokumen izin operasi yang dimiliki.

(2) Apabila permohonan yang diajukan pemohon dapat diterima pejabat pemberi izin,
pemberi izin memberikan izin operasi, berupa :

s oe

surat keputusan izin operasi;

surat keputusan pelaksanaan izin operasi;

larnpiran surat keputusan izin operasi berupa dafiar kendaraan;

kartu pengawasan kendaraan;

surat pernyataan kesanggupan untuk mentaati seluruh kewajiban sebagai
pemegang izin operasi, yang ditandatangani pemohon dan diketahui pejabat
pemberi izin.

Pasal 74 !

(1) Permohonan penggantian kendaraan meliputi peremajaan kendaraan dan perubahan
identitas kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf ¢ butir 4), diajukan
kepada pejabat pemberi izin dilengkapi dengan:

a.
b.

C.

persyaratan administratif sebagaimana dimaksud Pasal 67 ayat (2) huruf c;

pertimbangan dari Bupati / Walikota, dalam hal ini Dinas Kabupaten / Kota
untuk angkutan taksi yang wilayah operasinya lebih dari satu daerah Propinsi,
angkutan taksi yang wilayah operasinya lebih dari satu daerah Kabupaten/Kota
dalarn satu Propinsi, angkutan sewa dan angkutan pariwisata menurut domisili
perusahaan berupa keterangan peruntukan kendaraan lama,

dokumen izin operasi yang dimiliki.
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(2) Apabila permohonan yang diajukan diterima pejabat pemberi izin, pemberi izin
memberikan izin operasi, berupa :

a. lampiran surat keputusan izin operasi berupa daftar kendaraan;
b. kartu pengawasan kendaraan yang mengalami penggantian kendaraan.

Pasal 75

(1) Pertimbangan Gubernur atau Bupati/Walikota mengenai diterima atau ditolaknya
permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b atau huruf c,
Pasal 70 ayat (1) huruf b atau hurufc, Pasal 71 ayat (1) huruf' b atau hurufc, Pasal 73
huruf b dan Pasal 74 ayat (1) huruf b, disampaikan kepada pejabat pemberi izin
selambat-larnbatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara
lengkap.

(2) Bentuk pertimbangan permohonan izin operasi sebagaimanra dimaksud dalam ayat (1)
sebagaimana rercantum dalam Contoh 16 Lampiran III Keputusan ini.

Pasal 76
(1) 1zin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, diberikan oleh :
a. Direktur Jenderal, untuk :

1) angkutan taksi yang melayani khusus untuk pelayanan ke dan dari tempat
tertentu yang memerlukan tingkat pelayanan tinggi seperti bandara, dan
wilayah operasinya lebih dar: satu daerah Propinsi;

2) angkutan pariwisata;

b. Gubernur. untuk :

1) angkutan taksi yang melayani khusus untuk pelayanan ke dan dari tempat
tertentu yang memerlukan tingkat pelayanan tinggi seperti bandara, dan
wilayah operasinya lebih dari satu daerah Kabupaten / Kota dalam satu
Propinsi;

2) angkutan sewa sesuai penetapan kebutuhan angkutan dari Direktur Jenderal
sebagai tugas dekonsentrasi;

¢. Gubernur DKI Jakarta, untuk angkutan taksi yang melayani wilayah operasi lebin
dari satu Propinsi kecuali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) sesuai
penetapan kebutuhan angkutan dari Direktur Jenderal sebagai tugas dekonsentrasf;

d. Bupati/Walikota, untuk :

1) angkutan taksi yang melayani wilayah operasi lebih dari satu Propinsi sesuai
penetapan kebutuhan angkutan dari Direktur Jenderal sebagai tugas

pembantuan;
2) angkutan taksi yang melayani wilayah operasi lebih dari satu Kabupaten/Kota
dalam satu Propinsi sesuai penetapan kebutuhan angkutan dari Gubernur;
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3) angkutan taksi yang melayani dalam Kabupaten / Kota, apabila tidak ada
penetapan kebutuhan angkutan dari Direktur Jenderal atau Gubernur;
4) augkutan lingkungan;

(2) Izin operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5
(lima) rahun dan dapat diperpanjang.

(3) Bentuk permohonan izin operasi angkutan, dokumen izin operasi angkutan, surat
keterangan kondisi dan komitmen usaha, surat pernyataan kesanggupan, formulir
laporan realisasi izin operasi angkutan dan penolakan izin operasi angkutan,
sebagaimana tercantum dalam Contoh 17 s2upai dengan Contoh 22 Lampiran III
Keputusan ini.

Pasal 77

(1) Apabila wilayah operasi yang dimohon masih dinyatakan terbuka namun pemohon
belum melengkapi persyaratan tertentu dapat diberikan surat persetujuan.

(2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa :

a. surat pertimbangan dari Gubernur; dan/atau

b. kendaraan bermotor yang laik jalan yang dibuktikan dengan salinan Surat Tanda
Nomor Kendaraan Bermotor sesuai domisili perusahaan dan Buku Uji karena
masih dalam proses karoseri atau belum mendapatkan plat tanda nomor warna
kuning dengan tulisan hitam untuk angkutan pariwisata.

(3) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berisi :

a. jumlah kendaraan yang disetujui;
b. persyaratan yang harus dipenuhi;
c. masa berlaku surat persetujuan.

(4) Surat persetujuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama
6 (enam) bulan sejak diterbitkan, dan tidak berlaku sebagai izin operasi serta dalam
kurun waktu tersebut pihak pemohon berkewajiban melengkapi persyaratan yang
ditentukan.

(5) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan pihak pemohon tidak dapai
merealisasikan persetujuan permohonan yang diberikan, maka persetujuan
permohonan secara otomatis dinyatakan gugur.

(6) Bentuk surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sebagaimana
tercantuin dalam Contoh 23 Lampiran III Keputusan ini.
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Bagian Ketujuh
Kewajiban Pemegang Izin Operasi

Pasal 78

Perusahaan angkutan taksi, sewa, pariwisata dan lingkungan yang telah mendapatkan izin
operasi diwajibkan untuk :
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melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan perusahaan;

melaporkan apabila terjadi perubzhan domisili perusahaan;

melaporkan kegiatan operasional angkutan setiap bulan;

melunasi iuran wajib asuransi perianggungan kecelakaan;

mengembalikan dokumen izin operasi setelah terjadi perubahan;

mengoperasikan kendaraan yang 1nemenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
mengoperasikan kendaraan dilengkapi dokumen perjalanan yang syah yang terdiri
dari kartu pengawasan, surat tanda nomor kendaraan, buku uji dan tanda uji
kendaraan bermotor;

mengangkut penumpang sesuai kapasitas yang ditetapkan;

mengoperasikan kendaraan sesuai izin operasi yang dimiliki;

mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan kendaraan sehingga tidak terjadi
kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa;

mengoperasikan kendaraan cadangan harus dilengkapi dengan kartu pengawasan
kendaraan yang digantikan;

mengoperasikan kendaraan dengan identitas sesuai dengan ketentuan;

. mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi;

memperkerjakan pengemudi yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan
perundangan yang berlaku dan merupakan pengemudi perusahaan bersangkutan;
menyelenggarakan peningkatan kemampuan dan keterampilan pengemudi secara
berkala minimal 1 (satu) tahun sekali oleh perusahaan;

beroperasi pada wilayah operasi sesuai dengan izin yang diberikan;

menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan;
mengoperasikan kendaraan sesuai dengan izin operasi yang dimiliki;

mematuhi ketentuan tarif;

mematuhi ketentuan pelayanan angkutan.

BAB VI
SERTIFIKASI PENGEMUDI ANGKUTAN UMUM

Pasal 79

(1) Awak kendaraan angkutan umum meliputi pengemudi dan pembantu pengemudi yang

merupakan bagian dari perusahaan sehingga kegiatan yang berhubungan dengan
tugas yang diberikan oleh perusahaan menjadi tanggung jawab pengusaha angkutan
kepada awak kendaraan umum.
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2 Pcngftmudi angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mengikuti
pelatihan keterampilan pelayanan dan keselamatan angkutan umum yang dibuktikan
Jengan Seatifikat Pengemudi Angkutan Umum.

(3) Pelatihan ketrampilan pelayanan dan keselamatan angkutan umum sebagaimana ayat
(2) di atas, sekurang-kurangnya meliputi :

peraturan lalu lintas jalan;

peraturan angkutan jalan,

pengaturan penumpang dan bagasi;

manajemen perjalanan (perencanaan rute perjalanan);
kepribadian mengemudi;

manejemen mengemudikan kendaraan;

posisi duduk yang benar;

pemeriksaan/persiapan sebelum berangkat;

dokumen perjalanan;

pertolongan pertama kecelakaan,

T FR e o

(4) Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diterbitkan oleh :
a. Direktur Jenderal, untuk pengemudi kendaraan angkutan yang melayaui -

1) angkutan lintas batas negars;

2) angkutan antar kota antar propinsi (AKAP);

3) angkutan antar kota antar propinsi, untuk angkutan pemadu moda;
4) angkutan pariwisata,

b. Gubernur dalam hal ini Dinas Propinsi, untuk pengemudi kendaraan angkutan
yang melayani :

1) angkutan antar kota dalam propinsi (AKDP);

2) angkutan antar kota antar propinsi dan antar kota dalam propinsi, untuk
angkutan antar jemput, angkutan karyawan dan angkutan permukiman;

3) angkutan antar kota dalam propinsi, untuk angkutan pemadu moda;

4) angkutan perbatasan yang melampaui lebih dari satu daerah Propinsi, sebagai
tugas dekonsentrasi, berdasarkan keputusan Direktur Jenderal tentanyg
penetapan kebutuhan angkuian;

5) angkutan taksi yang melayani khusus untuk pelayanan ke dan dari tempat
tertentu yang memerlukan tingkat pelayanan tinggi seperti bandara dan
wilayah operasinya lebih dari satu daerah Propinsi, dan yang melayani lebih
dari satu daerah Kabupaten / Kota dalam satu Propinsi, berdasarkan keputusan
Direktur Jenderal tentang penetapan kebutuhan angkutan;

6) anghutan sewa;

¢. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk pengemudi kendaraan angkutan -
yang melayani :

1) angkutan dalam trayek yang seluruhnya berada dalam wilayah Daerah Khusus
Ibukota Jakarta;
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2) angkutan perbatasan yang melampaui Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagai
tugas dekonsentrasi, dengan memperhatikan keputusan Direktur Jenderal
tenlaug penctapan kebutuhan angkutan;

3) angkutan taksi pada Daerali Khusus Ibukota Jakarta, berdasarkan keputusan
Direktur Jenderal tentang penetapan kebutuhan angkutan;

4) angkutan sewa,

d. Bupati, untuk pengemudi kendaraan angkutan yang melayani :

1) angkutan perdesaan;

2) angkutan kota dalam ibukote Kabupaten;

3) angkutan khusus dalam wilayah Kabupaten;

4) angkutan perbatasan yang melayani lebih dari satu Kabupaten / Kota dalam
satu daerah Propinsi, sebagai dengan memperhatikan keputusan Gubernur
tentang penetapan kebutuhan angkutan,

5) angkutan taksi yang melayani wilayah ibukota Kabupaten;

0) angkutan lingkungan,

e. Walikota, untuk pengemudi kendaraan angkutan yang melayani :

1) angkutan dalam trayek yang seluruhnya berada dalam daerah Kota;

2) angkutan perbatasan yang melayani lebih dari satu Kabupaten / Kota dalam
satu daerah Propinsi, sebagai tugas desentralisasi, dengan memperhatikai
keputusan Gubernur tentang penetapan kebutuhan angkutan.

3) angkutan taksi yang melayani wilayah Kota;

4) angkutan lingkungan.

(5) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), menyusun sistem informasi
pengemudi angkutan umum.

Pasal 80

Penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2), dapat
bekerjasama dengan instansi Pemerintah atau swasta yang berkompeten dalam

penyelenggaraan pelatihan.
Pasal 81

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan keteramnilan pelayanan angkutan umum diatur
dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 82

Dalam pengoperasian kendaraan untuk pelayanan angkutan umum, pengemudi kendaraan
umum yang bertugas wajib :

a. mematuhi ketentuan dibidang pelayanan dan keselamatan angkutan;
b. memakai pakaian seragam perusahaan yang dilengkapi dengan identitas perusahaarn,
yang harus dipakai pada waktu bertugas;

¢. memakai kartu pengenal pegawai yang dikeluarkan oleh perusahaan;
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d. bertingkah laku sopan dan ramabh;

tidak merokok selama dalam kendaraan;

f. ddak minum minuman yang mengandung alkohol, obat bius, narkotika maupun obat
lain;

g. mematuhi waktu kerja, waktu istirahat dan pergantian pengemudi sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

o

Pasal 83

(1) Setiap pengemudi kendaraan umum yang mengoperasikan mobil bus dan/atau mobii
penumpang harus mematuhi tata cara menaikkan dan menurunkan penumpang serta
tata cara pelayanan dan keselamatan angkutan umum.

(2) Tata cara menaikkan dan menurunkan penumpang sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), diatur sebagai berikut :

a. diterminal, sejak awal pemberangkatan, persinggahan, sampai tujuan dan tempat-
tempat lain yang ditentukan;

b. menaikkan penumpang dari pir:tu depan dan menurunkan penumpang dari pintu
belakang secara tertib dan teratur, kecuali yang tidak berpintu ganda.

(3) Dalam menaikkan dan menurunkan penumpang sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), kendaraan harus dalam keadaan berhenti penuh dan tidak mengganggu kelancaran
lalu lintas serta membahayakan penumpangnya.

BAB VII
HAK DAN KE'WAJIBAN PENUMPANG

Pasal 84
(1) Penumpang kendaraan umum berhak diberi tanda bukti atas pembayaran biaya
angkutan yang telah disepakati.

(2) Bagi penumpang yang telah diberikan tanda bukti pembayaran sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), berhak mendapatkan pelayanan sesuai dengan perjanjian
yang tercantum dalam tanda bukti pembayaran.

(3) Bagi penumpang yang telah memiliki bukti pembayaran dan/atau telah membayar
biaya angkutan, tidak dibenarkan dibebani biaya tambahan atau kewajiban lainnya di

luar kesepakatan,

(4) Penumpang berhak atas penggunaan fasilitas bagasi yang tidak dikenakan biayu
maksimal 10 kg per penumpang, kelebihan bagasi diatur sesuai perjanjian operato.
dengan penumpang.

(5) Bentuk tanda bukti pembayaran seb::gaimana dimaksud dalam ayat (1), sebagaimana
tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.
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Pasal 85

rFenumpang wajib membayar biaya angkutan sesuai yang ditentukan, dan yang tidak
membayar biayz angkutan dapat diturunkan oleh awak kendaraan pada tempat
pemberhentian terdekat.

BAB VI
TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA ANGKUTAN
Pasal 86

Pengusaha angkutan umum bertanggung jawab terhadap segala perbuatan orang yang
dipekerjakannya dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan.

Pasal &7

(1) Pengusaha angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh
penumpang karena meninggal dunia atau luka-luka yang timbul dari penyelenggaraan
pengangkutan, kecuali apabila dapat membuktikan bahwa meninggal atau lukanya
penumpang disebabkan oleh suatu kejadian yang selayaknya tidak dapat dicegah atau
dihindarinya atau karena kesalahan penumpang sendiri.

(2) Kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung berdasarkan kerugian yang
nyata-nyata dialami, atau bagian biaya atas pclayanan yang sudah dinikmati.

(3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimulai sejak diangkutnya
penumpang dan berakhir ditempat tujuan yang disepakati.

(4) Pengusaha angkutan umum tidak bertanggung jawab atas meninggal atau lukanya
penumpang yang tidak diakibatkan cleh pengoperasian angkutan.

(5) Pengusaha angkutan umum tidak bertanggung jawab terhadap kerugian atas barang
bawaan penumpang, kecuali apabila penumpang dapat membuktikan bahwa kerugiar
tersebut disebabkan karena kesalahan atau kelalaian Pengusaha angkutan umum.

Pasal 88

(1) Pengusaha angkutan umum tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita
oleh pihak ketiga yang timbul dari penyelenggaraan pengangkutan, kecuali jika pihak
ketiga dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan kesalahan Pengusaha
angkutan umuim.

(2) Hak untuk mengajukan keberatan dan permintaan ganti rugi dari pihak ketiga kepada
pengusaha angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disampaikan
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal terjadinya kerugian.

Pasal 89
(1) Pengusaha angkutan umum wajib mengasuransikan tanggungjawabnya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1).
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(2) Ketentuan scbagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan
ICvl;ul.u.-:an Duchtur Jenderal,

Pasal 90

‘Pengemudi kendaraan umum dapat menurunkan penumpang dan atau barang yang
diangkut pada tempat pemberhentian terdekat, apabila ternyata penumpang dan atav
barang yang diangkut dapat membahayakan keamanan dan keselamatan angkutan.

Pasal 91

(1) Mobil bus umum dan mobil penumpang umum harus dilengkapi dengan ruang bagas:
untuk penyimpanan barang milik penumpang.

(2) Selain ruang bagasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), barang milik penumpang

dapat disimpan di bawah tempat duduk atau di tempat yang khusus disediakan untuk
barang dengan ketentuan tidak mengganggu kenyamanan penumpang.

(3) Bagasi penumpang yang tidak dikenakan biaya maksimal sebanyak 10 kg per
penumpang, kelebihan bagasi diatur sesuai perjanjian operator dengan penumpang.

(4) Keamanan bagasi penumpang pad« ruang bagasi menjadi tanggung jawab operator,
terhadap barang di luar ruang bagasi menjadi tanggung jawab penumpang.

BAB IX
POOL. DAN AGEN
Pasal 92

(1) Pengusaha angkutan wajib menguasai fasilitas penyimpanan / pool kendaraan
bermotor.

(2) Pool sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berfungsi sebagai :

a. tempat istirahat kendaraan;
b. tempat pemeliharaan dan perbaikan kendaraan;

(3) setiap pool harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. memiliki kapasitas parkir yang memadai sekurang-kurangnya 5 (lima) bus;

b. jarak pool ke terminal terdekat cukup jauh;
¢. tidak menimbulkan kemacetan lalu lintas disekitar lokasi pool dengan

menyediakan :

1) jalan masuk-keluar (akses) pool, sekurang-kurangnya 50 meter;
2) jalan masuk-keluar (akses) pool dengan lebar sekurang-kurangnya 5 meter,
sehingga manuver kendaraan dapat dilakukan dengan mudah;
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3) fasilitas celukan masuk-keluar kendaraan, sehingga kendaraan yang akan
masuk-keluar pool mempunyai ruang dan waktu yang cukup untuk melakukan
perlambatan / percepatan;

4) lampu kelap-kelip (flashing light) warra kuning pada lokasi sebelum masuk
dag stetelah keluar pool, apabila volume kendaraan masuk-keluar pool cukup
padat.

Pasal 93

(1) Pool dapat digunakan sebagai tempat untuk menaikkan dan/atau menurunkan
penumpang.

(2) Pool yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang-kurangnya
harus dilengkapi dengan fasilitas :

a. gedung/ruang kantor;

b. ruang tunggu penumpang dan/atau pengantar/penjemput;

c. tempat untuk ruang parkir kendaraan penjemput/pengantar selama menunggu
keberangkatan/kedatangan;

d. tempat ibadah;

e. kamar kecil/toilet.

(3) Dalam pengoperasian pool sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memenuhi
persyaratan:

a. tidak ada pungutan atas penggunaan pool terhadap penumpang;
b. tidak mengganggu jadwal perjalanan bus dari terminal sesuai kartu pengawasan;
c. pool harus terdaftar di instansi pemberi izin.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pool diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal.
Pasal 94

(1) Agen berfungsi sebagai tempat pemesanan dan/atau penjualan jasa angkutan umum.

(2) Agen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan bagian dan menjadi
tanggung jawab perusahaan.

(3) Agen dapat berada di terminal, pool, dan/atau di tempat lain yang memungkinkan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai agen diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal.



BAB X

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
PERIZINAN ANGKUTAN

Pasal 95

(1) Pejabat yang berwenang menerbitkan izin usaha angkutan, izin trayek angkutan dan
izin operasi angkutan, wajib menyelenggarakan sistem informasi perizinan angkutan.

(2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan kegiatan
pengumpulan dan pengolahan data perizinan berdasarkan :

a. laporan pengusaha angkutan mengenai realisasi angkutan setiap bulan;
b. hasii pengendalian dan pengawusan;
c. hasil audit kinerja perusahaan angkutan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi diatur dengan Keputusan Direktur
Jenderal.

BAB XI
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Pasal 96

(1) Dalam rangka peningkatan kualitus pelayanan serta ketertiban dan kelancaran
angkutan di jalan, secara periodik diiakukan pengendalian dan pengawasan angkutan
jalan serta evaluasi kinerja perusahaan angkutan.

(2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh
petugas yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Pegawai Negeri Sipil sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat |
(I/b);

mempunyai pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun dibidang angkutan;
memiliki daftar prestasi penilaian pegawai baik;

berbadan sehat;

petugas berpakaian seragam dan menggunakan identitas lengkap.

saogo

(3) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan
lokasi :
a. terminal untuk angkutan dalam trayek; °
b. di tempat pariwisata untuk angkutan pariwisata;,
c. tempat-tempat tertentu yang tidak mengganggu keselamatan, ketertiban dai
kelancaran lalu lintas untuk angkutan dalam trayek dan/atau tidak dalam trayek.
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(4) Apabila dalam melakukan pengendaiian dan pengawasan ditemukan pelanggaran,
petugas pengawasan dan pengendalian sgbagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib
melaporkan hepada Penyidik Pegawal Negeri Sipil.

Pasal 97

Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) dilakukan .
secara rutin (harian) oleh Bupati/Walikota, dalam hal ini Dinas Kabupaten/Kota yang
bersangkutan. '

Pasal 98

(1) Hasil pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97
digunakan sebagai bahan evaluasi.

(2) Dalam hal hasil evaluasi pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) menunjukan kecenderungan peningkatan pelanggaran terhadap angkutan
yang izinnya diterbitkan oleh Gubernui, Dinas Propinsi dapat melakukan
pengendalian dan pengawasan secara langsung.

(3) Dalam hal hasil evaluasi pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) menunjukan kecenderungan peningkatan pelanggaran terhadap angkutan
yang izinnya diterbitkan oleh Direktur Jenderal, Direktorat Jenderal Perhubungan
Darat dapat melakukan pengendalian dan pengawasan secara langsung.

(4) Apabila terdapat indikasi pelanggaran dibidang lalu lintas dan angkutan jalan
meningkat walaupun tanpa ada laporan evaluasi dari Propinsi dan Kabupaten/Kot:,
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dapat melakukan pengendalian dan
pengawasan secara langsung.

Pasal 99
XKetentuan lebih lanjut mengenai pengendalian dan pengawasan diatur dengan Keputusan
Direktur Jenderal.
[Pasal 100
(1) Dalam hal perusahaan angkutan mengalami penurunan kualitas dan kuantitas dalam
penyediaan angkutan, maka pemberi izin dapat meninjau ulang izin trayek/operasi

yang diberikan kepada perusahaan bersangkutan dengan terlebih dahulu melakukan
evaluasi kinerja perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1).

(2) Bentuk evaluasi kinerja perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan ini.



CONTOH 10 :

BENTUK DAN UKURAN STICKER
PADA MOBIL BUS / MOBIL PENUMPANG
YANG MELAYANI ANGKUTAN PEMADU MODA
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ANGKUTAN BANDARA
SOEKARNO-HATTA

Letak penulisan

1. Pada bagian tengah badan kendaraan bidang kiri dan kanan.

2. Jarak dari bawah kendaraan = 360 — 500 mm,



Komposisi tulisan :
]. Panjang tulisan disesuaikan dengan ukuran huruf tulisan.
2. Jarak antar kata = 40 — 70 mm,

Warna culisan :
1. Kontras dengan warna badan kendaraan.
2. Disesuaikan dengan estetika.

Ukuran huruf : |
1. Lebar = 25--50 mm.
2. Tebal = 10-15 mm
3. Tinggi 50-100 mm.

i

Bentuk huruf :

1. Huruf besar / balok.
2. Tegak dan tegas.

MENTERI PERHUBUNGAN
ttd

AGUM GUMELAR, M.Sc.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro mm dan KSLN

O NUGROHO
. 120 105 102



LAMPIRAN 1I KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

Nomor : KM 35 Tahun 2003
Tanggal : 20 Agustus 2003 -
CONTOH 1 :

TULISAN TAKSI, TULISAN AC, LOGO,
NAMA PERUSAHAAN DAN LAMPU BAHAYA PADA KENDARAAN TAKSI

Gambar 1.a.
TULISAN TAKSI, TULISAN AC
DAN LAMPU BAHAYA PADA KENDARAAN TAKSI

TANDA TAKSI
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Gambar 1.b.

LOGO DAN NAMA PERUSAHAAN
PADA KENDARAAN TAKSI

TANDA TAKSI

i

NAMA PERUSAHAAN LOGO PERUSAHAAN

NAMA DAN
LOGO PERUSAHAAN



(iambar 1 .¢.
BENTUK DAN UKURAN TULISAN
NAMA PERUSAHAAN PADA KENDARAAN TAKSI

TANDA TAKSI

[Tk ....-.'; ‘:: -‘\-'l_
__._,—-'l—_'::_" e e

i D — ——p

e
B mmany A

v —] {:'}‘1.{"‘. “

S IUNTARA S

~
\ y
NAMA PERUSAHAAN LOGO PERUSAHAAN

Ukuran huruf :

1. Lebar (a) = 25 mm.
2. Tebal (b) § mm.
3. Tinggi (¢) 50 mm.

1l

Bentuk huruf :
1. Huruf besar / balck.
2. Tegak dan tegas.



CONTOH 2 -
Gambar 2.a.

\ LABEL, STICKER DAN TULISAN
PADA KENDARAAN YANG MELAYANI ANGKUTAN PARIWISATA
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Gainbar 2.b.
BENTUK DAN UKURAN I.ABFI.
PADA KENDARAAN PARIWISATA

Dikeluarkan : TANDA
B smosisnaannsas PENDAFTARAN
Pada tanggal ... ANGKUTAN
Beriaku s/d tanggal : ..................... PARIWISATA
Tanda Tangan/Cap Nomor Kendaraan
1) Ukuranlabel : &) panjang = 140 mm.
b) lebar = 80 mm.
2) Warna : a) label : kuning.
b) huruf : hitam.

3) Ditempelkan pada kaca depan sebelah kiri bawah.

Gambar 2.c.
BENTUK DAN UKURAN STICKER
PADA KENDARAAN PARIWISATA

‘:‘h';

PARIWISATA IS8

100 cm
1) Ukuran sticker: a) panjang = 1.000 mm.
b) lebar = 200 mm.
2) Ukuran huruf : * a) lebar = 70 mm.
b) tebal = 20 mm.
¢) tinggi = 130 mm.
3) Warna : a) dasar : putih.
b) huruf : merah.

(Warna terbuat dari bahan yang dapat memantulkan cahaya)

4) Dipasang pada: a) sebelah kiri atas kaca depan mobil bus tanpa destination box.
b) destination box untuk mobil bus dengan destination box.



(rambar 2 d
BENTUK DAN UKURAN TULISAN
PADA KENDARAAN PARIWISATA

e

ANSKUTAN PARIWISATA

Tulisan “ANGKUTAN PARIWISATA” ditempatkan pada samping kiri dan kanan badan
kendaraan, dengan ketentuan :

1) Ukuran tulisan: a)
b)

2) Ukuran huruf : a)
b)
c)

3) Warna :a)
b)

panjang = 3.000 mm.
lebar = 600 mm.
lebar = 210 mm.
tebal = 60 mm.
tinggi = 390 mm.
dasar :  putih.

huruf . hitam.

(Warna terbuat dari bahan yang dapat memantulkan cahaya).



CONTOH 3 :
BENTUK DAN UKURAN TULISAN
PADA KENDARAAN YANG MELAYANI ANGKUTAN LINGKUNGAN

Ukuran huruf :
1. Lebar (a) = 25-50 mm.
2. Tebal (b) = 10-15 mm
3. Tinggi (c) = 50-100 mm.
Bentuk huruf

1. Huruf besar / balok.,
2. Tegak dan tegas.

MENTERI PERHUBUNGAN
ttd
AGUM GUMELAR, M.Sc.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hykura dan KSLN

ALO NUGROHO
IP. 120 105 102



LAMPIRAN III KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

Nomor : KM 35 Tahun 2003
Tanggal : 20 Agustus 2003
CONTOH 1 :

PERMOHONAN IZIN USAHA ANGKUTAN

NAMA PERUSAHAAN / KOPERASI / PERORANGAN %)

Alamat lengkap Nomor Telepon
Nomor : o
Lampiran : 1 (saiu) berkas
Perihal  : Permohonan izin Usaha Angkutan Kepada
Dengan Kendaraan Bermotor Umum
Yth. Gubernur DKI Jakarta / Walikota .......... ... /
Bupati ...............
di-

(sesuai domisili perusahaan)

1. Memperhatikan ketentuan Pasal 41 ayat (2) UU No.14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 1993 tentang
Angkutan Jalan, bersama ini kami dari PT. / Koperasi / Perorangan *) ...............................
mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Usaha Angkutan Dengan Kendaraan Bermotor
Umum.

2. Surat permohonan untuk memperolzh Izin Usaha Angkutan seoagaimana dimaksud dalam butir
1, dilengkapi dengan :

Nomor Pokok Wajib Pajak (N.F.W.P.);

Akte Pendirian Perusahaan /Koperasi / Tanda Jati Diri Perorangan;

Surat Keterangan Domisili Perusahaan;

Surat |zin Tempat Usaha (SITU);

Surat Pernyataan Kesanggupan Untuk Memiliki atau Menguasai Kendaraan Bermotor;
Surat Pernyataan Kesanggupan Untuk Menyediakan Fasilitas Penyimpanan Kendaraen

Bermotor.

mocoow

3. Dermnikian permohonan kami, dengan harapan dapat dikabulkan dan atas perhatian serta bantuan
yang diberikan dihaturkan terima kasih.

PIMPINAN PERUSAHAAN / KOPERASI /
PERORANGAN ...

Materai Rp.6.000,-

Tembusan (Nama Jelas)
1. Gubernur Propinsi ........coooeeveenns;

2. Kepala Dinas Perhubungan / LLAJ Propm5| ........................ .

3. Kepala Dinas Perhubungan / LLAJ Kota / Kabupaten ........................

*) pilih yang sesuai




CONTOH 2.

BENTUK IZIN USAHA ANGKUTAN

SURAT KEPUTUSAN
GUBERNUR DKI JAKARTA / WALIKOTA .............. FBUPATL oo *)
NOMOR: ......... ... .. TAHUN ... . ...

TENTANG

IZIN USAHA ANGKUTAN DENGAN KENDARAAN UMUM
GUBERNUR DKI JAKARTA / WALIKOTA .............. /BUPATIl ............ "

Berdasarkan Pasal 41 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo. Pasal 18
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 tentang Angkutan Jalan dan berdasarkan permohonan izin usaha
angkutan dengan kendaraan bermotor umum dari .................cceeeens NOMOr souwsas tanggal s s,
diberikan izin Usaha Angkutan kepada :

NAMA PERUSAHAAN

ALAMAT KANTOR

ALAMAT PEMILIK B e e e A N S A
NON{IOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) : ... R R

Izin Usaha Angkutan Bertaku Untuk Semua Jenis Usaha Angkutan Orang dan / atau Barang.

Kewajiban Pemegang lzin Usaha Angkutan .............c.ccoceiiinis adalah sebagai berikut :

1. Usaha harus dimulai selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak izin usaha diterbitkan.
2. Pemegang izin usaha harus menyediakan tempat penyimpanan kendaraan (pool kendaraan).

3. Letak garasi tersebut dalam ad 1 dalam batas rocilijn (garis depan).

4, Pemegang izin usaha harus menyediakan alat pemadam kebakaran yang setiap waktu dapat dipergunakan

jika timbul kebakaran.
5. Pemegang izin usaha harus selaiu memelihara kebersihan dalam garasi halaman.
6. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan bidang usaha angkuta

Pejabat yang memberikan izin berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut izin sebelum waktunya
berakhir, jika keterangan-keterangan yang diberikan oleh pemohon kemudian ternyata tidak benar.

GUBERNUR DKI JAKARTA /
WALIKOTA s d BUPATI wvivimii %)

*) pilih yang sesuai



CONTOH 3 :

PEMBEKUAN IZIN USAHA ANGKUTAN

SURAT KEPUTUSAN
GUBERNUR DKI JAKARTA / WALIKOTA .............. VBUPAT) o i,
NOMOR -2 PR
TANGGAL

TENTANG
PEMBEKUAN I1Z:N USAHA ANGKUTAN

GUBERNUR DKI JAKARTA / WALIKOTA .............. | BUPATI .............., *}
Membaca . a.  Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. ....................... tanggal ................:
b. Surat Kepala Dinas Perhubungan / LLAJ Propinsi ................ NOswisvssnetanggal vo s
¢. Surat Kepala Dinas Perhubungan / LLAJ Kota/Kab. .................. No..........tanggal ......... ;
Menimpang  : bahwa dst;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran
Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Tahun 1993 Nomor 59, Tambalian Lembaran Negara Nomor 3527):
3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM....... Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan
Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
PERTAMA : Membekukan izin usaha angkutan
Nama-PerusaRaan: & v masamisimssismsrsmiamime
Pimpinan :
Alamat | w
Mulai tanggal .........c.ccooeviinnenn "Elﬂ“pal tangga! _________________________
KEDUA . Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta / Kota .............. / Kabupaten .............. mengawasi
Keputusan ini serta melaporkan kepada Gubernur DKI Jakarta / Walikota ............... / Bupati
.............. mengenai hasil pengawasan terhadap hal tersebut. ;
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan didalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di
Padatanggal o cnssemamases
GUBERNUR DKI JAKARTA /
WALIKOTA .............. [BUPATI .............. %)
Tembusan
1. Direktur Jenderal Perhutn..ngan Darat; (i)

2. Gubernur Propinsi ..............

3. Kepala Dinas Perhubungan / LLAJ Propinsi .. .

4. Kepala Dinas Perhubungan / LLAJ Kota / Kabupaten
*) pilih yang sesuai



CONTOH 4 :

PENCABUTAN IZIN USAHA ANGKUTAN

SURAT KEPUTUSAN
GUBERNUR DKI JAKARTA /| WALIKOTA ovvvvee FBUPATL .o coivvnis *)
NOMOR ¥ g
TANGGAL

TENTANG
PENCABUTAN IZIN USAHA ANGKUTAN

GUBERNUR DKI JAKARTA / WALIKOTA ... FBUPATI oncvinvinss )
Mempaca : a. Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. ....................... tanggal .................;
; b.  Surat Kepala Dinas Perhubungan / LLAJ Propinsi ............... L, [OOSR, -1 2 (-1 P :
c.  Surat Kepala Dinas Perhubunigan / LLAJ Kota/Kab. .................. Noiii ... tanggal ......... ;
Meni;nbang . bahwe dst;
Meng‘;&ingat 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Leioaran
I Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Megara
Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM....... Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan
Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
MEMUTUSKAN :
Mengtapkan
PERTAMA : Mencabut izin usaha angkutan :
Nama Perusanaan @ ...
FPimpinan
| Alamat R T e
NOMOr iZIN USANA T ..ot e e et
KEDLJA . Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta / Kota .............. / Kabupaten .............. mer gawasi
Keputusan ini serta melaporkan kepada Gubernur DKI Jakarta / Walikota ............... Bupati
.............. mengenai hasil pengawasan terhadap hal tersebut.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan didalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestiiya.
Ditetapkan dii & cosvnmmmmenimang
Padatanggal : ...
GUBERNUR DKI JAKARTA /
WALIKOTA .oovvosivii / BUPAT) i nnrn o0 ®)
Tempusan
) i ’girektur Jenderal Perhubungan Darat; Crar s ver e i)
2. [Subernur Propinsi ..............;

3. i«epala Dinas Perhwbungan / LLAJ Propinsi .............. ;
4, Kepala Dinas Perhubungan / LLAJ Kota / Kabupaten ...............
") pigii yang sesuai

{



CONTOH S «

FORMULIR LAPORAN REALISASI IZIN USAHA ANGKUTAN

Alamat lengkap

NAMA PERUSAHAAN / KOPERASI / PERORANGAN 4

Nomor Telepon

Nomor
Lampiran :
Perihal . Laporan Realisasi Kepada
Izin LJsaha Angkutan
Yth.  Gubernur DK| Jakarta / Walikota ........... ...
=107 T | ——
di-
(sesuai domisili perusahaan)
LAPORAN REAILISASI IZIN USAHA ANGKUTAN
Nama Perusahaan/Koperasi/Perorangan *)
Alamat
Nomior 1zin Usaha Angkutan
Periode pelaporan (tahun)
65 TR e TOTAL JUMLAH ARMADA e ]
ARMABA [ opgRASI | TDK OFERASI GAN
1. | Angkutan AKAP
2. | Angkutan AKDP T
3. | Angkutan Kota
4. | Angkutan Pedesaan
5. | Angkutan Pariwisata
6. | Angkutan Sewa
7. | Angkutan Taksi
PIMPINAN PERUSAHAAN / KOPERASI /
PERORANGAN ..cvmmmmmmammmna e
— (NamaJelas) e

1 Gubernur Propingi oo
2. Kepala Dinas Perhubungan / LLAJ Propinsi ..
3. Kepala Dinas Perhubungan / LLAJ Kota / Kabupmten

*) pilih yang sesuai



CONTOH 6 :

PENOLAKAN IZiN USAHA ANGKUTAN

GUBERNUR DKI JAKARTA / WALIKOTA .............. /| BUPATI ........... ¥

Nomor
Lampiran : :
Perihal . Penolakan Izin Usaha Angkutan Kepada
Yth. Pimpinan Perusahaan / Koperasi / Perorangan *)
di -
(domisili perusahaan)
Menunjuk surat permchonan Saudara Nomor ........ voveen... tanggal ... perihal
Permohonan Izin Usaha Angkutan, denga= ini kami sampalkan bahwa permohonan Saudara
tidak dapat disetujui dengan pertimbangan sebagai berikut
a.
b.
00 R e R A R S B G A I R P SR
O covmsnmsnmsrss s oS s e i A AR A S ot ek e on ERen Anraned So Tue orEe s IR SA e EE TR
Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.
GUBERNUR DKI JAKARTA /
WALIKOTA v FBUPATE oo ™)
Tembusan
1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat; (o)
2. Kepala Dinas Perhubungan / LLAJ Propinsi .............

3. Kepala Dinas Perhubungan / LLAJ Kota / Kabupaten ...............
*) pilih yang sesuai



CONTOH 7*

PERTIMBANGAN PERMOHONAN IZIN TRAYEK ANGKUTAN

PERTIMBARGAN PERMOHONAN
IZIN TRAYEK ANGKUTAN ANTAR KOTA ANTAR PROPINSI

Bahan untuk mempertimbangkan permohonan izin trayek bus :
Tanggal Permohonan
Nama Perusahaan
Mama Pimpinan
Alamat
Trayek yang dimohon
1. Jumlah perusahaan, jumlah bus dan jumlah rit yang
beroperasi melayani trayek yang dimohon
2. Data faktor muatan pada trayek yang bersangkutan
3. Pengaruh terhadap jenis pelayanan lainnya *
Kapasitas terminal yang disinggahi
Rencana jadwal perjalanan
Kelas jalan yang dilalui
Fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor atau pool
Fasilitas pemeliharaan atau perawatan kendairaan (jika

penggantian kendaraan sebutkan keterangan peruntukan
kendaraan lama)

NGO A

Demikian pendapat ini kami sampaikan untuk bahan pertimbangan lebih lanjut.

A.n. GUBERNUR PROPINSI .......covvviinrmiirnieninnn
Kepala Dinas Perhubungan / LLAJ ) Propinsi ................ o

Tembusan Yth.
1. Gubernur Propinsi ........c.cccoivviiieninn : RO O St rvr) |
2. Pimpinan PO.. ....coousrrssasiisiis Ol o mnnnara

*) pilih yang sesuai



Alamat lengkap

CONTOH 8 -

PERMOHONAN IZIN TRAYEK ANGKUTAN

NAMA PERUSAHAAN / KOPERASI / PERORANGAN *)

Nomor Telepon

Nomor
Lampiran
Perihal

. 1 (satu) berkas
. Permohonan Izin Trayek Angkutan d Kepada

Antar Kota Antar Propinsi (AKAP).

Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Darat
di-

Jakarta.

1. Mengacu kepada Pasal 41 ayat (2) UU No.14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan,
bersama ini kami dari PT. / Koperasi / Perorangan *) ..........c..ccocoeieinnnn. mengajukan
permohonan untuk memperoleh |zin Trayek Angkutan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP).

2. Adapun trayek dan jumlah bus yang akan diusahakan adalah :

NO URAIAN TRAYEK _ BUS Org) e

JUMLAH | KAPASITAS | JUMLAH

3. Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi
permohonan dimaksud yang terdiri dari :

Tao0owE

-

Salinan akte pendirian perusahaan dan perubahannya;
Salinan izin usaha angkutan;

Daftar kendaraan;
Salinan STNK (Surat Tanda Nornor Kendaraan) sesuai domisili perusahaan;

Salinan Buku Uji Kendaraan yang telah dilegalisasi pejabat teknis Dinas Perhubungan /
LLAJ Kota v / Kabupaten .............. =y

Gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai pemilikan atau penguasaan
tempat penyimpanan (pool) kendaraan,;

Bukti pemilikan atau penguasaan atau kerjasama dengan pihak lain untuk menyediakan
fasilitas pemeliharaan kendaraan,

Proposal pengoperasian bus untuk trayek angkutan antar kota antar propinsi (AKAP),
Pertimbangan permohonan izir trayek dari Kepala Dinas Perhubungan / LLAJ Propinsi
............. dan Kepala Dinas Perhubungan / LLAJ Propinsi .............. sesuai asal dar tujunn
trayek yang dimohon.



4, Apabila permohonan kami dapat disstujui, kami bersedia untuk menandatangani Surat Perjanjian
/ Kontrak Pelayanan Angkutan serta sanggup untuk melaksanakan semua ketentuan dan izin
taych anghulan sclambat-lambatnya 0 (enam) bulan setelah permohonan ini disetujui.

5. Demikian permohonan kami dan atas perkenan Bapak, kami ucapkan terima kesih.

PIMPINAN PERUSAHAAN / KOPERASI /
PERORANGAN ..

Materai Rp.6.C00,-

Tembusan (Nama Jelas)

1. Gubernur Propinsi .....................

2. Kepala Dinas Perhubungan / LLAJ Propinsi
3. Kepala Dinas Perhubungan / LLAJ Kota / Kabupaten
*) pilih yang sesuai



CONTOH 9

DOKUMEN IZIN TRAYEK ANGKUTAN

Conton 9.a.:
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
NOMOR ;... coocvsmmvirny: TAHUN G
TENTANG
IZIN TRAYEK ANGKUTAN ANTAR KOTA ANTAR PROPINSI
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,
Membaca : a. Surat permohonandariP.O. ................... i Lo A ——— F=T g To[o - PRSPPI :
b. Pertimbangan dari Gubernur Propinsi / Kepala Dinas Perhubungan / LLAJ
PIOPINGE - suussemmass AN ! [ {11 [1]s | | R, .
Propingl e sssnnninin s No. .......c...c......... tanggal .........................,
Menimbang : 8. DBAWE ...
D AW s T R R B T R
G DAIIWE oo s om0 R A D R e R A |
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 14 Tahun 1982 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran

Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
2. Peraturan Pemerintan Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomior 3527);

3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor .................... Tahun ............. tentang
4. Keputusan Menteri Perhubungan NOMO ................... Tahun ... tentang
5. Ke-putu'san Direk{ur-:Jendefai Pér-hutiﬁ-ngar-m Déral-Nomor TP I TIHNPITR (- 1) ¢ [2 |- | OB ——

MEMUTUSKAN:

dengan mencabut Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor .................. .........
tangoal....ocovsnmnsars tentang Izir Trayek Angkutan Antar Kota Antar Propinsi;

Menetapxan : 'KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG IZIN TRAYEK
ANGKUTAN ANTAR KOTA ANTAR PROPINSI

PERTAMA :  Memberikan izin trayek angkutan antar kota antar propinsi kepada :

a. Nama perusahaan

b. Nomor induk perusahaan

¢.  Nama pimpinan perusahaan :

d. Alamat perusahaan !
KEDUA : Masa berlaku Keputusan ini dari tanggal ................. sampai dengantanggal ................ oo
KETIGA :  Rincian daftar trayek, data kendaraan, dan jenis pelayanan yang dilayani sebagaimana

tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Pelaksanaan
Keputusan lzin Trayek Angkutan Antar Kota Antar Propinsi yang bersangkutan.

KEEMPAT : Lembar asli surat Keputusan ini diberikan kepada perusahaan yang bersangkutan.



KELIMA :  Pemegang izin trayek sebagaimana dimaksud Diktum Pertama harus memenuhi kewajiban
sebagaimana tercantum dibalik surat Keputusan ini.

KEENAM . Direktur Lalu Lintas dan Angkutan .!alan mengatur pelaksanaan Keputusan ini.

KETUJUH Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. .

Ditetapkan di . JAKARTA
Pada tanggal I omsing

A.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Tembusan Yth.
. Menteri Perhubungan; T
Direktur Jenderal Perhubungan Darat (sebagai laporan);
Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan;
inspektur Jenderal Departemen Perhubungan;
Gubemur Propinsh:asssasmivamaesy (sesuai domisili perusahaan).

RN



10.

11.

12.
13.

14,

16.

17.

18.
18.
20.

21:

KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN TRAYEK
ANGKUTAN ANTAR KOTA ANTAR PROPINSI

melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan perusahaan;

melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan;

melaporkan kegiaian operasional angkutan setiap bulan;

melunasi iuran wajib asuransi pertanggungan kecelakaan;

mengembalikan doxumen izin trayek setelah terjadi perubahan;
mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;

mengoperasikan kendaraan dilengkapi dokumen perjalanan yang syah yang terdiri dari kartu pengawasan,
surat tanda nomor kendaraan, buku uji dan tanda uji kendaraan termotor;

mengangkut penumpang sesuai kapasitas yang citetapkan;
mengoperasikan kendaraan sesuai izin trayek yang dimiliki;

mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan kendaraan sehingga tidak terjadi kecelakaan yang
mengakibatkan korban jiwa;

mengoperasikan kendaraan cadangan harus dilengkapi dengan kartu pengawasan kendaraan yang
digantikan;

mengoperasikan kendaraan dengan identitas sesiiai dengan ketentuan;
setiap izin insidentil hanya dapat digunakan untuk satu kali perjalanan pulang pergi;

mematuhi jadwal waktu perjalanan dan terminal singgah sesuai yang tercantum dalam kartu nengawasan;

. mematuhi wakiu kerja dan waktu istirahat pengernudi;

memperkerjakan pengemudi yang memenuhi persyaratan sesuai peraturar perundangan yang berlaku dan
merupakan pengernudi perusahaan bersangkutan;

menyelenggarakan peningkatan kemampuan dan keterampilan pengemudi secara berkala minimal 1 (satu)
tahun sekali oleh perusahaan;

melayani trayek sesuai izin trayek yang diberikan,

menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan;
mengoperasikan kendaraan sesuai dengan izin trayek yang dimiliki;
mematuhi ketentuan farif;

mematuhi ketentuan pelayanan angkutan.



Contoh 9.b. :

KEPUTUSAN DIRCKTUR JEUNDERAL PERHUBUNGAN DARAT
NOMOR:................... TAHUN ... ...

TENTANG

PELAKSANAAN KEPUTUSAN IZIN TRAYIZK ANGKUTAN ANTAR KOTA ANTAR PROPINSI

P.O.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

Membaca a. Surat permohonan dari P.O. ................... NO. ooveeinnnrrrsnnnenns tanggal ..
b. Pertimbangan dari Gubernur Propinsi / Kepala Dinas Perhubungan / LLAJ
BIopIngl . annnnaanvananmiins No:cwaig .. tanggal ..
PTOPINE s vimsssmmmsisymmminsne comivisi NO. s eimsemmsangs tanggal ..
Menimbang © 8. DBNWE ..o :
B DB s R R R T R R I T :
C. DEBRWE L. ;
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran
Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
2. Peraturan Pemerintah Nornor 41 Tahun 1983 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Tahuri 1993 Nomor 58, Tambanan Lembaran Negara Nomior 3527);
3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor ........................ Tahun ............. tentang
4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor ... Tahun ... tentang
5. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor .................... LT R
teptang lzin Trayek Angkutan Antar Kota Antar Propinsi;
MEMUTUSKAN:
dengan mencabut sebagian / mencabut seluruhnya / menyempurnakan Keputusan Direktur
Jenderal Perhubungan Darat Norfior ..................cco.c..... tangoal ;usossiieans tentang
Pelaksanaan lzin Trayek Angkutan Antar Koila Antar Propinsi;
Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG PELAKSANAAN
KEPUTUSAN IZIN TRAYEK ANGKUTAN AKAP P.O. . et
PERTAMA Untuk melaksanakan pelayanan pada trayek, Jumfah bus, Jumiah perjalanan dan sifat perjalanan
sebagai berikut :
TRAYEK BUS| RM | SIFAT TRAYEK BUS| RM [ SIFAT TRAYEK BUS| RM | SIFAT
KEDUA Masa beriaku Keputusan ini daritanggal ................. sampaidengantanggal ..........................
KETIGA Trayek-trayek tersebut di atas dilayani oleh kendaraan-kendaraan seperti tercantum dalam
lampiran surat Keputusan ini.
KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di . JAKARTA
Pada tanggal
A.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Tembusan Yth.
1. Menteri Perhubungan; (R L Ry (o Tt
2. Direktur Jenderal Perhubungan Darat (sebagai laporan);
3. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan,
4, Inspektur Jenderal Depariemen Perhubungan;
5. Gubemur Propinsi ... (sesuai domisili perusahaan).




Contoh 9.c.:

L.ampiran  Surat Keputusan
Direklur Jenderal Perhubungan Darat

tentang Pelaksanaan Keputusan lzin Trayek

Antar Kota Antar Propinsi

DAFTAR KENDARAAN Nomor
ANGKUTAN ANTAR KOTA ANTAR PROPINSI Tanggal :
PO o ;
NO mg_?g NOMOR NOUNJ?R MERK TAHUN Aﬁng KODE TRAYEK | KODE
URUT PENGAWASAN KENDARAAN | kenDARAAN | KENDARAAN [PEMBUATAN | 5oy | YANG DITUNJUK [PELAYANAN

-

—_—

Ditetapkan di . JAKARTA
Pada tanggal A SR

A.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Direktur Lalu Linras dan Angkutan Jalan




L o

i~
.

Contoh 9.d. :

KARTU PENGAWASAN NO. :
UNTUK MENGANGKUT PENUMPANG DENGAN MOBIL BUS UMUM

Berdasarkan SK Direktur Jenderal Perhubungan Darat tertanggal .......................... NOMOT oo
OlBN Lo s diberikan Kartu Pengawasan kepada PO. ...............................

yang dipimpin oleh ........................oo.dio L daritanggal .................... sampai dengan tanggal
dengan mempergunakan mobil bus umum untuk mengangkut penumpang pada trayek :

Untuk keperluan tersebut
dipergunakan mobil bus
sebagai berikut ;
Tanda Nomor Kendaraan @ ..........cceeeienn. A.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
Nomor Uji Kendaraan 5 Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Daya Angkut ¥ v Orang <
coveveinn... Kg. Barang
Kode trayek
Jenis / Sifat Pelayanan SE s sy (eveeeeriiiiiiieieeiei i)

DIbGAKER O cvisivicisisvisvivisnv VANGGAL csssisvmsnsrsssiversises

Kewagjiban perusahaan angkutan tercantum dibalik Kartu Pengav/asan ini.

JADWAL PERJALANAN KENDARAAN NO. INDUK : ............ ..... NOKEND. s NAMA PO lanannannnnungy

TEMPAT PERSINGGAHAN TIBA BERANGKAT TEMPAT PERSINGGAHAN TIBA BERANGKAT TEMPAT PERSINGGAHAN TIBA BERANGKA



CONTOH 10 :

SURAT KETERANGAN KONDISI DAN KOMITMEN USAHA

Alamat lengkap

NAMA PERUSAHAAN / KOPERASI / PERORANGAN ¥

Nomor Telepon

Nomor

Lampiran :

Perihal

1 (satu) berkas

. Keterangan Kondisi dan Kepada
Komitmen Usaha.
Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Darat
di-
Jakarta.
1. Melengkapi permohonan kami terdahulu melalui surat NO. ...............cccocvevvvinil tanggal

perihal Permohonan Izin Trayek Angkutan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP),

bersama ini disampaikan keterangan kondisi dan komitmen usaha dari perusahaan kami,

2. Keterangan kondisi dan kemitmen usaha perusziiaan kami sebagaimana dimaksud diatas adalah
sebagai perikut :

a.

Pengalaman perusahaan, meliputi :

1) Sejarah pendirian perusahaan.
2) Pengalaman pekerjaan di bidang angkutan.
3) Bidang pekerjaan / layanan jasa lain di luar bidang angkutan yang telah dan sedang

dilakukan.
Struktur perusahaan, meliputi :

1)  Struktur organisasi / manajemen perusahaan.
2) Struktur pembiayaan / permodalan.
3) Aset yang dimiliki dan / atau dikuasai, seperti kantor, bengkel dan kendaraan yang

dioperasikan.
4) Sistim pengumpulan pendapatan dan penggajian pegawai dan awak kendaraan.
Kualifikasi sumber daya manusid, meliputi :

1) Pelatihan yang pernah diikuti clen manajemen perusahaan, pegawai dan awak
kendaraan.

2) Sertifikasi yang dimiliki oleh perusahaan, pegawai dan awak kendaraan.

Rencana kerja pelayanan angkutan, meliputi

1) Trayek angkutan yang dimonon, termasuk jumlah bus dan rit yang akan dioperasikan.
2) Dasar pengajuan trayek angkutan, seperti survai, uji-coba, dan lain-lain.
3) Metodelogi yang digunakan dalam perumusan pengajuan trayek angkutan.

3. Demikian disampaikan untuk menjadi pertimbangan, atas perkenan Bapak, kami ucapkan terime
kasih.

PIMPINAN PERUSAHAAN / KOPERASI /
PERORANGAN. ..sowmsimmasssvmnasssmies

Materai Rp.6.000,-

(Nama Jelas)




CONTOH 11 :

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
SEBAGAI PEMEGANG IZIN TRAYEK ANGKUTAN

NAMA PERUSAHAAN / KOPERASI / PERORANGAN %

Alamat lengkap Nomor Telepon

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Nama perusahaan :
Jabatan '
Alamat

berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhusungan Darat No. ... weeeee... tanggal
.................... tentang Izin Trayek Angkutan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) bersarna ini kaml menystakan

kesanggupan terhadap hal-hal sebagai berikut :

1.  mentaati seluruh kewajiban yang tercantum dalam: Izin Trayek.

2. mengutamakan keselamatan penumpang, dan apabila kami terbukti tidak inemenuhi standar kesela.natan
dalam mengoperasikan kendaraan di jalan sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan
korban jiwa lebih dari 9 (sembilan) orang maka izin trayek/izin usaha kami dapat ditinjau kembali;

Demikian pernyataan kesanggupan ini saya buat dengan sesungguhnya dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari
siapapun juga, dan bersedia dikenakan sanksi apabila di kemudian hari ternyata tidak dapat memenuhi salah satu
atau seluruh pernyataan sebagaimana dimaksud diatas.

Mengetahui, e
(domisili perusahaan, tanggal-bulan-tahun)

A.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
Direktur l.alu Lintas dan Angkutan Jalan Yang membuat pernyataan,

~(Nama jelas)



CONTOH 12 :

FORMULIR LAPORAN REALISASI IZIN TRAYEK ANGKUTAN

Alamat lengkap

NAMA PERUSAHAAN / KOPERASI / PERORANGAN *

Nomor Telepon

Nomor
Lampiran :
Perihal : Laporan Realisasi izin Trayek Angkutan Kepada
Antar Kota Antar Propinsi (AKAP).
Ytr.  Direktur Jenderal Perhubungan Darat
di-
Jakarta
LAPORAN REALISASI ANGKUTAN ORANG
Nama perusahaan
NOMOr INdUK PTUSana@an: /7 s o s s e ey
Nama pimpinan perusahaan
Alamatl perusahaan
Form, : A-1
- 1
NO KOUE URAIAN TRAYEK PELAYANAN | JUMLAH PERJALANAN | JUMLAH PENUMPANG
TRAYEK BUS | RIT | IZIN | AKTUAL | % | IZIN | AKTUAL | %
PIMPINAN PERUSAHAAN / KOPERASI /
PERORANGAN .....oooiiiiiiieiieii e,
T (NamaJeIas} ........

1.  Gubernur Propinsi .....................;
2. Kepala Dinas Perhubungan / LLAJ Prcpms:
3. Kepala Dinas Perhubungan / LLAJ Kota / Kabupaten .......................

*) pilih yang sesuai




CONTOH 13 :

PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN TRAYEK ANGKUTAN

Nomor : JAKARE, ovvrennmenemmmrm s
Lampiran
Perihal : Penclakan Permohonan Kepada

1zin Trayek Angkutan AKAP.

Yth.
di
1. Menunjuk surat permohonan Saudara Nomor ........................... tanggal ......................
perihal oocoasemmmamaanns, bersama ini disampaikan bahwa kami tidak dapat

menganuikan / menyetujui permnhonan Saudara dengan pertimbangan sebagai berikut :

2. Demikian untuk menjadikan maklum.

A.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Ternbusan Yth.
Menteri Perhubungan; Uonvsmasnrsnnusnsinnesias )

Direktur Jenderal Perhubungan Darat (sebagai laporan);

Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan;

Inspektur Jenderal Departemen Perhubungan;

Gubermnur Propinsi .......ccceveiviveninniiinan (sesuai domisili perusahaan).

AL



Nomor
Lampiran
Perihal

Tembusan Yth.

Menteri Perhubungan;, {oooorrernniennsessenisnnninnssgeiniasnas: )
Direktur Jenderal Perhubungan Darat (sebagai lapuran);

Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan;

Inspektur Jenderal Departemen Perhubungan;

Gubemur Propins! .. ..«essssvsesvassss (sesuai domisili perusahaan).

e 3R

CONTOH 14 :

PERSETUJUAN PERMOHONAN IZIN TRAYEK ANGKUTAN

]

Persetujuan Permohonan Kepada
1zin Trayek Angkutan AKAP.

Yth. Kepala Dinas Perhubungan / LLAJ
PTOPINST wivienpimepnmnmssras
(domisili perusahaan)

di
Memperhatikan surat permohonan Saudara Nomor ....... csssvisesaes: | 1ANG@Al
...................... perinal ussnnesnowsisasy atas nama PO
berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No
tanggal ..........coceenenn tentang Penetapan Kebutuhan Kendaraan Angkutan AKAP dengan

ini disampaikan bahwa pada prinsipnya dapat disetujui permohonan izin trayek /
penambahan trayek / penambahan kendaraan *) , padatrayek .............................. ...

Sehubungan dengan butir 1 tersebut diatas, kepada yang bersangkutan diminta untux :
a. melengkapi surat pertimbangan dari Gubernur .........................

b. data kendaraan berupa salinan STNK dan Buku Uji;

Apabila dalam waktu 6 (enam) tulan sejak tanggal surat ini diterbitkan tidak direalisasikan,
maka terhadap persetujuan tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi dan tidak dapat
dipindahtangankan.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

111



CONTOH 15 ;
IZIN INSIDENTIL

IZIN INSIDENTIL
NO. oo oo

1.  Memperhatikan
a. Undang-undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
b. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1993 teniang Angkutan Jalan;
c. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. ...... Tainun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang
di Jalan dengan.<endaraan Umum.

2. Atas permohonan yang diajukan oleh PO. : o | ERpom— . diberikan IZIN
INSIDENTIL kepada perusahaan tersebut untuk memberikan pelayanan angKulan dengan data- data sebagai

berikut
..+ NOMOR Kﬁﬂbﬁ\hhw‘ « ' {NOMOR KARTUPENGAWASAN '

MAKSUD PERJALANAN

'KAPASITAS TEMPAT DUDUK + ASAL PERJALANAN

MASA'BERLAKY ' TUJUAN PERJALANAN

3. lzin Insidentil diberikari dengan ketentuan

a. dilarang mengangkut penumpang selain dari maksud di atas;

b. izin berlaku untuk 1 (satu) kali perjalanan sampai dengan tanggal yang aitentukan diatas dan tidak dapat
diperpanjang;

c. izin insidentil ini harus dikembalikan kepada pejabat pemberi izin insidentil setelah dipergunakan;

d. pemegang izin wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN / LLAJ PROPINSI ... ]
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA / KABUPATEN .................. ... 9
( )

Tembusan Yth.

1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat,

2. Gubernur Propinsi ........c.covvevvviieiieneeneainnnn
(domisili perusahaan dan daerah yang dilalui);

3. Kepala Dinas Perhubungan / LLAJ Propinsi ................ooccooin
(domisili perusahaan dan daerah yang dilalui).

*) pilih yang sesuai



CONTOH 16 :
PERTIMBANGAN PERMOHONAN IZIN OPERASI ANGKUTAN

PERTIMBANGAN PERMOHONAN
IZIN OPERASI ANGKUTAN PARIWISATA

Bahan untuk mempertimbangkan permohonan izin operasi angkutan :
Tanggal Permohonan
Nama Pertisahaan
Nama Pimpinan
Alamat
1. Jumlah perusahaan dan jumlah kendaraan yang beroperasi
melayani wilayah operasi yang dimohon

2. Data faktor penggunaan kendaraan pada wilayah operasi
yang bersangkutan

3. Pengaruh terhadap jenis pelayanan lainnya

4. Fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor atau pool

5. Fasilitas pemeliharaan atau perawatan kendaraan (jika
penggantian kendaraan sebutkan keterangan peruntukan
kendaraan lama)

Demikian pendapat ini kami sampaikan untuk bahan pe:timbangan lebih lanjut.

....................................................

A.n. GUBERNUR PROPINSI ........

Kepaia Dinas Perhubungan / LLAJ %) PI’OpInSI

Tembusan Yth.

1. Gubernur Prapinsi .......oiiaeisiviaiis : Consunmarmsmnn s s
2. PHnpingrPel ooy di v

*) pilih yang sesuai




Alamat lengkap

CONTOH 17:
PERMOHONAN IZIN OPERASI ANGKUTAN

NAMA PERUSAHAAN / KOPERASI / PERORANGAN ¥

Nomor Telzpon

Nomior

Lampiran :

Perihal

..................................................

1 (satu) berkas

. Permohonan lzin Operasi Kepada
AOORUMIN . oo
Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Darat
di-
Jakarta

1. Mengacu kepada Pasal 41 ayat (2) UU No.14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan dan Pasai 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan,
bersama ini kami dari PT. / Koperasi / Perorangan *) ..............cc.cccoeiunnn. mengajukan
permohonan untuk memperoleh |zin Operasi Angkutan Taksi Jabotabek / Pariwisata *).

2. Adapun wilayah operasi dan jumlah kendaraan yang akan diusahakan adalah :

NO WILAYAH OFPERASI KENDARAAN (Org)

JUMLAH KAPASITAS

3. Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk meler.gkapi
permohonar dimaksud yang terdiri dari .

Paoow®

e

Salinan akte pendirian perusahaar dan perubahannya;

Salinan izin usaha angkutan;

Daftar kendaraan;

Salinan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sesuai domisili perusahaan;

Salinan Buku Uji Kendaraan yang telah d;legahsam pejabat teknis Dinas Perhuburgan /
LLAJ Kota ....oovvnnne / Kabupaten ..

Gambar lokasi dan bangunan serta sural kelerangan mengenai pemilikan atau pengua4saan

tempat penyimpanan (pool) kendaraan,; _ .
Bukti pemilikan atau penguasaan atau kerjasama dengan pihak lain untuk menyediakan

fasilitas pemeliharaan kendaraan,;

Proposal pengoperasian kendaraan untuk angkutan Taksi Jabotabek / Sewa / Panwisata °);

Perlimbangan permohonan izin operasi dari Kepala Dinas Perhubungan / LLAJ Propinsi
- .. sesuai domisili perusahaan.



4. Apabila permohonan kami dapat disetujui, kami bersedia untuk menandatangani Surat Perjanjian
/ Kontrak Pelayanan Angkutan serta sanggup untuk melaksanakan semua ketentuan dan izin

vperasi angkutan selambpat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah permohonan ini disetujui.
5. Demikian perrnohonan kami dan atas perkenan Bapak, kami ucankan terima kasih.

PIMPINAN PERUSAHAAN / KOPERASI /
PERORANGAN

Materai Rp.6.000,-

Tembusan

1. Gubarmur Propingl ......c.o i

2. Kepala Dinas Perhubungan / LLAJ Prop|n3| ........................
3. Kepala Dinas Perhubungan / LLAJ Kota / Kabupateri ........................
*) pilih yang sesuai



Contoh 18.a.

Membaca

Menimbang :

Mengingat

Menetapkan :

PERTAMA

KEDUA
KETIGA

KEEMPAT
KELIMA

CONTOH 18 :
DOKUMEN IZIN OPERASI ANGKUTAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
MOMOR : ......coocioiiina TAHUN .........

TENTANG -

IZIN OPERASI ANGKUTAN ......cocvviiiiiinnninnnnannns

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

a. Surat permohonan dari ................cceeeevs NG e 1amgal . .omensmsann 2
b. Pertimbangan dari Gubernur Propinsi / Kepala Dinas Perhubungan / LLAJ

PrOPIOSE cosnmaanenanmm ey NG sotangaalesaesns s ]
T L I I T b ane e e bt e s s ;
D BB oo sams s e e R A T R B R A T .
. BRI Lo :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran
Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);

2. Peraturan Pemerintan Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Tahun 1993 Nomor 59, Tambanhan Lembaran Negara Nomor 3527);

3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor ....................... Tahun ............. tentang
4. Keputusan Menteri Perhubungan NOMOF .................... Tahun ... tentang
5. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor ..................... anggal ..o aae

MEMUTUSKAN:

dengan mencabut Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor
tenggal s tentang lzin Operasi Angkutan ...................;

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG IZIN OPERASI
ANGIKUTAN ...... O

Memberikan izin operasi angkutan ..................... kepada :
a. Nama perusahaan

b. Nomor induk perusahaan

c. Nama pimpinan perusahaan :

d. Alamat perusahaan 2

Masa berlaku Keputusan ini dari tanggai ................. sampaidengantanggal .................. .......

Rincian daftar kendaraan tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat
tentang Pelaksanaan Keputusan Izin Opsrasi Angkutan ...................... yang bersangkutan.

Lembar asli surat Keputusan ini diberikan kepada perusahaan yang bersangkutan.

Pemegang izin operasi sebagaimana dimaksud Diktum Pertama harus memenuhi kewajiban
sebagaimana tercantum dibalik surat Keputusan ini.



KEENAM . Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur pelaksanaan Keputusan ini.

LcTugul [{eputusan ini beilahu ocjah lanyygal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal 3 e

A.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Tembuszan Yth.
Menteri Perhubungan;, (nunnsnneunsErR)
Direktur Jenderal Perhubungan Darat (sebagai laporan);
Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan;
Inspektur Jenderal Departemen Perhubungan,

Gubernur Propinsi ....cccceceevviieinien s (sesuai dornisili perusahaan).

S":"S-"!\’r‘l



10.

11.

12.
13.

14.

16.

16.
17.
18.
19.

20.

KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN OPERASI ANGKUTAN .............coovnnnnnn.

melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan perusahaan;

melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan;

melaporkan kegiatan uperasional angkutan setiap bulan;

meiunasi iuran wajib asuransi pertanggungan kecelakaan;

mengembalikan dokumen izin operasi setelah terjadi perubahan;
mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;

mengoperasikan kendaraan dilengkapi dokumen perjalanan yang syah yang terdiri dari kartu pengawasan, .
surat tanda nomor kendaraan, buku uji dan tanda uji kendaraan bermotor;

merngangkut penumpang sesuai kapasitas yang ditetapkari,
mengoperasikan kendaraan sesuai izin operasi yang dimiliki, ‘

mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan kendaraan sehingga tidak terjadi kecelakaan yang
mengakibatkan korban jiwa;

mengoperasikan kendaraan cadangan harus dilengkapi dengan kartu pengawasan kendaraan yang
digantikan,

mengoperasikan kendaraan dengan identitas sesuai dengan ketentuan;
mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi;

memperkerjakan pengemudi yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan
merupakan pengermudi perusahaan bersangkutan,;

menyelenggarakan peningkatan kemampuan dan keterampilan pengemudi secara berkala minimal 1 ‘satu)
tahun sekali oleh perusahaan;

beroperasi pada wilayah operasi sesuai dengan izin yang diberikan;
rnenaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan;
mengoperasikan kendaraan sesuai dengan izin operasi yang dimiliki;
mematuhi ketentuan tarif;

mematuhi ketentuan pelayanan angkutan.



Contoh 18.b.

KCPUTUSAN DIREKTUR JENUERAL PERHUBUNGAN DARAT
NOMOR: .................... TAHUN ...

TENTANG

PELAKSANAAN KEPUTUSAN IZIN OPERASI ANGKUTAN ......covvvvvereiiiiininnn,

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

Membaca a. Surat permohonandari..............c.......... NO. .o tanggal ..
b. Per(lmbangan dari Gubernur Propinsi / Kepala Dinas Perhubungan / LLAJ
PrOPINST = i i issmmenmensnsnens NO. .o, tanggal .......................... i
Memimbang & 8. BBWE i T Vi b e e s be e s v e st e s g e e A e e K e :
B, DRAWNE ooismmmns amens s G A S R N S T A S S e s
G DB W s S T . S iU N i i s e e o s A A R b s |
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran
Negara Tahun 1992 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Tahun 1993 Nomor 59, Tambanan Lembaran Negara Nomor 3527);
3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor .................. ... Tahun ............. tentang
4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor ....................... Tahun ............. tentang
5. Keputusan Direkur Jenderal Perhubungan Darat Nomor ..................tanggal .. .. ...

tentang lzin Operasi Angkutan ..................
MEMUTUSKAN:
dengan mencabut sebagian / mencabut seluruhnya / menyempurnakan Keputusan Direktur

Jenderal Perhubungan Darat Nomor ........................... tanggal ..................... tentang
Pelaksanaan lzin Operasi Angkutan ............... :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG PELAKSANAAN

KEPUTU SAN IZIN OPERASI ANGKUTAN ..o 1 5 I

PERTAMA :  Untuk melaksanakan pelayanan angkutan ...................... s&sual lzin Operam Angkutan
Pariwisata yang diberikan dengan jumiah kendaraan ............................ mobil bus.

KEDUA . Masa berlaku Keputusan ini dari tanggal ................. sampaidengantanggal ..........................

KETIGA : lzin operasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama dilayani oleh kendaraan
sebagaimana tercantum dalam lampiran surat Keputusan ini.

KEEMPAT : Lembar asli surat Keputusan ini diberikan kepada perusahaan yang bersangkutan.

KELIMA :  Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur pelaksanaan Keputusan ini.

KEENAM :  Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan dalam penetapannyz akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di 1 JAKARTA

Pada tanggal IR _
A.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Tembusan Yth.

Menteri Perhubungan; [T UTTTRIR |
Direktur Jenderal Perhubungan Darat (sebagai laporan);

Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan;

Inspektur Jenderal Departemen Perhubungan;

Gubemnur Propinsi s (sesuai domisili perusahaan).

R



Contoh 18.c.

Lampiran  Surat Keputusan

Direktur Jenderal Perhubungan Darat
tentang Pelaksanaan Keputusan lzin Operasi
ANGRUTBIN oo vmssmn smnsvomss

DAFTAR KENDARAAN Nomor :

ANGKUTAN ...ccoovvviniiriinnnn Tanggal :

- & S

NO ﬁg?g NOMOR - MERK TAHUN | DAYA FASILITAS

Ditetapkan di : JAKARTA
) Pada tanggal % en A R R
A.n. DIREKTUR JENDEPAL PERHUBUNGAN DARAT

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan




Contoh 18.d.

HARTU FENGAWADAN ANGF:UTAN .......ovvnninnn

NOMOR :
Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhabungan Darat NOMOr ..............ooooooiiviivinieinni, tanggal
S tentang lzin Operasi Angkutan Pariwisata, kepada ................................................ yang dipimpin
OleN oo i diberikan Kartu Pengawasan yang berlaku dari
tanggal s sampai dengan tanggal ..................... dengan mempergunakan mobil bus umum untuk

keperiuan mengangkul wisatawan atau keperluan lain sesuai jenis pelayanan yang diizinkan.

Kewajiban yang harus dipenuhi oleh Perusahaan Angkutan adalah sebagaimana tercantum dibalik Kartd
Pengawasan ini.

Diberikan di

Pada tanggal
Untuk keperluan tersebut A.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
dipergunakan mobil bus umum Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

sebagai berikut :

Tanda Momor Kendaraan @  ....coccovvveiineniiiinnnnnn
Nomor Uji Kendaraan @ ...
Daya Angkut B anpsansseicatis Orang




CONTOH 19:
SURAT KETERANGAN KONDISI DAN KXOMITMEN USAHA

NAMA PERUSAHAAN / KOPERASI /| PERORANGAN *)

Alamat lengkap Nomor Telepon

Nomor ‘
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal . Keterangan Kondisi dan Kepada

Komitmen Usaha.
Yth.  Direktur Jenderal Perhubungan Darat

di-
Jakarta.
1. Meiengkapj permohonan kami terdahulu melalui surat No. .................. . tanggal
. perihal Permohonan l|zin Operasi Angkutan .......... <oeenes, bErsama

ini dlsampa:kan keterangan kondisi dan komitmen usaha dari perusahaan karnl

2. Keterangan kondisi dan komitmen usaha perusahaan kami sebagaimana dimaksud diatas adalah
sebagai berikut :
a. Pengalaman perusahaan, meliputi :
1) Sejarah pendirian perusahaan.
2) Pengalaman pekerjaan di bidang angkutan.
3) Bidang pekerjaan / layanan jasa lain di luar bidang angkutan yang telah dan sedanl
dilakukan.

b. Struktur perusahaan, meliputi :

1) Struktur organisasi / manajemen perusahaan.
Struktur pembiayaan / permodalan.
3) Aset yang dimiliki dan / atau dikuasai, seperti kantor, bengkel dan kendaraan yang

dioperasikan.
4) Sistim pengumpulan pendapatan dan penggajian pegawai dan awak kendaraan.

c. Kualifikasi sumber daya manusia, meliputi :

1) Pelatihan yang pernah diikuti oleh manajemen perusahaan, pegawai dan awak
kendaraan.
2) Sertifikasi yang dimiliki oleh perusahaan, pegawai dan awak kendaraan.
d. Rencana kerja pelayanan angkulan, meliputi :

1) Trayek angkutan yang dimohon, termasuk jumlah bus dan rit yang akan dioperasikan.
2) Dasar pengajuan trayek angsutan, seperti survai, uji-coba, dan lain-lain.
3) Metodelogi yang digunakan dalam perumusan pengajuan trayek angkutan.
4. Demikian disampaikan untuk menjadi pertimbangan, atas perkenan Bapak, kami ucapkan terima
kasih.
PIMPINAN PERUSAHAAN / KOPERASI /
PERORANGAN ..

Materai Rp.6.000,-

(Nama Jelas)




CONTOH 20 :

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
SEBAGAI PEMEGANG !ZIN OPERASI ANGKUTAN

NAMA PERUSAHAAN / KOPERASI / PERORANGAN *)

Alamat lengkap Nomor Telepon

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .
Nama perusahaan :
Jabatan g
Alarnat

berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. taggal
.................. tentang lzin Operasi Angkutan ............................, bersama ini kami menyatakan

kesanggupan terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. mentaati seluruh kewajiban yang tercantum dalam IzinOperasi.

2. mengutamakan keselamatan penumpang, dan apabila kami terbukti tidak memenuhi standar keselarnatan
dalam mengoperasikan kendaraan di jalan sehingga menyeoabkan terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan
korban jiwa lebih dari 9 (sembilan) orang maka izin trayek/izin usaha kami dapat ditinjau kembali;

Demikian pernyataan kesanggupan ini saya buat dengan sesungguhnya dalam keadaan sadar tanpa paksaai dari
siapapun juga, dan bersedia dikenakan sanksi apabila di kemudian hari ternyata tidak dapat memenuhi salah satu

atau seluruh pernyataan sebagaimana dimaksud diatas.

Mengetanui,
(domisili perusahaan, tanggal-bulan-tahun)
A.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Yang membuat pernyataan,

(Nama jelas)




FORMULIR LAPORAN REALISASI IZIN OPERASI ANGKUTAN

Alamat 'engkap

CONTOH 21

MNAMA PERUSAHAAN /| KOPERASI / PERORANGAN *)

Nomor Telepon

Nomor
Lampiran :
Perihal . Laporan Realisasi |zin Operasi Kepada
Angkutan ...
Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Darat
di-
Jakarta.
LAPORAN REALISASI ANGKUTAN ORANG
MNaina perusahaan
Nomor induk perusahaan
Nama pimpinan perusahaan
Alarnat perusahaan
TANGGAL SEWA JUMLAH i
NO |\ ENDARAAN| SITAS | MULA | AKHiR | FARI | PNP TUJUAN SEWA/ HARI
SEWA | DIANGKUT
PIMPINAN PERUSAHAAN / KOPERASI /
PERORANGAN ..
Tembusan {Nama Je]as)

o

Gubernur Propinsi
2. Kepala Dinas Perhubungan / LLAJ Propmsn

3. Kepala Dinas Perhubungan / LLAJ Kota / Kabupaten

*) pilih yang sesuai




CONTOH 22 :

PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN OPERASI ANGKUTAN

Nomor : BB, «ovonmamiii s
Lampiran
Perihal : Penolakan Permohonan lzin Operasi Kepada

ANARMEN ooy comesnege iz,

. Yth.
. di
1. Menunjuk surat permohonan Saudara NOMOr .............cc.vveevennnn, 1177 [o - | E
patihal oonnainsnenana bersama ini disampaikan bahwa kami tidak dapat

mengabulkan / menyetujui permohonan Saudara dengan pertimbangan sebagai berikut :

2, Demikian untuk menjadikan maklum.

A.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Tembusan Yth.

Menteri Perhubungan; T |
Direktur Jenderal Perhubungan Darat (sebagai laporan);

Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan;

Inspektur Jenderal Departemen Perhubungan;

Gubarmntr Propinsl ... (sesuai domisili perusahaan).

el



CONTOH 23 :
FERSETUJUAN PERMOHONAN IZIN OPERASI ANGKUTAN

Momor ; JEKERA, oavineassn e
Lampiran
Perihal . Persetujuan Permohonan Kepada
Izin Operasi
ANGKUEBI , i Yth. Kepala Cinas Perhubungani LLAJ
Propinsi .. )
(domusili perusanaan)
di
1. Memperhatikan surat permchonan Saudara Nomor ... tanggal -
N PerhEl s s atas nama PO ..........................
berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. ........................
bENgREL e tentang Penetapan Kebutuhan Kendaraan Angkutan
dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya dapat disetujui permohonan izin operas; !
penarnbahan kendaraan *), dengan jumlah armada ................. unit kendaraan.

2. Sehubungan dengan butir 1 tersebut diatas, kepada yang nersangkutan diminta untuk :

a. melengkapi surat pertimbangan dari Gubernur ............................ ;
b. data kendaraan berupa saiinan STNK dan Buku Uji;

3. Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat ini diterbitkan tidak direalisasikan,
maka terhadap persetujuan tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi dan tidak dapat
dipindahtangankan.

4. Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Tembusan Yth.

Menteri Perhubungan; TP STTTTTTTTIN |
Direktur Jenderal Perhubungan Darat (sebagai lajyoran);

Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan;

Inspektur Jenderal Departemen Perhubungan;

Gubernur Propinsi ........c.cccccoveeeeninnnen, (sesuai demisili perusahaan).

LARg o6 bl

MENTERI PERHUBUNGAN
ttd

AGUM GUMELAR, M.Sc.
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepaia Qo um dan KSLN

JCT

ALO NUGROHO
. 120 105 102



t/

LAMPIRAN [V KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

Nomor : KM 35 Tahun 2003
Tanggal : 20 Agustus 2003
CONTOH :
TANDA BUKTI PEMBAYARAN
KARCIS ANGKUTAN ANTAR KOTA ANTAR PROPINSI
Nomor Karcis : NAMA PERUSAHAAN ANGKUTAN
Alamat
. Nomor telpon
Alamat Perwakilan & Nomor Telpon : Trayek :
-  JAKARTA - SEMARANG - SURABAYA
ol 1- 11| e - - r—
Tata Tertib Angkutan : Narna penumpang
-~ Penumpang yang tidak memiliki karcis | Alamat N R S R
vang sah dan tidak melunasi pemba-
yaran ongkos angkutan, awak kenda- | Asal/ Tujuan R T e i AR I b PO
raan berhak untuk mengeluarkan | Tanggal keberangkatan @ ...
penumpang tersebut dari kendaraan | Nomor Kendaraan
sesuai Pasal 43 UU LLAJ No.14 Tahun
1992.
- Barang milik penumpang yang ada BUS
pada kendaraan dengan sepengetahu-
an awak kendaraan dan penempatan- No. Urut @ .......
riya diatur oleh awak kendaraan, bila
terjadi kerusakan atau kehilangan No. Kursi @ ......

rnenjadi tanggung jawab perusahaan.
Penumpang harus mematuhi ketentu-
an dalam bus oleh awak kendaraan
untuk menjaga ketertiban, kelancaran
dan keamanan perjalanan.
Penumpang berhak menegur awak
kendaraan apabila dalam menjalankan
kendaraannya mengancarn kKeselama-
tan penumpang atau pengguna jasa
angkutan lainnya.

MENTERI PERHUBUNGAN
ttd

AGUM GUMELAR, M.Sc.

Salinan sesuaj dengan aslinya




LAMPIRAN V KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

Nomor ;KM 35 Tahun 2003
Tanggal : 20 Agustus 2003
5
CONTOH :

BENTUK EVALUASI KINERJA
PERUSAHAAN ANGKUTAN

Formulir Pemeriksaan Kelengkapan Administratif dan Kondisi Fisik Perusahaan (PU-01).

FORM PU-01
Nama Perusahaan : Nama Pemeriksa
Nomor Induk Perusahaan NIP Pemeriksa
Alamat Perusahaan : Tanggal Pemeriksaan
Nama Pimpinan :
NO ASPEK HASIL PEMERIKSAAN KETERANGAN
A. | ACMINISTRATIF :
1. lzin Usaha Angkutan Nomor SK :
Masa berlaku :
Pejabat yg menerbitkan :
2. lzin Trayek / Ogerasi Nomor SK :
Angkutan Masa berlaku .

Pejabat yg menerbitkan :
Jumlah kend yg diizinkan :

B. PRASARANA :
1. Kantor Luas (m2) .

Kondisi :

Fasilitas / perzlatan yg tersedia, jumiah dan kondisinya :

2. Pocl kendaraan Luas (m2) :
Kondisi :
Fasilitas / peraiatan yg tersedia, jumlah dan kendisinya :

3. Bengxel kendaraan Luas (m2) :
Kondisi : 3
Fasilitas / peralatan yg tersedia, jumlah dan kcndisinya :

C. | SUMBER DAYA MANUSIA :

1. Bagian administratif Jumlah (org) :
Pengalaman :
Pendidikan :

2. Bagian teknik Jumilah (org) :
Pengalaman :
Pendidikan :

3. Bagian operasional Jumlah (org) :
Pengalaman :
Pendidikan :




NO ASPEK HASIL PEMERIKSAAN KETERANGAN
4 Awak kendaraan Jumlah pengsmudi (org) .
Pengalaman :
Pendidikan :
Jumlah pembantu pengemudi / kondektur (org) :
Pengalaman :
Pendidikan :
5. Sistim rekrutmen pegawai :
dan awak kendaraan
D. KESELAMATAN :
1. Pelatihan manajemen Nama pelatihan :
perusahaan Tanggal pelatinan :
Penyelenggara pelatihan :

Jumlah pegawai yg diikutkan :

2. Pelatihan pengemudi
angkutan

Nama pelatihan :

Tanggal pelatihan :
Penyelenggara pelatihan :
Jumlah pegawai yg diikutkan :

3. Kecelakaan lalu lintas

Jumlah kejadian kecelakaan :
Tanggal kejadian kecelakaan :
Jumlah korban (MD, LB, LR) :
Jumilah kerugian materiil :

Pimpinan Perusahaan,

Pemeriksa




Formulir Pemeriksaan Kelengkapan Administratif dan Kondisi Fisik Kendaraan (PU-02).

Nama Perusahaan
Nomor Induk Perusahiaan

Nama Pemeriksa

NIP

Pemeriksa

| FORM PU-02

Trayek Tanggal Femeriksaan
Kode Trayek
LBmbar ... oo dari.......
NOMOR NOMOR MERK NOMOR HABIS
NO TAHUN | KAPASITAS KARTU MASA KETERANGAN
KENDARAAN uJi KENDARAAN PENGAWASAN BERLAKU :

Fimpinan Perusahaan,

Pemeriksa




Formulir Pemeriksaan Kelengkapan Administratii dan Kondisi Fisik Awak Kendaraan (PU-03).

Nama Perusanaan

Nomor Induk Perusahaan
Jumlah Pengemudi

Jumlah Pembantu Pengemudi

Nama Pemeriksa
NIP Pemeriksa
Tanggal Pemeriksaan

Lembar .......... dari..
STATUS PENGALAMAN |  JUMLAH PELANGGARAN
NO NAMA (Pengemudi/ | “gpy> | SBG: AWAK KETERANGAN
Pembantu) KENDARAAN | LALU LINTAS [PERUSAHAAN
(Tahun)
Pimpinan Perusahaan, Pemeriksa,
NIP.

Salinan sesuaj dengan aslinya
Kepala ﬁm ukum dan KSLN

MENTERI PERHUBUNGAN
ted

AGUM GUMELAR, M.Sc.



LAMPIRAN VI KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

Nomor  : KM 35 Tahun 2003
Tanggal : 20 Agustus 2003
CONTOH 1 :

PERINGATAN PELANGGARAN IZIN TRAYEK / OPERASI ANGKUTAN )

Nomor
Lampiran
Perihal

Tembusan Yth :

Menteri Perhubungan;

Direktur Jenderal Perhubungan Darat (sebagai laporan);
Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan;

Inspektur Jenderal Departemen Perhubungan;

Gubernur Propinsi ...................... (sesuai domisili perusahaan)

i s e

Peringatan atas Pelanggaran Kepada :
Izin Trayek / Operasi Angkutan *)
Yth. Pimpinan Perusahaan ......................
di-

(sesual domisili perusahaan)

Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Dinas Perhubungan / LLAJ Provinsi /
Kabupaten £ Kota .o dengan surat nomor ..................... tanggal
...................... tentang pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan Saudara dalam
pengoperaSJan armada untuk pzlayanan orang berupa :

Jenis Pelanggaran
Tanggal
Nomor Kendaraaan

a
b.
c.
d. Akibat pelanggaran

Berdasarkan pelanggaran butir 1 tersebut diatas, dalam rangka tertib administrasi dengan ini

kami berikan sanksi administratif berupa peringatan Pertama / Kedua / Ketiga *) agar
Saudara tidak melakukan perbuatan serupa di masa yang akan datang.

Demikian untuk menjadi perhatian Saudara.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN / LLAJ
PROPINSI / KABUPATEN / KOTA . ;

ttd.

A



Menimbang

Mengingat

Memperhatikan

Menetapkan
PERTAMA

KEDUA
KETIGA

KEEMPAT

Tembusan Yth.

Sl e

CONTOH 2 :

PEMBEKUAN IZIN TRAYEK ANGKUTAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
NOMOR:: .....oooviiesvmns TAMUN G

TENTANG

PEMBEKUAN IZIN TRAYEK ANGK.UTAN ANTAR KOTA ANTAR PROPINSI

PO il e

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

bahwa dst.

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(l.embaran Negara Tahun 1992 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran
Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);

3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor ........................ Tahun ......... ... tentang
4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor ..................... Tahun ... tentang
5. Keputusar Dirskilr Jendorsl PerubURGSN: DRIBE NOMOE ecorssussomnss G31GGE
1. dst; \
2, dst.

MEMUTUSKAN:

Menjatuhlcan sanksi administratif kepada P.O. . Coie... dErUpa
pembekuan izin trayek terhadap sebagian / seluruh Kendaraan sebagaimana tersebut pada

lampiran surat Keputusan ini.
Masa herlaku pembekuan ini dari tanggal ................. sampai dengan tanggal ...................

Kepala Dinas Perhubungan Propinsi dan Kepala Dinas Perhubungan Kota / Kabupaten
sesuai domisili perusahaan angkutan, melaksanakan dan mengawasi Keputusan ini serta
melaporkannya kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Keputusan ini mulai berlaku sej:k tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudiarn
hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana

rmestinya.

Ditetapkan di . JAKARTA
Pada tanggal L
A.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menteri Perhubungan; TN Tl
Direktur Jenderal Perhubungan Darat (sebagai lagoran);

Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan;

Inspektur Jenderal Cepartemen Perhubungan;

Gubernur Propinsi .......ccooiiiiiniiin i (sesuai domisili perusahaan).




Menimbang

Mengingat

Memperhatikan

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

Tembusan Yth.

Ok R =2

CONTOH 3 :

PENCABUTAN I[ZIN TRAYEK ANGKUTAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAI. PERHUBUNGAN DARAT

NOMOR: ................... TAHUN ........

TENTANG

PENCABUTAN IZIN TRAYEK ANGKUTAN ANTAR KOTA ANTAR PROPINS|

bahwa dst.

PO s

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

1.* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran
Negara Tahun 1893 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);

3. Keputusan Menteri Perhuburigan Nomor ........................ Tahbn e tentang
4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor ..................... Tahun ............ tentang
5, Koputosan Dirsktur Jendeval Perubungan Darst NOMOF ..ocusersure tanggal
1. dst;

3. ost

MEMUTUSKAN:

Menjatuhkan sanksi administratif kepada P.O. . . berupa

pencabutan izin trayek terhadap sebagian / seluruh kendaraan sebagmmana Ieraebut pada
lampiran surat Keputusan ini.

Kepala Dinas Perhubungan Propinsi dan Kepala Dinas Perhubungan Kota / Kabupaten
sesuai domisili perusahaan angkutan, melaksanakan dan mengawasi Keputusan ini serta
melaporkannya kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Menteri Perhubungan;

Direktur Jenderal Pernubungan Darat (sebagai laporan);
Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan;
Inspektur Jenderal Departemen Perhubungan;

Gubernur Propinsi

Ditetapkan di . JAKARTA
Pada tanggal I —
A.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

(sesuai domisili perusahaan).



Menimbang

Mengingat

Memperhatikan

Menetapkan
PERTAMA

KEDUA
KETIGA

KEEMPAT

Tembusan Yth.

O LoD

CONTOH 4 :
PEMBEKUAN IZIN'OPERASI ANGKUTAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

NOMOR: ................. TAHUN ...
TENTANG
PEMBEKUAN IZIN OPERAS! ANGKUTAN .....cccoovvvneeiinnnnnnns
P.O. .

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,
bahwa dst.

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran
Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527):

7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor ........................ Tahtn: s tentang
8. Keputusan Menteri Perfubungan Nomor ... Tahun ......... tentang
9. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat NOMOT s tanggal
1. dst:

4, dst.

MEMUTUSKAN:

Menjatuhkan sanksi administratif kepada P.O. . . berupa

pembekuan izin operasi terhadap sebagian / seluruh kenda. aan sebagalmana tersebut pada
larnpiran surat Keputusan ini.

Masa berlaku pembekuan ini dari tanggal ................. sampai dengantanggal ...................

Kepala Dinas Perhubungan Prupinsi dan Kepala Dinas Perhubungan Kota / Kabupaten
sesuai domisili perusahaan angkutan, melaksanakan dan mengawasi Keputusan ini serta
melaporkannya kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Keputusan ini mulai berlaku sejalk tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian

hari teidapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya,

Ditetapkan di . JAKARTA
Pada tanggal
A.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menteri Perhubungan; I,
Direktur Jenderal Perhubungan Darat (sebagai laporan);

Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan;

Inspektur Jenderal Departemen Perhubungan,

Gubernur Propinsi .......ccocevvviieiniiinnnn, (sesuai domisili perusahaan).




Menimbang
Mengingat

CONTOH 5 :
PENCABUTAN IZIN OPERASI ANGKUTAN

({EPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
NOMOR :onvnmismg TAHUN .........
TENTANG
PENCABUTAN IZIN OPERASI ANGKUTAN PARIWISATA

P.O..

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

bahwa dst.

P

n

r

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentany La'u Lintas dan Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran
Negara Tahun 1893 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);

3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor ........................ TahUR s tentang
4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor ... ... Tahun ... tentang
5. Keputusan Direktur Jerderal Perhubungan Darat Nomor ................... tanggal
Memperhatikan 1. dst;
2. dst.
MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA Menjatuhkan sanksi administratif kepada P.O. . . . berupa
pencabutan izin operasi terhadap sebagian / se]uruh kendaraan sebagalmana tersebun pada
lampiran surat Keputusan ini.

KEDUA Kepala Dinas Perhubungan Propinsi dan Kepala Dinas Perhubungan Kota / Kabupaten
sesuai domisili perusahaan angkutan, melaksanakan dan mengawasi Keputusan ini serta
melaporkannya kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di . JAKARTA
Pada tanggal .
A.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Tembusan Yth.
1. Menteri Perhubungan; T ——— )

2. Direktur Jenderal Perhubungan Darat (sebagai laporan);
3. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan,
4. Inspektur Jenderal Departemen Perhubungan;

5. - Gubernur Propinsi ...

(sesuai domisili perusahaan).
MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

AGUM GUMELAR, M.Sc.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala

iro Hubaim dan KSILN




Nemor
Lampiran
Perihal

Ie
1
2
3

embusan Yth :

LAMPIRAN VII KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

Nomor : KM 35 Tahun 2003
Tanggal  : 20 Agustus 2003
CONTOH 1 :

- LAPORAN PERIZINAN ANGKUTAN PERBATASAN
ANTAR KOTA ANTAR PROPINSI (TUGAS DEKONSENTRASI)

laporari Realisasi |zin Trayek Kepada :
Angkutan Perbatasan AKAP
Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Darat
Cq. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
di-
Jakarta

1. Memperhatikan surat permohonan realisasi penambahan trayek/kendaraan pada trayek
perbatasan antar kota antar propinsi A.N. PO, .No.
Y. tanggal::.ccouiid ' yang telah dilengkapi dengan surat pemmbangan Kepala
Dinas Perhubungan Propingl — ..iecesaiin Nowiam tanggal ... perihal
..................... , bersama ini kami laporkan untuk realisasi penambahan kendaraan pada
= | ORISR PP bus,....rit, dengan memperhatikan:

a. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. ............... tahun
.................... tentang Penetapan Kebutuhan Kendaraan Angkutan Perbatasan Antar
Kota Antar Propinsi . v aeammemainasss o P

b. Realisasi penambahan kendaraan tersebut merupakan upaya perusahaan untuk
meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sekaligus pengembangan usaha
PO. bersangkutan;

b ]

Sehubungan dengan butir 1 di atas, terlampir kami sampaikan copy SK ljin Trayek dan
Kartu Pengawasan sebanyak ... ..(....) lembar;

w

Demikizn untuk menjadi periksa.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROPINSI

Direktur Jenderal Pethubungan Darat;

Kepala Dinas Perhubungan Propinsi .. :
Gubernur Propinsi .......ooovvveeveninns (sesuat domis:ll parusahaan)



Nomor
Lampiran
Perihal

Tembusan Yth :

CONTOH 2

LAPORAN REKAPITULASI PERIZINAN ANGKUTAN

JaporanRekapilu!astm Trayek Angkutan Kepada :
AKDP/Kota/Perdesaan/Sewa/ Taksi*)

Yth, Direktur Jenderal Perhubungan Darat
Cq. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
di-
Jakarta

Menunjuk Keputusan Menteri Perhubungan No. ..tanggal
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kenddraan
Umum, bersama ini kami sampaikan rekapitulasi perizinana angkutan antar kota dalam
propinsi (AKDP)/Kota/Perdesaan/Sewaltaksi, untuk propinsi ........................hinggal bulan
.................................. tahun 2003, sebagaimana terlampir;

Demikian karni laporkan untuk merijadi periksa.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROPINSI/
KABUPATEN/KOTA ..

1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
2. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi .............c.cooeiiiiniinns :
3. Gubernur Propinsi...................... (sesuai domisili perusahaan)



LampiranI: Rekapitulasi Angkutan
AKDP/Perdesaan/Kota

REKAPITULASI ANGKUTAN DALAM TRAYEK |
BERDASARKAN TRAYEK YANG DILAYANI :
Untuk Angkutan AKDP/Pedesaan/Kota

KODE NAMA KODE NAMA RATA- JUNMLAH JUMLAH SIFAT
TRAYEK TRAYEK PO. PO. RATA BUS/MPU RIT/HARI
TEMPAT
DUDUK -
i s PR TEGAL-PEKALONGAN-BATANG-KENDAL-SEMARANG
330123 coyo . 55 20 60 CE
330220 KURNIA 55 15 45 CE_
JUMLAH 65 35 105

Keterangan: CE (cepat ekonomi),

Lampiran II : Rekapitulasi Angkutan
AKDP/Perdesaan/Kota

REKAPITULASI ANGKUTAN DALAM TRAYEK
BERDASARKAN DOMISILI PERUSAHAAN ANGKUTAN
Untuk Angkutan AKDP/Pedesaan/Kota

RATA- JUMIAH  JUMLAH  SIFAT

KODE NAMA KODE NAMA,
PO. PO. TRAY TRAYEK RATA BUS/MPU  RIT/HARI
EK TEMPAT
DUDUK
330123 COYO . KARIIFPATFEN TFGAI
Pimp. i.......cooeeveenne.... Wl Jenderal Sudirman No.9 Tegal Telp............... SK. Berakhir: ..-...-2005
i Tegal-Pekaiongan-Semarang 55 15 45 CE
33.inn Tegal-Bumiayu-Purwokerto 55 10 40 CE
Jumlah Bus-rit operasi : 1 35 85

Keterangan: CE (cepat ekonomi),



Lampiran III : Rekapitulasi Angkutan
Sewa/Taksi

REKAPITULASI ANGKUTAN TIDAK DALAM TRAYEK
Untuk Angkutan Sewa/Taksi

KODE NAMA ALAMAT NAMA AKHIR MASA JUM- JENIS
PERU- PERUSAHAAN PERUSAHAAN PIMPINAN BERLAKU LAH KEN-
SAHAAN IZIN OPERASI KEN- DARA.-
DA- AN
RAAN i
1708. .. PT. SUMUR JI. P. Natadirja, KM.9 MAS'UD 09-05-2003 14 Toyota
TINGGI Bengkulu BATTJIK,SH Kijang
1708.... PO. TANJUNG | JI. Mayjen SUTOYO, H. 28-12-2003 20 Mits. L-
INDAH No.9 MUCHNIZAR 300
l Tanah Patah, Bengkulu
I
L . )

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROPINSI/
KABUPATENIKO TA ez




CONTOH 3 :

LAPORAN PERIZINAN ANGKUTAN TAKSI
ANTAR KOTA ANTAR PROPINSI (TUGAS PEMBANTUAN)

Nomor A G e g G
Lampiran 2 s
Perihal : laporan Realisasi Izin Operasi - Kepada :
Angkutan Taksi AKAP
Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Darat
Cq. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
di-
Jakarta

1. Memperhatikan surat permohonan realisasi penambahan kendaraan taksi pada wilayah

........... yang merupakan pelayanan antar kota antar propinsi A..N. PT. ..No.

................... tanggal.............. yang telah dilengkapi dengan surat pemmbangan Kepala

E)lnas Perhubungan  Propinsi  .................. Noi.......... tanggal e .perihal

...................... bersama ini kami laporkan untuk realisasi penambahan kendaraan pada

tersebut sejumlah ......... unit, dengan memperhatikan:

a. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. ............ ..tahun
..................... tentang Penetapan Kebutuhan Kendaraan Angkutan Tak5| yang
melayani Antar Kota Antar Propinsi .............ccoccevieienieennnnn. dan ... ;

b. Realisasi penambahan kendaraan tersebut merupakan upaya perusahaan untuk
meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sekaligus pengembangan usaha
PO. bersangkutan;

2. Sehubungan dengan butir 1 di atas, terlampir kami sampaikan copy SK ljin Operasi dan
Kestu Pengawasan sebanyax ... ... (....) lembar;

3. Demikian untuk menjadi periksa.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROPINSI/KABUPATEN/KOTA ........................

Ternbusan Yih :

Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
Kepala Dinas Perhubungan Propinsi ................coviiiiiniinn .
Gubernur Propinsi ..........c.ccooeeenns (sesuai domisili perusahaan);

Bupati/Walikota Propinsi ............ (sesuai domisili perusahaan).

PO



